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PUTUSAN
NOMOR : 32/PID.TPK/2021/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat

banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :  FERRY SANTOSA SUBRATA;

Tempat lahir :  Bandung;

Umur / tanggal Lahir : 47 tahun/3 Oktober 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan . Indonesia

Tempat tinggal :  Buah Batu Regency Blok F-6/11 RT 007/RW 009,
Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota
Bandung;

Agama . Islam

Pekerjaan . Wiraswasta / Direktur Utama PT Selaras Bangun
Usaha (PT SBU);

Pendidikan Terakhir : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik KPK : sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal
22 November 2020;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 23
November 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021,

3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan
tanggal 31 Januari 2021;

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung
Kelas IA Khusus sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal
02 Maret 2021.

5. Penuntut Umum: sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21
Maret 2021.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas
IA Khusus sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April
2021.
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7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung: sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April
2021.

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas
IA khusus: sejak sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15
Juni 2021

9. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung: 16 juni 2021 sampai
dengan tanggal 15 Juli 2021;

10.Perpanjangan Penahanan (kedua) Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh hari)
dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal
16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus
2021 sampai dengan 9 September 2021.;

12.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 8 September
2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. EFRAN HELMI
JUNI,SH.,M.HUM., H.A.GRIBALDI JAYADILAGA,SH., DELI WISNU
BRATA,SH.MH., FATHURRACMAN,SH., EDWIN HARDI,SH.,MH., UGI
JULIAN ,SH.,MH, EGI GILANG AGUSTAN, SH., E.YANTHI,SH.,MH., HEDY
DHAMAYANTHI,SH dari Kantor Advokat Efran Helmi Juni & Associates ber
alamat di Setrasari Mall Blok C-3 nomor 97, jl. Ters. Sutarmi , Bandung
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2021 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus register nomor:
33/SK/TPK/2021/PN Bdg, tanggal 26 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 September 2021 , Nomor
32/TIPIKOR /2021/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir

didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
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pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 9 Agustus 2021,
Nomor 32 /Pid.Sus.TPK /2019/PN.Bdg atas hama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:: 26/ TUT.01.04/ 24/
03/2021 tertanggal 18 Maret 2021, berdasarkan surat dakwaan yang disusun

secara alternatif, sebagai berikut :
PERTAMA

————————— Bahwa Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA selaku Direktur Utama
PT Selaras Bangun Usaha (selanjutnya disebut PT SBU) yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 04 tanggal 21 Februari 2009
yang merupakan mitra penjualan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (selanjutnya
disebut PT DI) bersama-sama dengan BUDI SANTOSO (Penuntutan
Dilakukan Secara Terpisah) selaku Direktur Utama PT. DI yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT DI Nomor:
KEP-132/MBU/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia
tertanggal 6 Juli 2007, Nomor: KEP-362/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT DI bersama-sama dengan IRZAL RINALDI
ZAILANI (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) yang menjabat sebagai
Kepala Divisi Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara
Indonesia Nomor: SKEP 5921/032.06/PTD/UT0000/03/2004 tanggal 29 Maret
2004, diperpanjang melalui Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia
Nomor: SKEP/363/032.06/PTD/UT0000/12/2007 tanggal 28 Desember 2007;
selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer berdasarkan
Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia Nomor:
SKEP/050/032.06/PTD/UT0000/01/2008 tanggal 28 Januari 2008; selaku Asisten
Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI berdasarkan Surat Keputusan
Direksi PT. DI Nomor: SKEP/121/032.06/UT 0000/PTD/05/2009 tanggal 1 Mei
2009, serta Kepala Divisi Penjualan merangkap Asisten Direktur Utama Bidang
Hubungan Pemerintah PT DI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DI
Nomor: SKEP/ 271/032.06/UT0000/PTD/06/2013 tanggal 03 Juni 2013;
BUDIMAN SALEH sebagai Direktur Aircraft Integration sejak tanggal 7 April
2010 sampai dengan 30 September 2012, serta selaku Direktur Niaga dan
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Restrukturisasi PT DI tahun 2013 sampai dengan tahun 2017; ARIE WIBOWO
selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tanggal 01 Februari 2008
sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan Kepala Divisi Pemasaran PT DI
tanggal 01 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 serta
selaku Direktur Produksi PT DI bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juni
2019; pada suatu waktu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di
Kantor Pusat PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Jalan Pajajaran No. 154
Bandung atau di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, secara melawan hukum yakni melakukan perjanjian
mitra penjualan fiktif untuk memasarkan produk dan jasa PT DI kepada
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut,
Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan
Angkatan Laut (Puspenerbal), yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara; Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor:
PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha
Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp1.873.109.992,00
(satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh dua rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu konsumen
pemberi kerja (end user) PT. DI sebesar Rp18.183.372.700,00 (delapan belas
miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus
rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar
Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam

rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan
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Pemasaran tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 pada PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor: 18/LHP/XXI1/09/2020
tanggal 25 September 2020, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-

cara sebagai berikut:

e Bahwa PT DI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akta Notaris Nomor
15 tanggal 28 April 1976 yang beberapa kali mengalami perubahan
dengan Akta Notaris Surjadi, S.H. Nomor: 33 tanggal 11 Agustus
2008 dan Akta Notaris Kristi Andana Yulianes, S.H. Nomor: 6 tanggal
17 Mei 2016, dimana PT DI seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
dan PT DI merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak dalam industri pesawat terbang, antara lain melaksanakan
rancang bangun (desain pesawat terbang), rekayasa pesawat
terbang, development pesawat terbang, jasa engineering, penyedia
sistem senjata, dan jasa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).

e Bahwa sebagai produsen produk dirgantara beserta perawatannya,
PT DI memiliki konsumen yang berasal dari dalam dan luar negeri,
diantaranya kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI
Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Pusat Penerbangan Angkatan
Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut
(Puspenerbal).

e Karena adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan
pesanan dari pihak konsumen dalam negeri, maka pada tahun 2006
PT DI menyusun Administrative Procedure (AP) Nomor 02-DN-001A
tanggal 22 Mei 2006 perihal Penunjukan Mitra Penjualan sebagai
dasar untuk dapat menyediakan dana khusus yang diberikan kepada
konsumen atau end user yang membeli produk atau jasa dari PT DI.

e Seiring dengan adanya restrukturisasi di PT DI, fungsi pemasaran
dan penjualan ditempatkan di bawah dua direktorat yaitu Divisi
Pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat Aircraft Integration
(Al) sedangkan Divisi Pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat
Aircraft Service (ACS). Dengan adanya restrukturisasi kelembagaan
tersebut, pada tanggal 18 Desember 2007, BUDI SANTOSO
mengadakan rapat direksi yang dihadiri BUDI WURASKITO selaku
Direktur Aircraft Integration PT DI, DITA ARDONNI JAFRI selaku
Direktur Aircraft Services PT DI, BUDIMAN SALEH selaku Direktur
Aerostructure PT DI, HM FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur
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Keuangan dan Administrasi PT DI, ANDI ALISJAHBANA selaku
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI. Salah satu
pembahasan dalam rapat tersebut adalah mengenai kebutuhan
untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak
konsumen pemberi kerja (end user) agar PT DI tetap mendapatkan
pembelian pesawat atau jasa perawatan. Dalam rapat tersebut hadir
pula IRZAL RINALDI ZAILANI dan ARIE WIBOWO vyang juga
menyampaikan pentingnya PT DI menyediakan dana khusus yang di
berikan kepada konsumen pemberi kerja (end-user) dalam negeri.

e Atas kebutuhan dana khusus tersebut, kemudian BUDI SANTOSO
memberikan persetujuannya sekaligus memerintahkan agar dana
khusus tersebut besarannya maksimal adalah single digit dan
dimasukkan sebagai cost structure, serta teknis pengeluarannya
dilakukan melalui pembayaran kepada mitra penjualan, padahal
sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-
MBU/ 2002 tentang Praktik Good Corporate Governance pada
Badan Usaha Milik Negara, Direksi maupun Karyawan Badan Usaha
Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang
berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk
mempengaruhi atau sebagai imbalan.

e Dikarenakan adanya perubahan struktur perusahaan yang
menyebabkan Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A
tanggal 22 Mei 2006 tidak dapat diberlakukan lagi dan agar
perjanjian mitra penjualan untuk menyediakan dana khusus kepada
konsumen pemberi kerja (end user) tidak berhenti serta lebih cepat
dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure (AP)
tersebut, BUDI SANTOSO memerintahkan BUDI WURASKITO
selaku Direktur Aircraft Integration PT DI untuk membuat peraturan
pengganti Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A
tanggal 22 Mei 2006 perihal Penunjukan Mitra Penjualan dalam
bentuk Surat Keputusan (SKEP), agar dapat menyediakan dana
khusus bagi konsumen pemberi kerja (end user), hal mana
bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012
tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
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05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa BUMN dimana dalam pengadaan barang dan jasa
wajib menerapkan prinsip-prinsip yang efektif dan akuntabel.

e Menindaklanjuti perintah dari BUDI SANTOSO tersebut, BUDI
WURASKITO yang menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration PT
DI bersama dengan DINAH ADRIANI selaku Manajer Legal Kontrak
PT DI, menyusun surat keputusan untuk menggantikan
Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A tanggal 22 Mei
2006 perihal Penunjukan Mitra Penjualan. Pada tanggal 26 Februari
2008, BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration PT DI
menandatangani Surat Keputusan (SKEP) Nomor:
SKEP/027/A10000/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang
Prosedur Penunjukan Mitra Penjualan pada Direktorat Integration PT
DI. Setelah terbithya aturan tersebut, BUDI SANTOSO
memerintahkan agar anggaran untuk dana khusus dimasukkan
kedalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT DI
dengan menggunakan sandi anggaran Unit Kerja Pemasaran
sebagai cost structure dalam marketing cost, dimana BUDI
SANTOSO memberikan persetujuan RKAP PT DI yang memuat
dana khusus yang disandikan tersebut dalam Anggaran Biaya
Beban Penjualan dengan nomor sandi anggaran 81 A Biaya
Keagenan, dimana mulai tahun 2015, biaya agen ditempatkan pada
Direktorat Niaga dan Restrukturisasi PT DI.

e Untuk menindaklanjuti hasil rapat direksi tanggal 18 Desember 2007
yang memberikan persetujuan adanya dana khusus untuk
konsumen pemberi kerja (end user) tersebut, mulai tahun 2008
sampai tahun 2016 IRZAL RINALDI ZAILANI selaku Kepala Divisi
Pemasaran, Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai
Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah merangkap
Kepala Divisi Penjualan PT DI, bersama dengan ARIE WIBOWO
mencari informasi kebutuhan dari calon-calon pembeli potensial
kebutuhan pesawat atau helikopter atau perawatannya yang dapat
dipenuhi oleh PT DI dari pasar dalam negeri. Setelah mengetahui
terkait kebutuhan tersebut, IRZAL RINALDI ZAILANI baik dalam
jabatannya selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang
Produk Militer PT DI pada tahun 2008, maupun selaku Asisten
Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI pada tahun 2009
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sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, serta selaku Kepala Divisi
Penjualan PT DI sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai bulan November
tahun 2016, bersama dengan ADE YUYU WAHYUNA membuat
proposal penawaran dengan memasukkan alokasi dana khusus
yang besarannya 1% (satu persen) sampai dengan 9% (sembilan
persen) kedalam cost structure sebagai biaya marketing, kemudian
hasil kajian harga tersebut diberikan kepada Direktur Aircraft
Intergration PT DI, yaitu kepada BUDI WURASKITO dan BUDIMAN
SALEH dan hasil kajian tersebut selanjutnya diberikan kepada
Direksi PT DI untuk mendapatkan persetujuan dan setelah
mendapatkan persetujuan dari Direksi PT DI, penawaran dari PT DI

tersebut dikirimkan kepada calon konsumen.

e Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, secara bertahap
BUDI SANTOSO memberikan persetujuan penawaran kepada pihak
konsumen pemberi kerja (end user) yang didalamnya telah
ditambahkan biaya khusus sebagai bagian dari cost structure
penawaran, padahal sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang BUMN jo. Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN
Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktek Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan
Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,
BUDI SANTOSO selaku Direksi Badan Usaha Milik Negara PT DI
dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang berharga
kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi
atau sebagai imbalan. Atas penawaran tersebut, pihak PT DI
memperoleh pekerjaan dari pihak konsumen pemberi kerja (end

user) yakni sebagai berikut:
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Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User
No- Nama End User Ig::tI::: Nilai Kontrak

1. | Basarnas 2 Rp267.202.775.000,00
2. | BPPT 1 Rp2.787.131.600,00
3. | Kementerian Pertahanan 4 Rp66.356.429.600,00
4. | Kemhan - Ditjen Pothan 2 Rp28.983.278.575,00
USD 234,979,760.00

5. | Kemhan - TNI AD 3
EUR 74,318,743.28
Rp330.000.000.000,00

6. | Kemhan - TNI AL 4
USD 139,876,730.00
7. | Kemhan - TNI AU 22 Rp1.291.213.884.294,00
8. | Polud 3 Rp134.297.261.339,00
9. | Puspenerbad 24 Rp655.611.022.950,40
10. | Puspenerbal 5 Rp16.931.209.580,00
11. | Sekretariat Negara 9 Rp258.822.401.807,00
Rp3.052.205.394.745,40
Jumlah 79 USD 374,856,490.00
EUR74,318,743.28

- Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak konsumen
pemberi kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akan
memberikan fee/imbalan kepada pihak konsumen pemberi kerja
yang jumlah maksimalnya adalah single digit. Untuk dapat
mengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi dana
khusus yang diberikan kepada pihak konsumen pemberi kerja
(end user) PT DI, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat
PT DI, IRZAL RINALDI ZAILANI yang saat itu menjabat sebagai
Kepala Divisi Pemasaran PT DI, memerintahkan DEDI
TURMONO mencari perusahaan mitra penjualan untuk alat
militer dikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militer

dari konsumen pemberi kerja (end user). Atas perintah IRZAL
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RINALDI ZAILANI tersebut, DEDI TURMONO melakukan
pertemuan dengan DICKY HANDOKO dan FERRY SANTOSO
SUBRATA. Dalam pertemuan itu, DICKY HANDOKO setuju untuk
menjadi mitra penjualan PT DI serta meminta FERRY SANTOSA
SUBRATA yang merupakan Direktur Utama PT SBU menjadi
mitra penjualan dari PT DI.

e Sekitar awal tahun 2013, Terdakwa bersama-sama dengan
DICKY HANDOKO bertempat di Kantor Pusat PT DI di Jalan
Pajajaran No. 154 Bandung melakukan pertemuan dengan
IRZAL RINALDI ZAILANI, ARIE WIBOWO, ADE YUYU
WAHYUNA, serta DINAH ADRIANI. Dalam pertemuan
tersebut Terdakwa menyetujui untuk menjadi mitra
penjualan PT DI dengan nilai kontrak sebesar 6% (enam
persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari nilai
kontrak induk, dan Terdakwa menyepakati dari jumlah yang
diterima tersebut 90% (sembilan puluh persen) akan
dikembalikan kepada PT DI, sedangkan 10% (sepuluh
persen) untuk PT SBU sebagai keuntungan.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan dengan IRZAL RINALDI
ZAILANI, ARIE WIBOWO, ADE YUYU WAHYUNA, serta DINAH
ADRIANI kemudian Terdakwa mengirimkan surat permohonan
sebagai mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Niaga
dan Restrukturisasi PT DI yaitu BUDIMAN SALEH. Atas
permohonan tersebut, selanjutnya IRZAL RINALDI ZAILANI
memerintahkan ADE YUYU WAHYUNA dan DINAH ANDRIANI
untuk mempersiapkan dokumen antara lain Surat Penunjukan,
Berita Acara Negosiasi serta Rancangan (draft) Perjanjian Mitra
Penjualan dan mengirimkannya kepada PT SBU yang ditunjuk
oleh PT DI sebagai mitra penjualan produk atau jasa PT DI
sesuai kontrak induk pengadaan antara PT DI dengan pihak
konsumen pemberi kerja (end user).

- Bahwa dalam rangka proses kerjasama dengan mitra penjualan
dengan PT DI, Terdakwa mulai tahun 2013 sampai dengan tahun
2015, menandatangani Berita Acara Negosiasi dengan IRZAL
RINALDI ZAILANI selaku Kepala Divisi Pemasaran PT DI,
sebagai Asisten Direktur Aircraft Integration PT DI maupun

sebagai Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI,
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Kepala Divisi Penjualan PT DI, ARIE WIBOWO sebagai Kepala
Divisi Pemasaran dan Penjualan pada Direktorat Niaga dan
Restrukturisasi PT DI, ADE YUYU WAHYUNA sebagai Kepala
Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran PT DI, DEDY
IRIANDY sebagai Kepala Divisi Perbendaharaan, MUHAMMAD
FIKRI sebagai Kepala Divisi Perbendaharaan PT DI secara
bertahap telah menandatangani Berita Acara Negosiasi, antara
lain:

1. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/005A/B1000/01/2013 tanggal 29
Januari 2013;

2. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/O06A/BI0000/01/2013 tanggal 29
Januari 2013, kemudian dilakukan amandemen dengan Berita Acara
Negosiasi Nomor: BA/103/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

3. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/007A/B10000/01/2013 tanggal 29
Januari 2013;

4. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/476A/SL0000/08/2014 tanggal 25
Agustus 2014, kemudian dilakukan amandemen dengan Berita Acara
Negosiasi Nomor: BA/105/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

5. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/001/SL0000/02/2014 tanggal 3
Februari 2014; kemudian dilakukan amandemen dengan Berita Acara
Negosiasi No. BA/104/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

6. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/366A/SL0000/07/2014 tanggal 2 Juli
2014;

7. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/407A/SL0000/07/2014 tanggal 21 Juli
2014, kemudian dilakukan amandemen dengan Berita Acara Negosiasi
Nomor: BA/102/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

8. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/105/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli
2015.

Padahal sebenarnya, Terdakwa mengetahui tidak terdapat proses negosiasi

antara Terdakwa dengan IRZAL RINALDI ZAILANI, ARIE WIBOWO, ADE

YUYU WAHYUNA, DEDY IRIANDY, dan MUHAMMAD FIKRI. Walaupun

telah mengetahui bahwa Kerjasama Mitra Penjualan tersebut adalah fiktif,

Terdakwa selaku Direktur Utama PT SBU tetap menandatangani Kontrak

Mitra Penjualan dengan BUDIMAN SALEH selaku Direktur Niaga dan

Restrukturisasi PT DI yang mewakili PT DI berdasarkan Surat Kuasa dari

BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT DI, yaitu sebagai berikut:
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1) Surat Kuasa Nomor: SK/019A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari
2013 untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI
(Persero) dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk
Pengadaan Motor Rocket FFAR 2,75” MK-4, Head Smoke FZ-32 dan
Inert Practice TA 2013 dengan area/wilayah Kementerian Pertahanan
RI/Mabes TNI/Mabes TNI AU;

2) Surat Kuasa Nomor: SK/019A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari
2013 untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI
(Persero) dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk
Pengadaan Motor Rocket FFAR 2,75" MK-4, Head Smoke FZ-32 dan
Inert Practice TA 2013 dengan area/wilayah Kementerian Pertahanan
RI/Mabes TNI/Mabes TNI AU;

3) Surat Kuasa Nomor: SK/020A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari
2013 untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI
(Persero) dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk
Pengadaan SUT Torpedo dan Komponen Pendukungnya TA 2013
dengan area/wilayah Kementrian Pertahanan RI/Mabes TNI/Mabes
TNIAL;

4) Surat Kuasa Nomor: SK/021A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari
2013 untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI
(Persero) dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk
Pengadaan Harkan Sistem Senjata TA 2013 dengan area wilayah
Puspenerbad;

5) Surat Kuasa Nomor: SK/020A/UT0000/02/2014 tanggal 4 Februari
2014 untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI
(Persero) dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk
Pengadaan Motor Rocket FFAR 2,75" MK-4/40, Motor Rocket MK-66,
Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice TA 2014 dengan area/wilayah
Kementerian Pertahanan RI/Mabes TNI/Mabes TNI AU;

6) Surat Kuasa Nomor: 077A/UT0000/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 untuk
menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero) dengan
PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan Produk Roket
RHAN 122B TA 2014;

7) Surat Kuasa Nomor: 082A/UT0000/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)
dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pembuatan Alat Kendali
Tembak Helikopter MI-35P TA 2014.
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e Setelah adanya surat kuasa tersebut, BUDIMAN SALEH menandatangani
Perjanjian Kemitraan dengan Terdakwa, yaitu:

1) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0061/A10000/01/2013 tanggal 31
Januari 2013 dengan Surat Penujukan Nomor: SP/0012/DN0000/01/2013
tanggal 10 Januari 2013 untuk Pemasaran Produk PT DI (Persero)
berupa Jasa Perbaikan Alat Kendali Tembak/Rocket Launcher Helikopter
BO-105 untuk area/wilayah Puspenerbad TNI AD dan Surat Penunjukan
Nomor: SP/0013/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk
Pemasaran Produk PT DI (Persero) berupa Jasa Perbaikan/Pengadaan
Avionik Helikopter BO-105 untuk area/wilayah Puspenerbad TNI AD;

2) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0062/A10000/01/2013 tanggal 31
Januari 2013 dengan Surat Penujukan Nomor: SP/0011/DN0000/01/2013
tanggal 10 Januari 2013 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa SUT Torpedo dan Komponen Pendukungnya untuk area/wilayah
Kementerian Pertahanan RI yang diamandemen pada tanggal 3 Agustus
2015 dengan Surat Penunjukan Nomor: SP/0005/DN0000/01/2014
tanggal 21 Januari 2014;

3) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0063/A10000/01/2013 tanggal 31
Januari 2013 dengan Surat Penujukan Nomor: SP/0001/DN0000/01/2013
tanggal 4 Januari 2013 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Rocket FFAR 2.75" dan Warhead Innert/Smoke untuk
area/wilayah Disada TNI AU, Surat  Penujukan Nomor;
SP/0002/DN0000/01/2013 tanggal 4 Januari 2013 untuk Pemasaran Hasil
Produksi PT DI (Persero) berupa Rocket FFAR 2.75” untuk area/wilayah
Kementerian Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor:
SP/0009/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk Pemasaran
Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor Rocket FFAR 2.75” untuk
area/wilayah Kementerian Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor:
SP/0010/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk Pemasaran
Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Warhead (Smoke) Rocket FFAR
2.75" untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI;

4) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0068/DN0000/02/2014 tanggal 4
Februari 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:
SP/0001/DN0000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untuk Pemasaran
Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor Rocket FFAR 2.75"/MK66
untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor:
SP/0002/DN0000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untuk Pemasaran
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Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Rocket FFAR 2.75" dan MK66
serta Motor Rocket FFAR 2.75" untuk area/wilayah Kementerian
Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor: SP/0003/DN0000/01/2014
tanggal 21 Januari 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Warhead Rocket/FZ-32 untuk area/wilayah Kementerian
Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor: SP/0004/DN0000/01/2014
tanggal 21 Januari 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Motor Rocket FFAR 2.75" dan Motor Rocket MK66 untuk
area/wilayah Disada TNI AU, yang diamandemen pada tanggal 3 Agustus
2015;

5) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0382/DN0000/07/2014 tanggal 4 Juli
2014 tentang Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-105;

6) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0415/DN0000/07/2014 tanggal 24 Juli
2014 dengan Surat Penujukan Nomor: SP/0016/DN0000/06/2014
tanggal 27 Juni 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Jasa Penyempurnaan Desain Roket RHAN-122B untuk
area/wilayah Kemenhan/Ditjen Pothan, yang diamandemen tanggal 3
Agustus 2015;

7) Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0477/DN0000/08/2014 tanggal 29
Agustus 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:
SP/0018/DN0000/07/2014 tanggal 3 Juli 2014 untuk Pemasaran Hasil
Produksi PT DI (Persero) berupa Jasa Pembuatan Alat Kendali Tembak
Helikopter MI-35P untuk area/wilayah Puspenerbad, yang diamandemen
tanggal 3 Agustus 2015;

e Bahwa Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero) dengan PT SBU
pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bernilai sebesar
Rp31.838.657.359,26 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh
delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh
sembilan rupiah dan dua puluh enam sen), dengan perincian

sebagai berikut:

Tahun 2013
No Nomor dan 'I_‘gl Perjanjian Lingl_(up Nilai Kontrak Mitra
Kemitraan Pekerjaan
1. PTD/0061/A10000/01/2013 Perbaikan Alat Rp118.860.000,00 PT SBU
Tgl. 31/01/2013 Kendali  Tembak

BO-105 dan
Perbaikan/
Pengadaan

Avionik BO-105
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No Nomor tli(e:;'li'gIa::r]anjlan PLeI:egrlj(:gn Nilai Kontrak Mitra
2. | PTD/0062/AI0000/01/2013 UT Torpedo dan | Rp6.575.922.173,36 PT SBU
Tgl. 31/01/2013 Komponen
Pendukungnya
3. | PTD/0063/AI0000/01/2013 Pengadaan Motor | Rp12.266.092.768,72 PT SBU
Tgl. 31/01/2013 Rocket  MK4/40,
Head Smoke FZ-
32 dan Inert
Practice
Tahun 2014
N I\_lon_1_or dan 1ng nglfUp Nilai Kontrak Mitr
o Perjanjian Kemitraan Pekerjaan a
1. | PTD/0068/DN0000/02/20 | Pengadaan Rp10.042.517.037,5 | PT
14 Roket 2,75" 0 SBU
Tgl. 04/02/2014 yang terdiri
dari Motor
Rocket FFAR
2,75", Motor
Rocket MK-
66, Head
Smoke FZ-32
dan Inert
Practice
2. | PTD/0382/DN0000/07/20 | Pengadaan Rp265.949.349,80 PT
14 Produk Jasa SBU
Tgl. 04/07/2014 Perbaikan
Rocket
Launcher
Helikopter
BO-105
Puspenerbad
3. | PTD/0415/DN/07/2014 Pengadaan Rpl1.883.913.107,38 | PT
Tgl. 24/07/2014 Produk Roket SBU
RHAN 122B
4. | PTD/0477/DN0000/08/20 | Pengadaan Rp685.402.912,50 PT
14 Produk Jasa SBU
Tgl. 29/08/2014 Pembuatan
Alat Kendali
Tembak
Helikopter
MI-35P

e Bahwa dari perjanjian mitra penjualan dengan PT DI tersebut, walaupun PT
Sarana Bangun Usaha (PT SBU) tidak melakukan pekerjaan sebagai mitra
penjualan (fiktif), Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada

PT DI dengan perincian sebagai berikut:
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- Faktur/Invoice Nomor: 034/SBU/FI/DI/V1/2014 tanggal - Juni 2014
sebesar Rp2.149.280.000,00 (dua miliar seratus empat puluh
sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 035/SBU/FI/DI/V1/2014 tanggal - Juni 2014
sebesar Rp118.860.000,00 (seratus delapan belas juta delapan
ratus enam puluh ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 037/SBU/FI/DI/VIII/2014 tanggal 4 Agustus
2014 sebesar Rp1.084.920.636,00 (satu miliar delapan puluh
empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh
enam rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 038/FI/DI/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014
sebesar Rp337.435.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat
ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 40/SBU/FI/DI/IX/2014 tanggal 1 Oktober
2014 sebesar Rp227.231.550,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta
dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 06R/SBU/FI/DI/11/2015 tanggal 2 Februari
2015 sebesar Rp792.233.675,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua
juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima
rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 04/SBU/FI/DI/111/2015 tanggal 6 Maret 2015
sebesar Rp1.163.228.500,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga
juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 011/SBU/FI/V/2015 tanggal 19 Mei 2015
sebesar Rp908.926.200,00 (sembilan ratus delapan juta sembilan
ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 017/NF-SBU/VIII/2015 tanggal 5 Agustus
2015 sebesar Rpl173.652.875,00 (seratus tujuh puluh tiga juta
enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima
rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 019/NF-SBU/VIII/2015 tanggal 5 Agustus
2015 sebesar Rpl1.349.742.000,00 (satu miliar tiga ratus empat
puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 20/NF-SBU/VIII/2015 tanggal 6 Agustus
2015 sebesar Rp744.455.700,00 (tujuh ratus empat puluh empat

juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
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- Faktur/Invoice Nomor: 030.003-15.47758351 tanggal 8 Oktober
2015 sebesar Rp291.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu
juta dua ratus ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 030.003-15.47758352 tanggal 8 Oktober
2015 sebesar Rp2.766.979.400,00 (dua miliar tujuh ratus enam
puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 030.003-15.47758353 tanggal 8 Oktober
2015 sebesar Rp333.967.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta
sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 034/NF-SBU/XI1/2015 tanggal 16 Desember
2015 sebesar Rp1.125.414.003,00 (satu miliar seratus dua puluh
lima juta empat ratus empat belas ribu tiga rupiah);

- Faktur/Invoice Faktur/Invoice Nomor: 035/NF-SBU/FI/DI/I/2016
tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp1.335.868.000,00 (satu miliar
tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan
ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 038/NF-SBU/I/2016 tanggal 26 Januari 2016
sebesar Rp143.013.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga
belas ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 038/NF-SBU/I/2016 tanggal 26 Januari 2016
sebesar Rp324.004.250,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat
ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 47/FI/SBU/DI/IV/2016 tanggal 22 April 2016
sebesar Rp1.548.338.214,00 (satu miliar lima ratus empat puluh
delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat
belas rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 48/FI/SBU/DI/IV/2016 tanggal 22 April 2016
sebesar Rp265.949.350,00 (dua ratus enam puluh lima juta
sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh
rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 49/FI/SBU/DI/IV/2016 tanggal 22 April 2016
sebesar Rpl1.682.519.800,00 (satu miliar enam ratus delapan
puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 015/FI/DI/1/2017 tanggal 5 Januari 2017
sebesar Rp368.708.436,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta

tujuh ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 17 dari 116 halaman putusan No. 32/Pid. TPK /2021/PT. BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur/Invoice Nomor: 016/FI/DI/I/2017 tanggal 5 Januari 2017
sebesar Rp866.629.500,00 (delapan ratus enam puluh enam juta
enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 011/FI/DI/III/2017 tanggal 21 Maret 2017
sebesar Rp297.130.135,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta
serratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 019/FI/DI/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017
sebesar Rp318.542.621,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus
empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 017/FI/DI/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017
sebesar Rp519.977.700,00 (lima ratus sembilan belas juta
sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 001/FI/DI/1/2018 tanggal 8 Januari 2018
sebesar Rpl.274.170.486,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh
empat juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh
enam rupiah).

e Bahwa atas penagihan faktur/invoice yang diajukan kepada PT DI dengan
jumlah Rp25.289.357.931,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh
sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu
rupiah), PT SBU menerima pembayaran sebesar Rp20.056.482.692,00 (dua
puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam
ratus sembilan puluh dua rupiah).

e Bahwa atas penerimaan uang dari PT DI, dengan tujuan penyediaan dana
khusus untuk konsumen pemberi kerja (end user) PT DI, Terdakwa secara
bertahap atas permintaan DEDI TURMONO selaku Manajer Finance
Business Partner Non Produksi PT DI, pada tahun 2014 hingga tahun 2018
menyetujui untuk mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut kepada PT
DI (sebagai cashback) seluruhnya berjumlah Rp18.183.372.700,00 (delapan
belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu
tujuh ratus rupiah) yang Terdakwa berikan kepada DEDI TURMONO selaku
Manajer Finance Business Partner Non Produksi PT DI, TOTO PRATONDO
selaku Manajer Sista PT DI, CHAIRUL ANWAR selaku Supervisor Sistem
Senjata Utama PT DI, dan ACHMAD SENJAYA selaku Staf Program Sista PT.
DI dengan perincian sebagai berikut:

1. DEDI TURMONO sebesar Rp12.793.321.700,00 (dua belas miliar
tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu

tujuh ratus rupiah);
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2. TOTO PRATONDO sebesar Rp4.984.051.000,00 (empat miliar
sembilan ratus delapan puluh empat juta lima puluh satu ribu
rupiah);

3. CHAIRUL ANWAR sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua
puluh juta rupiah); dan

4. ACHMAD SENJAYA sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan
puluh enam juta rupiah).

e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BUDI
SANTOSO, IRZAL RINALDI ZAILANI, BUDIMAN SALEH, dan ARIE
WIBOWO dalam perjanjian mitra penjualan bagi PT DI secara fiktif tersebut
telah memperkaya diri Terdakwa yaitu sebesar Rp1.873.109.992,00 (satu
miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan
ratus sembilan puluh dua rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu
konsumen pemberi kerja (end user) PT. DI sebesar Rp18.183.372.700,00
(delapan belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh
dua ribu tujuh ratus rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan
negara sebesar Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh enam
juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua
rupiah).

e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara cq PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar
Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
sebagaimana Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa
Keuangan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas
Kegiatan Penjualan dan Pemasaran tahun 2006 sampai dengan tahun 2018
pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor
18/LHP/XXI/09/2020 Tanggal 25 September 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHP.

ATAU

KEDUA
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--------- Bahwa Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA selaku Direktur Utama PT
Selaras Bangun Usaha (selanjutnya disebut PT SBU) yang didirikan berdasarkan Akta
Pendirian Perusahaan Nomor: 04 tanggal 21 Februari 2009 yang merupakan mitra
penjualan PT Dirgantara Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut PT DI) bersama-sama
dengan BUDI SANTOSO (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) selaku Direktur
Utama PT. DI yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT DI
Nomor: KEP-132/MBU/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia tertanggal 6
Juli 2007, Nomor: KEP-362/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT DI
bersama-sama dengan IRZAL RINALDI ZAILANI (Penuntutan Dilakukan Secara

Terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran berdasarkan Surat

Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia Nomor: SKEP
5921/032.06/PTD/UT0000/03/2004 tanggal 29 Maret 2004, diperpanjang melalui Surat
Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia Nomor:

SKEP/363/032.06/PTD/UT0000/12/2007 tanggal 28 Desember 2007; selaku Asisten
Direktur Aircraft Integration Bidang Produk Militer berdasarkan Surat Keputusan Direksi
PT. Dirgantara Indonesia Nomor SKEP/050/032.06/PTD/UT0000/01/2008 tanggal 28
Januari 2008; selaku Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. DI Nomor: SKEP/121/032.06/UT
0000/PTD/05/2009 tanggal 1 Mei 2009, serta Kepala Divisi Penjualan merangkap
Asisten Direktur Utama Bidang Hubungan Pemerintah PT DI berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT DI Nomor: SKEP/ 271/032.06/UT0000/PTD/06/2013 tanggal 03
Juni 2013; BUDIMAN SALEH sebagai Direktur Aircraft Integration sejak tanggal 7 April
2010 sampai dengan tanggal 30 September 2012, serta selaku Direktur Niaga dan
Restrukturisasi PT DI tahun 2013 sampai dengan tahun 2017; ARIE WIBOWO selaku
Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tanggal 01 Februari 2008 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2013, dan Kepala Divisi Pemasaran PT DI tanggal 01
Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 serta selaku Direktur
Produksi PT DI bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juni 2019; pada suatu waktu
di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) di Jalan Pajajaran No. 154 Bandung atau di tempat-tempat lain
yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan
yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp
Rp1.873.109.992,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan
ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu
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konsumen pemberi kerja (end user) PT DI sebesar Rpl18.183.372.700,00 (delapan
belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus
rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT
SBU melakukan perjanjian mitra penjualan fiktif untuk memasarkan produk dan jasa PT
DI kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNl Angkatan Udara, TNI Angkatan
Laut, Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan
Angkatan Laut (Puspenerbal), yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 89
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; Pasal 5
ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang
Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Peraturan Menteri BUMN
Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor:
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara sebesar Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh
enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah)
sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan
dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan dan
Pemasaran tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 pada PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor: 18/LHP/XXI/09/2020 tanggal 25

September 2020, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

e Bahwa PT DI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Akta Notaris Nomor
15 tanggal 28 April 1976 yang beberapa kali mengalami perubahan
dengan Akta Notaris Surjadi, S.H. Nomor: 33 tanggal 11 Agustus
2008 dan Akta Notaris Kristi Andana Yulianes, S.H. Nomor: 6 tanggal
17 Mei 2016, dimana PT DI seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
dan PT DI merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak dalam industri pesawat terbang, antara lain melaksanakan
rancang bangun (desain pesawat terbang), rekayasa pesawat
terbang, development pesawat terbang, jasa engineering, penyedia
sistem senjata, dan jasa MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).

e Bahwa sebagai produsen produk dirgantara beserta perawatannya,
PT DI memiliki konsumen yang berasal dari dalam dan luar negeri,

diantaranya kepada Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI
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Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Pusat Penerbangan Angkatan
Darat (Puspenerbad), Pusat Penerbangan Angkatan Laut

(Puspenerbal).

e Karena adanya kebutuhan dana khusus untuk mendapatkan
pesanan dari pihak konsumen dalam negeri, maka pada tahun 2006
PT DI menyusun Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A
tanggal 22 Mei 2006 perihal Penunjukan Mitra Penjualan sebagai
dasar untuk dapat menyediakan dana khusus yang diberikan kepada
konsumen pemberi kerja atau end user yang membeli produk atau
jasa dari PT DI.

e Seiring dengan adanya restrukturisasi di PT DI, fungsi pemasaran
dan penjualan ditempatkan di bawah dua direktorat yaitu Divisi
Pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat Aircraft Integration
(Al) sedangkan Divisi Pemasaran dan Penjualan di bawah Direktorat
Aircraft Service (ACS). Dengan adanya restrukturisasi kelembagaan
tersebut, pada tanggal 18 Desember 2007, BUDI SANTOSO
mengadakan rapat direksi yang dihadiri BUDI WURASKITO selaku
Direktur Aircraft Integration PT DI, DITA ARDONNI JAFRI selaku
Direktur Aircraft Services PT DI, BUDIMAN SALEH selaku Direktur
Aerostructure PT DI, HM FRANS RJ. SIREGAR selaku Direktur
Keuangan dan Administrasi PT DI, ANDI ALISJAHBANA selaku
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI. Salah satu
pembahasan dalam rapat tersebut adalah mengenai kebutuhan
untuk mengalokasikan dana khusus yang diberikan kepada pihak
pemberi kerja agar PT DI tetap mendapatkan pembelian pesawat
atau jasa perawatan. Dalam rapat tersebut hadir pula IRZAL
RINALDI ZAILANI dan ARIE WIBOWO yang juga menyampaikan
pentingnya PT DI menyediakan dana khusus untuk diberikan kepada
konsumen pemberi kerja (end user) dalam negeri.

e Atas kebutuhan dana khusus tersebut, kemudian BUDI SANTOSO
memberikan persetujuannya sekaligus memerintahkan agar dana
khusus tersebut besarannya maksimal adalah single digit dan
dimasukkan sebagai cost structure, serta teknis pengeluarannya
dilakukan melalui pembayaran kepada mitra penjualan, padahal
sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-
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MBU/ 2002 tentang Praktik Good Corporate Governance pada
Badan Usaha Milik Negara, Direksi maupun Karyawan Badan Usaha
Milik Negara dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu yang
berharga kepada pelanggan atau pejabat pemerintah untuk
mempengaruhi atau sebagai imbalan.

e Oleh karena adanya perubahan struktur perusahaan yang
menyebabkan Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A
tanggal 22 Mei 2006 tidak dapat diberlakukan lagi dan agar
perjanjian mitra penjualan untuk menyediakan dana khusus kepada
konsumen pemberi kerja (end user) tidak berhenti serta lebih cepat
dalam pembuatan aturan pengganti Administrative Procedure (AP)
tersebut, BUDI SANTOSO memerintahkan BUDI WURASKITO
selaku Direktur Aircraft Integration PT DI untuk membuat peraturan
pengganti Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A
tanggal 22 Mei 2006 perihal Penunjukan Mitra Penjualan dalam
bentuk Surat Keputusan (SKEP), agar dapat menyediakan dana
khusus bagi konsumen pemberi kerja (end user), hal mana
bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012
tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-
05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa BUMN dimana dalam pengadaan barang dan jasa
wajib menerapkan prinsip-prinsip yang efektif dan akuntabel.

¢ Menindaklanjuti perintah dari BUDI SANTOSO tersebut, BUDI
WURASKITO yang menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration PT
DI bersama dengan DINAH ADRIANI selaku Manajer Legal Kontrak
PT DI, menyusun surat keputusan untuk menggantikan
Administrative Procedure (AP) Nomor: 02-DN-001A tanggal 22 Mei
2006 perihal Penunjukan Mitra Penjualan. Pada tanggal 26 Februari
2008, BUDI WURASKITO selaku Direktur Aircraft Integration PT DI
menandatangani Surat Keputusan (SKEP) Nomor:
SKEP/027/A10000/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang
Prosedur Penunjukan Mitra Penjualan pada Direktorat Integration PT
DI. Setelah terbithya aturan tersebut, BUDI SANTOSO

memerintahkan agar anggaran untuk dana khusus dimasukkan
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kedalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT DI
dengan menggunakan sandi anggaran Unit Kerja Pemasaran
sebagai cost structure dalam marketing cost, dimana BUDI
SANTOSO memberikan persetujuan RKAP PT DI yang memuat
dana khusus yang disandikan tersebut dalam Anggaran Biaya
Beban Penjualan dengan nomor sandi anggaran 81 A Biaya
Keagenan, dimana mulai tahun 2015, biaya agen ditempatkan pada
Direktorat Niaga dan Restrukturisasi PT DI.

e Untuk menindaklanjuti hasil rapat direksi tanggal 18 Desember 2007
yang memberikan persetujuan adanya dana khusus untuk
konsumen pemberi kerja (end user) tersebut, mulai tahun 2008
sampai tahun 2016 IRZAL RINALDI ZAILANI selaku Kepala Divisi
Pemasaran, Asisten Direktur Aircraft Integration maupun sebagai
Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah merangkap
Kepala Divisi Penjualan PT DI, bersama dengan ARIE WIBOWO
mencari informasi kebutuhan dari calon-calon pembeli potensial
kebutuhan pesawat atau helikopter atau perawatannya yang dapat
dipenuhi oleh PT DI dari pasar dalam negeri. Setelah mengetahui
terkait kebutuhan tersebut, IRZAL RINALDI ZAILANI baik dalam
jabatannya selaku Asisten Direktur Aircraft Integration Bidang
Produk Militer PT DI pada tahun 2008, maupun selaku Asisten
Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI pada tahun 2009
sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, serta selaku Kepala Divisi
Penjualan PT DI sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai bulan November
tahun 2016, bersama dengan ADE YUYU WAHYUNA membuat
proposal penawaran dengan memasukkan alokasi dana khusus
yang besarannya 1% (satu persen) sampai dengan 9% (sembilan
persen) kedalam cost structure sebagai biaya marketing, kemudian
hasil kajian harga tersebut diberikan kepada Direktur Aircraft
Intergration PT DI, yaitu kepada BUDI WURASKITO dan BUDIMAN
SALEH dan hasil kajian tersebut selanjutnya diberikan kepada
Direksi PT DI untuk mendapatkan persetujuan dan setelah
mendapatkan persetujuan dari Direksi PT DI, penawaran dari PT DI
tersebut dikirimkan kepada calon konsumen.

e Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, secara bertahap BUDI
SANTOSO memberikan persetujuan penawaran kepada pihak konsumen

pemberi kerja (end user) yang didalamnya telah ditambahkan biaya khusus
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sebagai bagian dari cost structure penawaran, padahal sesuai Pasal 89
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo. Pasal 32
Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Praktek
Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 40
ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik
Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, BUDI SANTOSO selaku
Direksi Badan Usaha Milik Negara PT DI dilarang memberikan atau
menawarkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau pejabat
pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan. Atas penawaran
tersebut, pihak PT DI memperoleh pekerjaan dari pihak konsumen pemberi

kerja (end user) yakni sebagai berikut:

Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User
Ne- Nama End User I‘(J:)‘rr::‘::: Nilai Kontrak

1. Basarnas 2 Rp267.202.775.000,00
2. BPPT 1 Rp2.787.131.600,00
3. Kementerian Pertahanan 4 Rp66.356.429.600,00
4. Kembhan - Ditjen Pothan 2 Rp28.983.278.575,00
USD 234,979,760.00

5. Kemhan - TNI AD 3
EUR 74,318,743.28
Rp330.000.000.000,00

6. Kemhan - TNI AL 4
USsD 139,876,730.00
7. Kemhan - TNI AU 22 Rp1.291.213.884.294,00
8. Polud 3 Rp134.297.261.339,00
9. | Puspenerbad 24 Rp655.611.022.950,40
10. | Puspenerbal 5 Rp16.931.209.580,00
11. | Sekretariat Negara 9 Rp258.822.401.807,00
Jumlah 79 Rp3.052.205.394.745,40
USD 374,856,490.00
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Kontrak PT DI (Persero) dengan Customer/End User

No. Jumlah

Nama End User Nilai Kontrak
Kontrak

EUR74,318,743.28

- Bahwa dengan adanya kontrak pekerjaan dari pihak konsumen
pemberi kerja tersebut, PT DI sesuai dengan kesepakatan akan
memberikan fee/imbalan kepada pihak konsumen pemberi kerja
yang jumlah maksimalnya adalah single digit. Untuk dapat
mengeluarkan uang PT DI guna kepentingan alokasi dana
khusus yang diberikan kepada pihak konsumen pemberi kerja
(end user) PT DI, sekira tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat
PT DI, IRZAL RINALDI ZAILANI yang saat itu menjabat sebagai
Kepala Divisi Pemasaran, memerintahkan DEDI TURMONO
mencari perusahaan mitra penjualan untuk alat militer
dikarenakan PT DI akan melayani kebutuhan alat militer dari
konsumen pemberi kerja (end user). Atas perintah IRZAL
RINALDI ZAILANI tersebut, DEDI TURMONO melakukan
pertemuan dengan DICKY HANDOKO dan FERRY SANTOSO
SUBRATA. Dalam pertemuan itu, DICKY HANDOKO setuju untuk
menjadi mitra penjualan PT DI serta meminta FERRY SANTOSA
SUBRATA yang merupakan Direktur Utama PT SBU menjadi

mitra penjualan dari PT DI.

e Sekitar awal tahun 2013, Terdakwa bersama-sama dengan
DICKY HANDOKO bertempat di Kantor Pusat PT DI di Jalan
Pajajaran No. 154 Bandung melakukan pertemuan dengan
IRZAL RINALDI ZAILANI, ARIE WIBOWO, ADE YUYU
WAHYUNA, serta DINAH ADRIANI. Dalam pertemuan
tersebut Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT SBU
menyetujui untuk menjadi mitra penjualan PT DI dengan
nilai kontrak sebesar 6% (enam persen) sampai dengan 9%

(sembilan persen) dari nilai kontrak induk, dan Terdakwa
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menyepakati dari jumlah yang diterima tersebut 90%
(sembilan puluh persen) akan dikembalikan kepada PT DI,
sedangkan 10% (sepuluh persen) untuk PT SBU sebagai

keuntungan.

- Bahwa menindaklanjuti pertemuan dengan IRZAL RINALDI
ZAILANI, ARIE WIBOWO, ADE YUYU WAHYUNA, serta DINAH
ADRIANI kemudian Terdakwa mengirimkan surat permohonan
sebagai mitra penjualan yang ditujukan kepada Direktur Niaga
dan Restrukturisasi PT DI yaitu BUDIMAN SALEH. Atas
permohonan tersebut, selanjutnya IRZAL RINALDI ZAILANI
memerintahkan ADE YUYU WAHYUNA dan DINAH ANDRIANI
untuk mempersiapkan dokumen antara lain Surat Penunjukan,
Berita Acara Negosiasi serta Rancangan (draft) Perjanjian Mitra
Penjualan dan mengirimkannya kepada PT SBU yang ditunjuk
oleh PT DI sebagai mitra penjualan produk atau jasa PT DI
sesuai kontrak induk pengadaan antara PT DI dengan pihak
konsumen pemberi kerja (end user).

- Bahwa dalam rangka proses kerjasama dengan mitra penjualan
dengan PT DI, Terdakwa dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama PT SBU mulai
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menandatangani Berita
Acara Negosiasi dengan IRZAL RINALDI ZAILANI selaku Kepala
Divisi Pemasaran PT DI, sebagai Asisten Direktur Aircraft
Integration PT DI maupun sebagai Asisten Direktur Utama Bidang
Bisnis Pemerintah PT DI, Kepala Divisi Penjualan PT DI, ARIE
WIBOWO sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan pada
Direktorat Niaga dan Restrukturisasi PT DI, ADE YUYU
WAHYUNA sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan
Pemasaran PT DI, DEDY IRIANDY sebagai Kepala Divisi
Perbendaharaan, MUHAMMAD FIKRI sebagai Kepala Divisi
Perbendaharaan PT DI secara bertahap telah menandatangani
Berita Acara Negosiasi, antara lain:

1. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/005A/B1000/01/2013 tanggal 29

Januari 2013;

2. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/0OO6A/BI0000/01/2013 tanggal 29
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Januari 2013, kemudian dilakukan amandemen dengan Berita Acara
Negosiasi Nomor: BA/103/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

3. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/007A/B10000/01/2013 tanggal 29
Januari 2013;

4. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/476A/SL0000/08/2014 tanggal 25
Agustus 2014, kemudian dilakukan amandemen dengan Berita
Acara Negosiasi Nomor: BA/105/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli
2015;

5. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/001/SL0000/02/2014 tanggal 3
Februari 2014; kemudian dilakukan amandemen dengan Berita
Acara Negosiasi No. BA/104/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

6. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/366A/SL0000/07/2014 tanggal 2
Juli 2014;

7. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/407A/SL0000/07/2014 tanggal 21
Juli 2014, kemudian dilakukan amandemen dengan Berita Acara
Negosiasi Nomor: BA/102/SL0000/07/2015 tanggal 30 Juli 2015;

8. Berita Acara Negosiasi Nomor: BA/105/SL0000/07/2015 tanggal 30
Juli 2015.

Padahal sebenarnya, Terdakwa mengetahui tidak terdapat proses negosiasi

antara Terdakwa dengan IRZAL RINALDI ZAILANI, ARIE WIBOWO, ADE

YUYU WAHYUNA, DEDY IRIANDY, dan MUHAMMAD FIKRI. Walaupun

telah mengetahui bahwa Kerjasama Mitra Penjualan tersebut adalah fiktif,

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama PT

SBU tetap menandatangani Kontrak Mitra Penjualan dengan BUDIMAN

SALEH selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI yang mewakili PT DI

berdasarkan Surat Kuasa dari BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT DI,

yaitu sebagai berikut:

1) Surat Kuasa Nomor: SK/019A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)
dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan Motor
Rocket FFAR 2,75" MK-4, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice TA 2013
dengan area/wilayah Kementerian Pertahanan RI/Mabes TNI/Mabes TNI
AU;

2) Surat Kuasa Nomor: SK/019A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)

dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan Motor
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Rocket FFAR 2,75" MK-4, Head Smoke FZ-32 dan Inert Practice TA 2013
dengan area/wilayah Kementerian Pertahanan RI/Mabes TNI/Mabes TNI
AU;

3) Surat Kuasa Nomor: SK/020A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)
dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan SUT
Torpedo dan Komponen Pendukungnya TA 2013 dengan area/wilayah
Kementrian Pertahanan RI/Mabes TNI/Mabes TNI AL;

4) Surat Kuasa Nomor: SK/021A/UT0000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)
dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan Harkan
Sistem Senjata TA 2013 dengan area wilayah Puspenerbad;

5) Surat Kuasa Nomor: SK/020A/UT0000/02/2014 tanggal 4 Februari 2014
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)
dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan Motor
Rocket FFAR 2,75" MK-4/40, Motor Rocket MK-66, Head Smoke FZ-32
dan Inert Practice TA 2014 dengan area/wilayah Kementerian
Pertahanan RI/Mabes TNI/Mabes TNI AU;

6) Surat Kuasa Nomor: 077A/UT0000/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 untuk
menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero) dengan
PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pengadaan Produk Roket
RHAN 122B TA 2014;

7) Surat Kuasa Nomor: 082A/UT0000/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014
untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero)
dengan PT Selaras Bangun Usaha (PT SBU) untuk Pembuatan Alat
Kendali Tembak Helikopter MI-35P TA 2014;

e Setelah adanya surat kuasa Direktur Utama, BUDIMAN SALEH dengan
Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur
Utama PT SBU menandatangani Perjanjian Kemitraan, yaitu:

1. Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0061/A10000/01/2013 tanggal 31
Januari 2013 dengan Surat Penujukan Nomor:
SP/0012/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk
Pemasaran Produk PT DI (Persero) berupa Jasa Perbaikan Alat
Kendali Tembak/Rocket Launcher Helikopter BO-105 untuk
area/wilayah Puspenerbad TNI AD dan Surat Penunjukan Nomor:
SP/0013/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk
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Pemasaran Produk PT DI (Persero) berupa Jasa
Perbaikan/Pengadaan Avionik Helikopter BO-105 untuk area/wilayah
Puspenerbad TNI AD;

2. Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0062/A10000/01/2013 tanggal 31
Januari 2013 dengan Surat Penujukan Nomor;
SP/0011/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk
Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa SUT Torpedo dan
Komponen Pendukungnya untuk area/wilayah Kementerian
Pertahanan RI yang diamandemen pada tanggal 3 Agustus 2015
dengan Surat Penunjukan Nomor: SP/0005/DN0000/01/2014 tanggal
21 Januari 2014;

3. Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0063/A10000/01/2013 tanggal 31
Januari 2013 dengan Surat Penujukan Nomor:
SP/0001/DN0000/01/2013 tanggal 4 Januari 2013 untuk Pemasaran
Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Rocket FFAR 2.75” dan
Warhead Innert/Smoke untuk area/wilayah Disada TNI AU, Surat
Penujukan Nomor: SP/0002/DN0000/01/2013 tanggal 4 Januari
2013 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa
Rocket FFAR 2.75" untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI,
Surat Penujukan Nomor: SP/0009/DN0000/01/2013 tanggal 10
Januari 2013 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Motor Rocket FFAR 2.75” untuk area/wilayah Kementerian
Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor: SP/0010/DN0000/01/2013
tanggal 10 Januari 2013 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI
(Persero) berupa Warhead (Smoke) Rocket FFAR 2.75" untuk
area/wilayah Kementerian Pertahanan RI;

4. Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0068/DN0000/02/2014 tanggal 4
Februari 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:
SP/0001/DN0000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untuk
Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor Rocket
FFAR 2.75"/MK66 untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI,
Surat Penujukan Nomor: SP/0002/DN0000/01/2014 tanggal 21
Januari 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Rocket FFAR 2.75" dan MK66 serta Motor Rocket FFAR
2.75" untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI, Surat
Penujukan Nomor: SP/0003/DN0000/01/2014 tanggal 21 Januari

2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa
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Warhead Rocket/FZ-32 untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan
RI, Surat Penujukan Nomor: SP/0004/DN0000/01/2014 tanggal 21
Januari 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)
berupa Motor Rocket FFAR 2.75” dan Motor Rocket MK66 untuk
area/wilayah Disada TNI AU, yang diamandemen pada tanggal 3
Agustus 2015;

5. Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0382/DN0000/07/2014 tanggal 4
Juli 2014 tentang Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-
105;

6. Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD /0415/ DN0000/07/2014 tanggal
24 Juli 2014 dengan Surat Penujukan Nomor: SP/0016/DN0000/06/
2014 tanggal 27 Juni 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI
(Persero) berupa Jasa Penyempurnaan Desain Roket RHAN-122B
untuk area/wilayah Kemenhan/Ditjen Pothan, yang diamandemen
tanggal 3 Agustus 2015;

7. Perjanjian Kemitraan Nomor; PTD/0477/DN0000/08/2014 tanggal 29
Agustus 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:
SP/0018/DN0000/07/2014 tanggal 3 Juli 2014 untuk Pemasaran
Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Jasa Pembuatan Alat Kendali
Tembak Helikopter MI-35P untuk area/wilayah Puspenerbad, yang
diamandemen tanggal 3 Agustus 2015;

¢ Bahwa Perjanjian Kemitraan antara PT DI (Persero) dengan PT SBU
pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bernilai sebesar
Rp31.838.657.359,26 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh
delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh
sembilan rupiah dan dua puluh enam sen), dengan perincian

sebagai berikut:

Tahun 2013
No p Nor_ryordan 'I_'gl Lingkup Pekerjaan Nilai Kontrak Mitra
erjanjian Kemitraan
1. | PTD/0061/AI0000/01/2 | Perbaikan Alat | Rp118.860.000,00 PT
013 Kendali Tembak BO- SBU
Tgl. 31/01/2013 105 dan Perbaikan/
Pengadaan  Avionik
BO-105
2. | PTD/0062/AI0000/01/2 | UT Torpedo dan | Rp6.575.922.173,36 PT
013 Komponen SBU
Tgl. 31/01/2013 Pendukungnya
3. | PTD/0063/AI0000/01/2 | Pengadaan Motor | Rp12.266.092.768,72 | PT
013 Rocket MK4/40, SBU
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No p r_\lor'r?or dan 'I_'gl Lingkup Pekerjaan Nilai Kontrak Mitra
erjanjian Kemitraan
Tgl. 31/01/2013 Head Smoke FZ-32
dan Inert Practice
Tahun 2014
N I\_Iorr_l_or dgh Tgl ngl.(Up Nilai Kontrak Mitra
o | Perjanjian Kemitraan Pekerjaan
1. | PTD/0068/DN0000/02 | Pengadaan Roket | Rp10.042.517.037, PT
/2014 2,75" yang terdiri 50 SBU
Tgl. 04/02/2014 dari Motor Rocket
FFAR 2,75",
Motor Rocket MK-
66, Head Smoke
Fz-32 dan Inert
Practice
2. | PTD/0382/DN0000/07 | Pengadaan Rp265.949.349,80 PT
/2014 Produk Jasa SBU
Tgl. 04/07/2014 Perbaikan Rocket
Launcher
Helikopter BO-
105 Puspenerbad
3. | PTD/0415/DN/07/201 | Pengadaan Rp1.883.913.107,3 PT
4 Produk Roket 8 SBU
Tgl. 24/07/2014 RHAN 122B
4. | PTD/0477/DN0000/08 | Pengadaan Rp685.402.912,50 PT
/2014 Produk Jasa SBU
Tgl. 29/08/2014 Pembuatan Alat
Kendali Tembak
Helikopter MI-35P

e Bahwa dari perjanjian mitra penjualan dengan PT DI tersebut, walaupun PT
PT SBU tidak melakukan pekerjaan sebagai mitra penjualan (fiktif), Terdakwa
dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur Utama PT SBU
mengajukan permohonan pembayaran kepada PT DI dengan perincian
sebagai berikut:

- Faktur/Invoice Nomor: 034/SBU/FI/DI/V1/2014 tanggal - Juni 2014 sebesar
Rp2.149.280.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta dua
ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 035/SBU/FI/DI/VI/2014 tanggal - Juni 2014 sebesar
Rp118.860.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh

ribu rupiah);

Halaman 32 dari 116 halaman putusan No. 32/Pid. TPK /2021/PT. BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur/Invoice Nomor: 037/SBU/FI/DI/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014
sebesar Rpl1.084.920.636,00 (satu miliar delapan puluh empat juta
Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 038/FI/DI/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 sebesar
Rp337.435.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh
lima ribu lima ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 40/SBU/FI/DI/IX/2014 tanggal 1 Oktober 2014
sebesar Rp227.231.550,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga
puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 06R/SBU/FI/DI/1I/2015 tanggal 2 Februari 2015
sebesar Rp792.233.675,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus
tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 04/SBU/FI/DI/I1I/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebesar
Rp1.163.228.500,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus
dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 011/SBU/FI/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 sebesar
Rp908.926.200,00 (sembilan ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh
enam ribu dua ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 017/NF-SBU/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015
sebesar Rp173.652.875,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima
puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 019/NF-SBU/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015
sebesar Rp1.349.742.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan
juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 20/NF-SBU/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015
sebesar Rp744.455.700,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta empat
ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 030.003-15.47758351 tanggal 8 Oktober 2015
sebesar Rp291.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus
ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 030.003-15.47758352 tanggal 8 Oktober 2015
sebesar Rp2.766.979.400,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta
sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 030.003-15.47758353 tanggal 8 Oktober 2015
sebesar Rp333.967.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus

enam puluh tujuh ribu rupiah);
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- Faktur/Invoice Nomor: 034/NF-SBU/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015
sebesar Rp1.125.414.003,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta
empat ratus empat belas ribu tiga rupiah);

- Faktur/Invoice Faktur/Invoice Nomor: 035/NF-SBU/FI/DI/1/2016 tanggal 7
Januari 2016 sebesar Rp1.335.868.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh
lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 038/NF-SBU/I/2016 tanggal 26 Januari 2016
sebesar Rp143.013.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu
rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 038/NF-SBU/I/2016 tanggal 26 Januari 2016
sebesar Rp324.004.250,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ribu
dua ratus lima puluh rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 47/FI/SBU/DI/IV/2016 tanggal 22 April 2016 sebesar
Rp1.548.338.214,00 (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga
ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 48/FI/SBU/DI/IV/2016 tanggal 22 April 2016 sebesar
Rp265.949.350,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat
puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 49/FI/SBU/DI/IV/2016 tanggal 22 April 2016 sebesar
Rp1.682.519.800,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima
ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 015/FI/DI/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 sebesar
Rp368.708.436,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan
ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 016/FI/DI/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 sebesar
Rp866.629.500,00 (delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua
puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 011/FI/DI/II/2017 tanggal 21 Maret 2017 sebesar
Rp297.130.135,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta serratus tiga puluh
ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 019/FI/DI/V1/2017 tanggal 9 Juni 2017 sebesar
Rp318.542.621,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh
dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);

- Faktur/Invoice Nomor: 017/FI/DI/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 sebesar
Rp519.977.700,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh

puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
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- Faktur/Invoice Nomor: 001/FI/DI/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar
Rpl1.274.170.486,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus
tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

e Bahwa atas penagihan faktur/invoice yang diajukan kepada PT DI dengan
jumlah Rp25.289.357.931,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh
sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu
rupiah), PT SBU menerima pembayaran sebesar Rp20.056.482.692,00 (dua
puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam
ratus sembilan puluh dua rupiah).

e Bahwa atas penerimaan uang dari PT DI, dengan tujuan penyediaan dana
khusus untuk konsumen pemberi kerja (end user) PT DI, Terdakwa secara
bertahap atas permintaan DEDI TURMONO selaku Manajer Finance
Business Partner Non Produksi PT DI, pada tahun 2014 hingga tahun 2018
menyetujui untuk mengeluarkan uang yang telah diterima tersebut kepada PT
DI (sebagai cashback) seluruhnya berjumlah Rp18.183.372.700,00 (delapan
belas miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu
tujuh ratus rupiah) yang Terdakwa berikan kepada DEDI TURMONO selaku
Manajer Finance Business Partner Non Produksi PT DI, TOTO PRATONDO
selaku Manajer Sista PT DI, CHAIRUL ANWAR selaku Supervisor Sistem
Senjata Utama PT DI, dan ACHMAD SENJAYA selaku Staf Program Sista PT.
DI dengan perincian sebagai berikut:

1. DEDI TURMONO sebesar Rp12.793.321.700,00 (dua belas miliar
tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu
tujuh ratus rupiah);

2. TOTO PRATONDO sebesar Rp4.984.051.000,00 (empat miliar
sembilan ratus delapan puluh empat juta lima puluh satu ribu
rupiah);

3. CHAIRUL ANWAR sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua
puluh juta rupiah); dan

4. ACHMAD SENJAYA sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan
puluh enam juta rupiah).

e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BUDI SANTOSO,
IRZAL RINALDI ZAILANI, BUDIMAN SALEH, dan ARIE WIBOWO dalam
perjanjian mitra penjualan bagi PT DI secara fiktif tersebut telah memperkaya
diri Terdakwa yaitu sebesar Rp1.873.109.992,00 (satu miliar delapan ratus
tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua

rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu konsumen pemberi kerja (end
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user) PT. DI sebesar Rp18.183.372.700,00 (delapan belas miliar seratus
delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan negara sebesar
Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan
kerugian keuangan negara cq PT Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar
Rp20.056.482.692,00 (dua puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus
delapan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana
Laporan hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dalam
rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Penjualan
dan Pemasaran tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 pada PT Dirgantara
Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait lainnya Nomor 18/LHP/XX1/09/2020
tanggal 25 September 2020.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal
65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Surat Tuntutan Nomor: 54 /TUT.01.06/24/07/2021 pada
persidangan tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi“bersama-sama
melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara*“
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan

Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA berupa
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara
yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA tetap berada dalam

tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

B No. 1.d 102, 104 s.d 260, 267 s.d 274, 284 s.d 467, 475 s.d 476, yaitu:

1. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 02 tanggal 4 Januari 2010 dengan Notaris
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah CATHERIA SITUMORANG, SH.

2. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan Keputusan
Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 023 tanggal 23 September 2011 dengan
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ELLY RUSTAM, SH.

3. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor 02-7.521.RT.01.01 TH 98 tanggal 25 Juni 1998
tentang keputusan penetapan Akta Pendirian PT. Angkasa Mitra Karya .

4. 1 (satu) lembar print out dilegalisir dokumen susunan pengurus PT. Angkasa
Mitra Karya.

5. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. ANGKASA MITRA
KARYA Nomor : 1020004092562 pada Bank Mandiri periode 2011.

6. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening PT. ANGKASA MITRA
KARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI periode 2011.

7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-42356.AH.01.02.tahun
2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 17
Juli 2008.

8. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-42017.AH.01.02.tahun
2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 19
Agustus 2011.

9. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:C2-7931HT.01.01.Thn.93 tanggal
28 Agustus 1993.

10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Indonesia keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. C-26620 HT. 01.04.TH.2003 tentang persetujuan Akta
perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas tertanggal 06 Nopember 2003.
11. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No. 3.-tanggal 2 Oktober 2000 dengan Notaris Abdullah
Ashal, SH.

12. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
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Loka Tegar Perkasa No : 07.- tanggal 8 Nopember 2018 dengan Notaris
Catherina Situmorang, S.H.

13. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No : 02.- tanggal 4 Desember 2017 dengan Notaris
Catherina Situmorang, S.H.

14. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No : 01.- tanggal 3 Maret 2017 dengan Notaris Catherina
Situmorang, S.H.

15. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No : 05.- tanggal 9 Maret 2011 dengan Notaris Catherina
Situmorang, S.H.

16. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No : 14.- tanggal 19Juni 2009 dengan Notaris Catherina
Situmorang, S.H. -

17. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No : 27.- tanggal 25 Juni 2008 dengan Notaris Catherina
Situmorang, S.H

18. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi
Loka Tegar Perkasa No : 9.- tanggal 29 Juni 2005 turunan dengan Notaris NY.
Hanny Sudarmadi. S.H.

19. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Salinan Akta pendirian Perseroan
Terbatas PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 29.- tanggal 18 -06- 1993 dengan
Notaris Frans Elsius Muliawan S.H.

20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Negosiasi Nomor
BA/238/B10000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Negosiasi
penunjukkan PT. AMK sebagai mitra penjualan PT DI dalam penjualan 1 unit
pesawat CN235 MPA PDN TA. 2012-2014.

21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor BA/0013/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20 Desember 2017. -
22, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

Nomor BA/0014/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.

23. 1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk Melina yang berisikan 1
bundel print out dokumen PT. Angkasa Mitra Karya dengan No.
01/AMK/1/2010 tanggal 06 Januari 2010 perihal permohonan menjadi mitra
penjualan yang ditujukan kepada Direktur Aircraft Integration PT. Dirgantara
Indonesia (persero).

24, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan PT. AMK
Nomor 36/A10000/B1/04/2010 tanggal 09 April 2010 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter
Bell 412 EP untuk TNI AD.

25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
43/A10000/B1/06/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Super Puma
Bell NAS-332 C1 Tactical Transport (NSP-20) untuk TNI AU.

26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
02/A10000/BI/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 3 unit Helikopter
Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AU.

27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Nomor BA/0012/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20 Desember 2017.
28. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor

03/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 4 unit Helikopter
Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD.
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29. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
04/A10000/BI/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 2 unit Helikopter
Super Puma NAS-332 untuk TNIT AU.

30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
05/A10000/BI/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP
untuk Kementerian Pertahanan/TNI AD.

31. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
08/A10000/B1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012  tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat
terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan RI.

32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
07/A10000/B1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012  tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat
terbang NC212-200 MPA untuk TNI AU.

33. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
10/A10000/B1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012  tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 16 unit Heli Serbu
beserta persenjataan amunisi untuk TNI AD dalam hal ini Helikopter Bell
412EP yang didanai melalui kredit ekspor TA. 2012 s.d 2014.

34, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0461/DN0000/07/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK .

35. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
013/AS0000/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan jasa overhaul 4 unit engine
garret pesawat terbang casa 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat
(Puspenerbad).

36. 1 (satu) buah bantex berwarna hitam berisi diantaranya :

a. 1 (satu) lembar print out Permohonan PT. Angkasa Mitra Karya Menjadi
Mitra penjualan beserta lampirannya tertanggal 29 Februari 2012.

b. 1 (satu) lembar print out Business Plan Program Pengadaan Heli Serbu
beserta Persenjataan dan Munisi PT. Angkasa Mitra Karya.

c. 1 (satu) lembar print out Rencana Kegiatan Pemasaran & Penjualan PT.
Dirgantara Indonesia dengan PT. Angkasa Mitra Karya periode : Februari s/d
maret 2012.

d. 1 (satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Abadi Sentosa Perkasa
dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 003/k-ASP/X1/2013 untuk Imbalan
mitra penjualan atas kontrak 1 (satu) Unit Helikopter Bell-412 EP senilai RP.
5.772.760.784,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus
enampuluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

e. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy faktur penagihan PT. Abadi Sentosa
Perkasa kepada PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 003/K-AsP/X1/2013
senilai 5.772.760.784,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus tujuh puluh dua juta tujuh
ratus enampuluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

f. 1 (Satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Abadi Sentosa Perkasa
dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 004/k-ASP/X1/2013 untuk mitra
penjualan pemeliharaan/pengadaan SUCAD 3 (tiga) Unit Helikopter Super
Puma NAS 332 L1 VVIP Kementrian Sektretariat Negara Republik Indonesia
sesuai perjanjian kemitraan No.001/AS0000/12/2012 tertanggal 28 desember
2012.

g. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy invoice PT. Abadi Sentosa Perkasa dengan
no. 004/K-ASP/X1/2013 untuk imbalan Mitra penjualan pemeliharaan/
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pengadaan SUCAD 3 (tiga) Unit Helikopter Super Puma NAS 332 L1 VVIP
Kementrian Sektretariat Negara Republik Indonesia senilai Rp. 1.269.950.000
(satu milyar dua ratus enampuluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah).

h. 1 (Satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Angkasa Mitra Karya dari
PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 014/k-AMK/XI1/2013 untuk mitra
penjualan 16 (enam belas) unit Heli serbu beserta persenjataan dan Munisi
TNI AD sesuai perjanjian kemitraan No.10/A10000/B1/02/2012 tertanggal 29
Februari 2012senilasi USD. 877.963.76 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
sembilan ratus enam puluh tiga koma tujuh enam US Dollar).

i. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy invoice PT. Angkasa Mitra Karya dari PT.
Dirgantara Indonesia untuk imbalan mitra penjualan 16 (enam belas) unit Heli
serbu beserta persenjataan dan Munisi TNI AD sesuai perjanjian kemitraan
No.10/AI0000/B1/02/2012 senilai USD. 877.963.76 (Delapan ratus tujuh
puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma tujuh enam US Dollar).

37. | 1 (satu) bundel perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (persero)
dengan PT. Angkasa Mitra Karya No. 36/A1/0000/B/04/2010 tanggal 9 April
2010.

38. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dokumen surat penunjukkan No.

SP/001/A10000/B1/02/2010 tanggal 11 Februari 2010.

39. |1 (satu) lembar dokumen surat asli PT. Angkasa Mitra Karya No.
069/AMK/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Laporan Status Program
Kemitraan.

40. |3 (tiga) dokumen risalah rapat PT. Angkasa Mitra Karya-PT. Dirgantara
Indonesia (persero) tanggal 29 Januari 2010 acara Evaluasi Permohonan PT.
Angkasa Mitra Karya.

41. | 2 (dua) lembar dokumen Business Plan proyek pengadaan 1 (satu) Unit
Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD melalui Dipa TA 2010.

42. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen Neraca per 31 Desember 2008
dan perhitungan Laba (rugi) tahun 2008 PT. Angkasa Mitra Karya.

43. |2 (dua) lembar dokumen Business plan proyek pengadaan 1 (satu) Unit
Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD melalui Dana Hibah DIP APBD
Pemprov Kaltim TA 2009/2010 tanggal 21 Januari 2010.

44, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir surat penunjukkan  No.
0321/A10000/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

45. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kemitraan antara PT. DI dengan PT.
Angkasa Mitra Karya tahun 2007 s.d.2016.

46. 1 (satu) bundel fotocopy surat penunjukkan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
kepada PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2010 s.d. 2015.

47. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara negoisasi antara PT. Dirgantara Indonesia
dengan PT. Angkasa Mitra Karya Tahun 2010 s.d. 2015.

48. |2 (dua) lembar fotocopy dokumen dilegalisir berita acara penyelesaian
pekerjaan No.: BA/0017/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 22 Desember 2017

49. |1 (satu) bundel dokumen dilegalisir perjanjian kemitraan No.

035/AI10000/B1/02/2010 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa tertanggal 16 Februari 2010.

50. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir AMANDEMEN 1 terhadap perjanjian
kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Bumiloka
Tegar Perkasa No: 35/A10000/B1/02/2010 tertanggal 7 Februari 2013.

51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen dilegalisir Laporan Mitra Penjualan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa periode Maret 2010 sampai dengan September 2012.
52. | 3 (Tiga) lembar print out dokumen Program Pemasaran DIV.Hankam TA
-2010 tanggal 9 Maret 2010.-

53. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari PT. Bumiloka Tegar Perkasa
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kepada direktur teknologi dan pemngembangan PT dirgantara Indonesia
(persero) No. 150/BTP/I11/2010 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran.

54. | 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir surat dari PT. Bumiloka Tegar Perkasa
kepada Kadiv Pemasaran dan penjualan Direktorat Aircraft Integration PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) No. 387/BTP/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.
55. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen perjanjian kemitraan antara PT.
Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa No.
11/A10000/B1/06/2008 tanggal 12 Juni 2008.

56. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen fax No. 025/B14000/1/2010
kepada direktur utama PT. Bumiloka Tegar Perkasa U.p bpk Didi laksamana/
Bpk Cahyo Mulyono.

57. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir buku harian kas dan bank PT. Angkasa Mitra
Karya tanggal 11 November 2014.

58. 1 (satu) bundel print out dilegalisir dokumen faktur pajak PT. Angkas Mitra
Karya periode 2015 s.d 2018.

59. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Kwitansi PT. Angkasa Mitra Karya, tahun
2013.

60. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Kwitansi PT. Angkasa Mitra Karya, tahun
2012.

61. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (IDR) PT. Angkasa Mitra
Karya Nomor : 00000261-01-000402-30-3 pada Bank BRI periode 2010 —
2018.

62. | 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (IDR) PT. Angkasa Mitra
Karya Nomor : 102-00-0409256-2 pada Bank Mandiri periode 2010 — 2018.
63. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (USD) PT. Angkasa Mitra
Karya Nomor : 026102000106301 pada Bank BRI periode 2013- 2018.

64. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Angkasa Mitra Karya
Nomor : 00000261-01-000470-30-6 pada Bank BRI periode 2011- 2013.

65. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Kuitansi Bumiloka tegar perkasa 2012-
2014.

66. 1 (satu) buah Odner berwarna putih corak warna berisikan 1 (satu) bundel
Kwitans PT. Bumiloka Tegar Perkasa tahun 2010s.d. 2011.

67. 2 (dua) lembar print out dokumen DAFTAR PROJECT GROUP BUMILOKA
yang terdapat tulisan tangan diantaranya 1) AC Viking = 16.651.

68. 1 (Satu) bundel print out dokumen Perincian Pengeluaran PT. Bumiloka Tegar
Perkasa -Project DI-Bell 412 TNI AD dengan no. Proyek 16.515.
69. |2 (dua) lembar kertas yang terdiri dari 1 (satu) lembar tulisan tangan

Outstanding PT. DI —-BTP (Bo 105) pertanggal 16/04.2010 dan (1) satu lembar
kertas print out List Tagihan PT. DI Project Bo-105 yang terdapat tulisan
tangan 1. USD. 653.28.

70. 1 (satu) lembar surat dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) kepada Bpk. Didi
Laksamana direktur PT. Bumiloka Tegar Perkasa No.
589/120/B14000/12/2009 perihal biaya rapat negosiasi interdep tanggal 8
Desember 2009 beserta lampiran.

71. | 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar
Perkasa Nomor : 465-900-890-9 pada Bank UOB periode 2014 — 2018..

72. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
Perkasa Nomor : 6790308881 pada Bank BCA periode 2010 — 2018.

73. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
Perkasa Nomor : 0093726942 pada Bank BNI periode 01-31 Mei 2010.

74. | 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
Perkasa Nomor : 7245149996 pada Bank BNI periode 2015 — 2018.

75. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar
Perkasa Nomor : 7245149985 pada Bank BNI periode 2016 — 2018.
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76.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
2321860098 pada Bank Ekonomi periode 2010— 2011.

77.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
932003841075 pada Bank Ekonomi periode 2012— 2014.

78.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
1000757442 pada Bank Bukopin periode 2013— 2018.

79.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
1000758449 pada Bank Bukopin periode 2013— 2016.

80.

1 (satu) lembar

Perkasa Nomor :

Februari 2015.

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026101001221302 pada Bank Bukopin periode 01 - 28

81.

1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Pro Rekayasa
Nomor : 00000329-01-002833-30-4 pada Bank BRI periode 2011.

82.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar
026102000027507 pada Bank BRI periode 2013-2018.

83.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar
026102000093304 pada Bank BRI periode 2014-2018.

84.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026101500243152 pada Bank BRI periode 2010-2017.

85.

1 (satu) fotocopy dilegalisir bundel Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar

Perkasa Nomor :

1290000007894 pada Bank Mandiri periode 2016-2017.

86.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
1020002086558 pada Bank Mandiri periode 2010-2014.

87.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar
1020005432650 pada Bank Mandiri periode 2014-2018.

88.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar
1020006624347 pada Bank Mandiri periode 2015-2018.

89.

1 (satu) lembar

Perkasa Nomor :

2015.

fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar
1020006589557 pada Bank Mandiri periode September

90.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar
1290010821987 pada Bank Mandiri periode 2016-2018.

91.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar
1020004578180 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.

92.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka Tegar
1020004917610 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.

93.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
1020004293806 pada Bank Mandiri periode 2010-2018.

94.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar
026102000093304 pada Bank BRI periode 2013.

95.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026101000468309 pada Bank BRI periode 2010-2018.

96.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026118000005302 pada Bank BRI periode 2012-2018.

97.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026101500242156 pada Bank BRI periode 2010-2018.

98.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026101000394306 pada Bank BRI periode 2010-2018.

99.

1 (satu) bundel
Perkasa Nomor :

fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka Tegar
026102500006158 pada Bank BRI periode 2010-2013.

100.

1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka Tegar

Perkasa Nomor :

026102000043309 pada Bank BRI periode 2010-2018.

101.

1 (satu) lembar fotocopy rekening

Bank Bukopin dengan no. Rek

1000758449 atas nama Bumiloka Tegar Perkasa periode Jan s/d 31 Des 2012.
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102. | 1 (Satu) bundel print out dokumen Inter Office Memo tertanggal 9 desember
2010 yang ditujukan kepada Pak Didi Laksamana cc Pak Hamzah/Pak J.
Himawan/Pak Nanang HB yang terdapat tulisan tangan Pinjaman untuk
Irjamal/BPK Rp. 300.000.000,00.

104. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ¢’Bell-412
EP Pemprov Kaltim — Project 16.575 — Closing --

105. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ’Bell-412
Hibah Pemda Kaltim (TA 2012) — Project 16XXX.

106. | 2 (Dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ‘’Bell-412
Hibah Pemda Kaltim (TA 2012) — Project 16XXX.

107. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ¢’Bell-412
EP TNI AL APBN-P TA 2011 — 16560 (Kekurangan — Subsidi Bell AD).

108. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ’Bell-412
EP TNI AL APBN-P TA 2011 — 16560 (Kekurangan — Subsidi Bell AD) —
realisasi.

109. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ¢’Bell-412
EP TNI AD APBN-P TA 2011-P

110. | 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ‘’Bell-412
EP TNI AL APBN-P TA 2011 — 16560 (Subsidi Bell AD — Program 16.515) —
Closing.

111. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ’CN235-220
Patmar TNI AL KE TA 2009 .

112. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek ‘’NAS-332
Super Puma — Bangtekindhan 2011 (RPM TA 2011) — Project 16XXX

113. | 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir dokumen yang bertuliskan NAS-332
SuperPuma-Bangtekindhan 2011 (RPM TA 2011) — Project 16 XXX.

114. | 2 (dua) lembar fotocop dilegalisir dokumen yang bertuliskan CN235-220
Patmar TNI AL KE TA 2009-Project 16512.

115. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen yang bertuliskan CN235-220
Patmar TNI AL KE TA 2009 — Project 16512 (final) dengan contract value
79.998.275,00.

116. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek “NC 212 —
Bangtekindhan 2012 (RPM TA 2012) — Project 16XXX dengan contract value
52614467000,00.

117. | 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek “°NC 212 —
Bangtekindhan 2012 (RPM TA 2012) — Project 16XXX dengan contract value
N-103.

118. | 2 (dua) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Bell 412 EP Heli Angkut TNI
AD KE TA 2009 —Project 16.515-Closing dengan nilai kontrak USD
64.980.000,00.

119. |1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk melina yang berisikan 1
bundel print out dokumen yang berisi dari Nota Pinjaman atas nama Irzal
Rinaldi Zaelani dengan Rekening Bank Artha Graha a.n. R. Graciana
Soeriadanoeningrat No. Rek. 0363204899.

120. | 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 1 yang
berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa. -

121. | 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 2 yang
berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa..

122. | 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti Pengeluaran 3 yang
berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa.

123. | 1 (satu) ordner berwarna Biru Tua bertuliskan Bukti Pengeluaran 4 yang
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berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa.

124. | 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 5 yang berisikan
dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka
Tegar Perkasa.

125. | 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 9 yang berisikan
dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka
Tegar Perkasa.

126. | 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 6 ASP yang
berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa.

127. | 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 7 ASP yang
berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa.

128. | 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 8 ASP yang
berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa Perkasa.

129. | 1 (satu) map plastik Business File berwarna kuning berisikan dokumen asli
Penghubung 2015 dan Penghubung 2014.

130. | 3 (tiga) lembar dokumen print out warna Perincian Pengeluaran - Project PT.
DI, Periode : 01-Jan-12 s/d 31-Des-2015, PROJECT 16591.

131. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan
Sdr. BUDI SANTOSO di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007 s/d
2017.

132. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan
Sdr. IRZAL RINALDI di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2002 s/d
2017.

133. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan
Sdr. BUDIMAN SALEH di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007
s/d 2017.

134. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Pengangkatan
Sdr. ARIE WIBOWO di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2004 s/d
2014.

135. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Akta Anggaran Dasar PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) dan perubahannya dari tahun 1976 s/d 2019.
136. | 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tahun 2008 s/d 2018.

137. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan Direktur
Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (Persero) nomor
SKEP/027/A1/0000/02/2008 tanggal 26 Februari 2008.

138. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Permohonan Pengesahan dan
Penerbitan nomor 02/PP/CMC-DN/05/2006 tanggal 10-Mei-06.

139. | 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Kebijakan Perusahaan nomor 00-
PTD-28A tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pemasaran dan Penjualan.

140. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem
Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.

141. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan Perihal
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

142. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem
Anministrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni 2007.
143. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan RJPP 2018-2022.

144. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
20109.

145. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
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Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2018.

146. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2017.

147. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2016.

148. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2015.

149. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2014.

150. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2013.

151. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru dan orange bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
RKAP 2012.

152. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2011.

153. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) RKAP
2010.

154. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu bertuliskan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2008 dan 2009
Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 01 Juli 2011.

155. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu bertuliskan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2010 Perusahaan PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 20 Desember 2011.

156. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu bertuliskan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengetahuan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
tanggal 20 Januari 2012.

157. | 1 (satu) bundel dokumen asli Risalah Rapat Direksi PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tahun 2006 s/d 2010.

158. |1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
013/AS0000/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk Pengadaan Jasa Overhaul 4 unit Engine
Garret pesawat terbang CASA 212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan
Darat (Puspenerbad).

159. |1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
02/A10000/BI/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 3 unit Helikopter
Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL.

160. | 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
03/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 4 unit Helikopter
Serbu Bell-412EP untuk TNI AD.

161. |1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
04/A10000/BI/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 2 unit Helikopter
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Super Puma NAS-332 untuk TNT AU.

162. |1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
05/A10000/BI1/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP
untuk Kementerian Pertahanan/TNI AD.

163. |1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
07/A10000/B1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012  tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat
terbang NC212-200 MPA untuk TNI AU.

164. |1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
08/A10000/B1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012  tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit pesawat
terbang CN235 MPA untuk Kementerian Pertahanan RI.

165. | 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
10/A10000/B1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012  tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 16 unit Heli Serbu
untuk TNI AD.-

166. |1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0892/DN0000/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 17 unit Weather
Radar untuk TNI AD.

167. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen 1 tanggal 27 Oktober 2010 terhadap
Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Angkasa Mitra Karya Nomor 36/A10000/B1/04/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
168. | 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
43/A10000/B1/06/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit Helikopter Super Puma
Bell NAS-332 C1 Tactical Transport (NSP-20) untuk TNI AU.

169. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
008/AS0000/06/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan Jasa Inspeksi Besar PI 1800
pesawat terbang CASA 212-200 Norek A-9031 untuk Pusat Penerbangan
Angkatan Darat (Puspenerbad).

170. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
009/AS0000/06/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk jasa pekerjaan Harla IVA Helikopter BO-
105/NV-414 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

171. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
09/A10000/B102/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT AMK untuk 2 (dua) unit pesawat terbang CN-235-
220 Patmar untuk TNI Angkatan Laut.

172. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/0537/DN0000/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk 12 unit Heli Serang untuk
TNI AD.

173. | 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir perjanjian kemitraan No.
002/AS0000/01/2015 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Abadi Sentosa Perkasa tertanggal 14 Januari 2015.

174. | 1 (satu) bundel dokumen asli perjanjian kemitraan No. 007/AS0000/02/2013
antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa
tertanggal 18 Desember 2013.

175. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen I terhadap Perjanjian Kemitraan
antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa
Nomor PTD/01/60/A10000/03/2013 tanggal 01 Juli 2013.
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176. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/1303/DN0000/11/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa
Pemeliharaan Super Puma NAS-332 untuk Kementerian Sekretariat Negara
RI.

177. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/093/AS0000/11/2016 tanggal 07 November 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa
Pemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP
untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.

178. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Refurbishment
Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP untuk Kementerian Sekretariat
Negara RI.

179. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/021/AS0000/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Reassembly dan
Repainting Helikopter Super Puma AS-332 untuk Kementerian Sekretariat
Negara RI.

180. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/085/AS0000/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa
Pemeliharaan dan Pelatihan Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP untuk
Kementerian Sekretariat Negara RI.

181. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/085/AS0000/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma NAS-332 L1 VVIP untuk
Kementerian Sekretariat Negara RI.

182. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
001/AS0000/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan
serta Pengadaan Suku Cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332
L1 untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.

183. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
006/AS0000/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan
serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Helikopter NBO-105 No. Reg.
HR-1522 untuk Badan SAR Nasional.

184. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
015/AS0000/1X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Pemasangan 1 (satu) unit Door Gun Post pada Helikopter NBO-105 untuk
Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

185. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
003/AS0000/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa
Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 (satu) unit Engine Garet Pesawat
CASA-212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).

186. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
006/AS0000/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan
serta Pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit Helikopter Super Puma NAS-332
untuk Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI.
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187. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
004/AS0000/04/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan
serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Helikopter NBO-105 No. Reg. P-
1111 untuk Polisi Udara (Polud).

188. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
008/AS0000/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan
serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Pesawat CAS-212-200 FDR No.
Reg. PK-TLG untuk Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).

189. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
010/AS0000/05/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan
serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit Pesawat CAS-212-200 FDR No.
Reg. PK-TLG untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).

190. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/0493/DN0000/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa
Rebuild dan Inspeksi Besar Helikopter Bell 412 untuk TNI AD/ Puspenerbad.
191. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0098/DN0000/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk Komponen
Helikopter Bell 412 untuk TNI AD / Puspenerbad.

192. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen ke-1 terhadap Perjanjian Kemitraan
antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa
Nomor 34/A10000/B1/02/2010 tanggal 05 Februari 2010.

193. | 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen perjanjian kemitraan antara PT.
Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa No.
11/A10000/B1/06/2008 tanggal 12 Juni 2008.

194. |1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir perjanjian kemitraan No.
035/AI10000/B1/02/2010 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa tertanggal 16 Februari 2010.

195. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor
163.1/DU-LG/LB/11/2007 antara PT. DI dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa
dalam bidang penyediaan material Helikopter NBO-105 CBS (N-122).

196. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen-2 terhadap Perjanjian Kerjasama
Nomor 163.1/DU-LG/LB/11/2007 antara PT. DI dengan PT. Bumiloka Tegar
Perkasa dalam bidang penyediaan material Helikopter NBO-105 CBS (N-
122).

197. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
005/AS0000/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa Pengadaan dan
Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran Engine (Firex) untuk Pusat
Penerbangan AD/ Puspenerbad.

198. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
007/AS0000/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa Pekerjaan Harla IVA
Pesawat Udara CASA NC-212/U-610 untuk Pusat Penerbangan AL/
Puspenerbal.

199. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
011/AS0000/08/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa Overhaul 2 unit
MGB Helikopter BO-105 untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad.

200. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
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006/AS0000/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa Pengadaan dan
Pemasangan Kelengkapan Free Fall (Haho dan Halo) untuk Pusat
Penerbangan AD/ Puspenerbad.

201. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/0507/DN0000/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk 7 (tujuh) unit
Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by) PT. DI untuk TNI AD/
Puspenerbad.

202. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0035/DN0000/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Perbaikan dan
Pengadaan komponen pesawat terbang Casa 212-200 serta perbaikan transmisi
Helikopter BO-105 untuk TNI AD/ Puspenerbad.

203. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/0554/DN0000/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa Inspeksi
Besar P! 1800 Pesawat Terbang Casa 212-200 untuk TNI AD/ Puspenerbad.
204. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/0581/DN0000/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa Pekerjaan
Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212 untuk TNI AL/ Puspenerbal.

205. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan = Nomor
PTD/038/AS0000/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa Pekerjaan Harla IVA
Pesawat Udara Helikopter Bolko NBO-105 untuk TNI AL/ Puspenerbal.

206. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0061/A10000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk Perbaikan
Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan /Pengadaan Avionik BO-105
untuk Pusat Penerbangan TNI AD.

207. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian Kemitraan
antara PT DI dengan PT Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0062/A10000/01/2013 tanggal 03 Agustus 2013.

208. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/063/A10000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk Motor
Rocket MK4/40, Handsmoke FZ-32 dan Inert Practice untuk Kementerian
Pertahanan RI/Mabes TNI/TNI AU.

209. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0068/DN0000/02/2014 tanggal 03 Agustus 2015.

210. |1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0382/DN0000/07/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk Jasa
Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-105 untuk Puspenerbad.

211. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0415/DN0000/07/2014 tanggal 03 Agustus 2015.

212. | 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian Kemitraan
antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0477/DN0000/08/2014 tanggal 03 Agustus 2015.

213. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Angkasa Mitra Karya tahun 2011
S/D 2014 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
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Internal Posting Document Doc number 7303730.

214. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Angkasa Mitra Karya tahun 2015
S/D 2018 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7300920.

215. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Abadi Sentosa Perkasa tahun 2013
S/D 2014 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7304196.

216. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Abadi Sentosa Perkasa tahun 2015
S/D 2017 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7303554.

217. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bumiloka Tegar Perkasa yang di
dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal Posting
Document Doc number 7300811.

218. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Niaga Putra Bangsa yang di
dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal Posting
Document Doc number 7304868.

219. |1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Penta Mitra Abadi yang di
dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal Posting
Document Doc number 7303553.

220. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Selaras Bangun Usaha tahun 2016
S/D 2018 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7300559.

221. | 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Selaras Bangun Usaha tahun 2014
S/D 2015 yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7304811.

222. | 1 (satu) bundel print out Data Transaksi PTDI dengan Mitra Periode 2010 s.d
2018.

223. | 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak bertuliskan Company Profile
PT. Selaras Bangun Usaha.

224. | 1 (satu) bundel dokumen asli Surat dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
Nomor : PTD/079/SL3000/11/2015 tanggal 18 November 2015 perihal
Duplikasi Surat Penagihan kepada Direktur PT. Selaras Bangun Usaha.

225. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat dari PT. Selaras Bangun Usaha
kepada Direktur PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2015 s/d 2018.

226. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Penunjukan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) kepada PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2014.-

227. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Perjanjian Kemitraan antara PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2013
s/d 2014.

228. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Amandemen Ke-1 terhadap
Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Selaras Bangun Usaha tahun 2013 s/d 2014.

229. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Berita Acara Negoisasi antara PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2015.
230. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Laporan Keuangan dan Laporan
Auditor Independen per 31 Desember 2017 serta untuk tahun yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 PT. Selaras Bangun Usaha.

231. | 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Rekening Koran Bank BRI
dengan nomor rekening 033701000471305 atas nama Selaras Bangun Usaha.
232. |1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran dengan nomor rekening
0187746578 atas nama Selaras Bangun Usaha.

233. | 1 (satu) bundel tindisan slip bukti transfer dari PT. Selaras Bangun Usaha ke
PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

234. | 1 (satu) buku kwitansi merek “Sinar Dunia” yang pada halaman pertama telah
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diisi dengan No. 19/03/2013, telah terima dari Bapak Didi Laksamana uang
sejumlah #Dua ratus sepuluh juta rupiah#. -

235. | 1 (satu) buku kwitansi merek “Sinar Dunia” yang pada bonggol hal pertama
tertulis No. FST.05.02.18.200.

236. | 1 (satu) bundle berisi 10 (sepuluh halaman tulisan tangan catatan keuangan
dalam bentuk table yang pada halaman pertama ada tulisan Tanggal
28/12/2011; AMT 150.000.000; TRANSAKSI 0132 ( ); KODE 183.PD; THN
2011.

237. | 2 (dua) lembar Print-Out nota pinjaman Irzal Rinaldi Zailani Rekening Bank
Artha Graha a.n. R. Graciana Soeriadananoeningrat No. rek. 036 320 4899.
238. | 1 (satu) bundle dokumen berisi 17 (tujuh belas) lembar Print-Out NOTA
PINJAMAN yang pada hal pertama bernomor: 01 /19/03/2013. -

239. 1 (satu) lembar nota Print-Out pelunasan nomor: 01 /17 /12 /2014.

240. | 1 (satu) lembar Foto copy tulisan tangan pada kertas Memo berkop PT.
BUMLOKA TEGAR PERKASA.

241. | 1 (satu) lembar Print-Out table Biaya Kebutuhan Biaya Komitmen Kontrak
penjualan Direktorat Al tahun 2011 dan 2012.

242. | 1 (satu) bundle dokumen berisi 3 (tiga) lembar Print-Out table yang pada baris
pertama berisi keterangan No.-Function-Name-Rounded (Rp) dan baris kedua
berisi keterangan KEMENTRIAN — SEKRETARIAT. ----

243. | 1 (satu) bundle dokumen berisi 13 (tiga belas) lembar Print-Out yang halaman
pertama berisi keterangan contract value rate USD.

244. | 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI
nomor Rekening 0261 — 01 — 042828-50-7.

245. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2012 sampai dengan
31/12/2012.

246. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2013 sampai dengan
31/12/2013.

247. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2014 sampai dengan
31/12/2014.

248. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2015 sampai dengan
31/12/2015.

249. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2016 sampai dengan
31/12/2016.

250. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2017 sampai dengan
31/12/2017.

251. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 02331495176 atas
nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2018 sampai dengan
31/12/2018.

252. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2010 sampai dengan
31/12/2010.

253. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2011 sampai dengan
31/12/2011.

254. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2012 sampai dengan
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31/12/2012.

255. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2013 sampai dengan
31/12/2013.

256. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2014 sampai dengan
31/12/2014.

257. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2015 sampai dengan
31/12/2015.

258. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2016 sampai dengan
31/12/2016.

259. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2017 sampai dengan
31/12/2017.

260. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor: 00501051233505
atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode 1/1/2018 sampai dengan
31/12/2018.

267. | 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ANGKASA MITRA KARYA Perincian
Pengeluaran — Project PT. DI.

268. | 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ABADI SENTOSA PERKASA
Perincian Pengeluaran — Project PT. DI

269. | 1 (satu) bundel print out dokumen PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA
Perincian Pengeluaran — Project PT. DI.

270. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI
Norek.026101000403309 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA periode
tahun 2010 s.d 2018.

271. |1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI
Norek.026101000469305 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA periode
tahun 2010 s.d 2018.

272. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Mandiri Norek.102-
00-0209700-1 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA periode tahun 2010 s.d
2014.

273. | 1 (satu) bundel Dokumen Daftar PPN Yg Dibayarkan Kepada Rekanan PT
Angkasa Mitra Karya dan Daftar PPN Yg Dibayarkan Kepada Rekanan PT
Bumiloka Tegar Perkasa.

274. | 1 (satu) bendel map plastik berwarna biru berisikan rekap penerimaan
sejumlah uang dari Sdr. DIDI Laksamana dan Sdr. Abdul Faizal dari tahun
2015 s.d. 2017 dan mutasi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (Persero)
dari tahun 2014 s.d. 2018 atas nama Heri M Taufik H dengan nomor rekening
501050556502.-

284. | 1 (satu) lembar Tindasan Bukti transfer dari PT. Selaras Bangun Usaha kepada
DEDI TURMONO uang sejumlah Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta
Rupiah) dari Rekening PT Selaran Bangun Usaha ke rekening DEDI
TURMONO pada Bank Mandiri Cab. Pajajaran no, rek. 132.000.463.8632,
tertanggal 22/01/2018;-

285. | 1 (satu) lembar Copy warna Bukti Setor tunai uang sejumlah Rp. 3.000.000,-
(Tiga juta Rupiah) yang dilakukan oleh FERRY SANTOSA ke rekening BNI
no rek 327277337 milik TOTO PRATONDO tertanggal 19/10/2017;-

286. | 1 (satu) bundel Faktur Pajak PT. Selaras Bangun Usaha NPWP: 21 078 314 8
428 000;

287. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer Note
Nomor / Number : KU0000-TR-0904-00017 beserta 1 (satu) lembar asli
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dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT Dirgantara Indonesia
Nomor Rekening 0021057907 mata uang USD.

288. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer Note
Nomor / Number : KU0000-TR-1012-00095 beserta 1 (satu) lembar asli
dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT Dirgantara Indonesia
Nomor Rekening 0197352446 mata uang IDR.

289. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Direktur Keuangan PT
Dirgantara Indonesia Nomor :PTD/029/KA0000/01/2011 perihal Susulan
tanda-tangan beserta 1 (satu) lembar fotokopi Nota Transfer / Transfer Note
Nomor / Number : KU0000-TR-1101-00092 beserta 1 (satu) lembar fotokopi
dokumen Lampiran Nota Transfer Nomor : KU0000-TR-1101-00092 dan 1
(satu) lembar asli dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT
Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 0021057894 mata uang IDR.

290. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer Note
Nomor / Number : KU0000-TR-1204-00009 beserta 1 (satu) lembar print out
warna dokumen Rekening Koran Giro Bank BRI a.n. PT Dirgantara Indonesia
Nomor Rekening 000501001392309 mata uang IDR.

291. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer Note
Nomor / Number : KUO000-TR-1206-00219 beserta 1 (satu) lembar print out
warna dokumen Rekening Koran Giro Bank BRI a.n. PT Dirgantara Indonesia
Nomor Rekening 000501001118307 mata uang IDR.

292. | Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening korang PT. PENTA MITRA ABADI
Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat periode
2015.

293. | Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening korang PT. PENTA MITRA ABADI
Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat periode
2016.

294. | Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening korang PT. PENTA MITRA ABADI
Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Ja karta Pusat periode
2017.

295. | Copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-
0163602 tanggal 18 Agustus 2017 tentang penerimaan pemberitahuan
perubahan data perseroan PT. PENTA MITRA ABADIL.

296. | Copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor AHU-0015063.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 02 April
2015 tentang pengesahan pendirian badan hukum PT. PENTA MITRA
ABADI.

297. | Foto 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri an DEVI ARRADHANI
YANTY, sebagai Direktur Utama PT. PENTA MITRA ABADI tanggal 31
Januari 2017.

298. | 1 (satu) bundel bonggol cek asli Bank Rakyat Indonesia dengan nomor
rekening 0261.01.001293.30.9 atas nama PT PENTA MITRA ABADI nomor
seri : CFK 772401 s.d CFK 772425.

299. |1 (satu) bundel bonggol cek asli Bank Rakyat Indonesia dengan nomor
rekening 0261.01.001293.30.9 atas nama PT PENTA MITRA ABADI nomor
seri : CFK 631151 s.d CFW 631175.

300. |1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 020.004-

15.40046244.

301. | 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 010.017-
17.499614609.

302. |1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 031.017-
17.49961470.

303. |1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.017-

Halaman 53 dari 116 halaman putusan No. 32/Pid. TPK /2021/PT. BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.49961471.

304. |1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030-
16.85960417.

305. | 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030-
16.85960418.

306. | 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Data Penarik Transaksi a.n PT. PENTA
MITRA ABADI No : 010/PMA/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

307. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2009 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

308. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2010 PT. Dirgantara Indonesia (Persero

309. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2011 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

310. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

311. | 1 (Satu) buah fotocopy buku Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Aircraft
Services (ACS) 2013 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

312. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2014 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

313. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2015 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

314. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2016 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

315. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2017 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

316. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2018 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

317. | 1 (satu) buah fotocopy buku dilegalisir RKA Tahun 2014 & RJPP tahun 2014-
2018 Direktorat Niaga dan Restrukturisasi tahun 2014 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero).

318. |1 (satu) buah fotocopy buku RKA Tahun 2016 Direktorat Niaga dan
Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

319. | 1 (satu) buah fotocopy buku dilegalisir RKA Tahun 2017 Direktorat Niaga PT.
Dirgantara Indonesia (Persero).

320. | 1 (satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Tahun 2018 Niaga PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

321. | 1 (Satu) bundel print out list rekening koran pembayaran ke Mitra periode
tahun 2010 s/d 2018 berkop Dirgantara Indonesia INDONESIAN
AEROSPACE (Iae) beserta 1 (Satu) bundel lampiran rekening koran
pembayaran ke mitra

322. | 1 (Satu) bundel print out Summary: Kontrak Penjualan PTDI dan Transaksi
PTDI dengan Mitra Periode 2010-2018

323. | 1 (Satu) Bundel dokumen print out Laporan Transaksi Bank BRI dengan No
Rekening 019301001797302 atas nama PT Niaga Putra Bangsa periode
01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015

324. |1 (Satu) Lembar REKAP MUTASI REKENING PT NIAGA PUTRA
BANGSA BRI dengan No rekening 019301001797302 atas nama PT Niaga
Putra Bangsa yang ditandatangani Lineke Priscela

325. | 3 (Tiga) lembar Rekap Mutasi Rekening PT. Penta Mitra Abadi yang
ditandatangani ole Devi Arradhani Yanty

326. | 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2014 Direktorat Produksi PT.
Dirgantara Indonesia (Persero).

327. | 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2015 Direktorat Produksi PT.
Dirgantara Indonesia (Persero).
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328. | 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2016 Direktorat Produksi PT.
Dirgantara Indonesia (Persero).

329. | 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2017 Direktorat Produksi PT.
Dirgantara Indonesia (Persero).

330. | 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2018 Direktorat Produksi PT.
Dirgantara Indonesia (Persero).

331. |1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2010 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

332. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Usaha Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2011 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

333. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Usulan Rencana Kerja & Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2012 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

334. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Usulan Rencana Kerja & Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2013 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

335. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2014 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

336. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2015 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

337. |1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2016 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

338. |1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2017 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

339. | 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan Anggaran
Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2018 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

340. | 5 (Lima) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank Niaga nomor
704708238400 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari s.d. Februari
2018.

341. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode September 2015.

342. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Desember 2015.

343. | 5 (lima) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari-Februari 2016.
344. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode April 2016.

345. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Juni 2016.

346. | 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Oktober 2016.

347. | 4 (empat) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode November 2016.

348. | 4 (empat) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Maret 2017.

349. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Agustus 2017.
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350. | 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode September 2017.

351. | 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI nomor
0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari-Februari 2018.
352. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari 2016.

353. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Februari 2016.

354. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode April 2016.

355. | 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Juni 2016.

356. | 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Oktober 2016.

357. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode November 2016.

358. | 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Maret 2017.

359. |1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Agustus 2017.

360. | 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Septembr 2017.

361. | 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari 2018.

362. | 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA nomor
5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Februari 2018.

363. | 1 (satu) bundel print-out buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat
Aircraft Integration 2010 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang
ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

364. | 1 (satu) bendel print-out Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat
Aircraft Integration 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang
ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

365. | 1 (satu) bendel print-out Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat
Aircraft Integration 2013 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang
ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

366. | 1 (satu) bendel print-out RKA Tahun 2015 Direktorat Niaga & Restrukturisasi
PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari
Leliana.

367. |1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1320004638632 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015 sampai dengan
31/12/2018.

368. | 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI Nomor:
000501050843501 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015 sampai dengan
31/12/2016.

369. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Nomor: 0177723416 atas
nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015 sampai dengan 31/12/2018.

370. | 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor: 7771209142 atas
nama Dedi Turmono, periode 1/1/2016 sampai dengan 31/12/2018.

371. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007
372. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008;
373. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009;
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374. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010;
375. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011;
376. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
377. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013;
378. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014,
379. |1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasan dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015;
380. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016;
381. | 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi
Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017,
382. | 1 (satu) bundle printout Transaksi Dalam Akun 19B dan 81A Periode Tahun
2008 sampai dengan 2018;

383. | 1 (Satu) bundel printout dokumen transaksi dalam akun 19B dan 81A tahun
2008 s.d. 2018.

384. | 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia
(Persero)  Nomor: SKEP/090/032.06/KA0000/NTD/04/2010  tentang
Pemberhentian, Pengangkatan dan Rotasi Jabatan Manager di Lingkungan
Divisi Perbendaharaan Direktorat Keuangan dan Administrasi;

385. | 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia
(Persero) Nomor: SKEP/592/032.06/DU0000/PTD/11/2013 tentang
Pengangkatan Manajer di Lingkungan Divisi Perbendaharaan Direktorat
Keuangan;

386. | 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 184/PD0000/01/2016 dari Kadiv
Perbendaharaan — KU kepada Direktur Umum dan SDM perihal Perpanjangan
PKWT tanggal 29 Januari 2016;

387. | 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Intern Nomor:
Sprint/001/KU0000/09/2014 tanggal 30 September 2014;

388. | 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia
(Persero) Nomor:SKEP/477/035.04/DU0000/PTD/07/2014 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun).

389. | 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BRI 0005-01050843501 tanggal
22/09/2015 sampai dengan 06/12/2016 dengan total Rp 1.542.939.000 beserta
lampiran bukti transaksinya;

390. | 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BCA 7771209142 tanggal
12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp 555.300.000 beserta
lampiran bukti transaksinya;

391. |1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416 tanggal
16/05/2015 sampai dengan 19/02/2018 degan total Rp 1.438.000.000 beserta
lampiran bukti transaksinya;

392. | 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan P
ACHMAD tanggal 27/10/15 sampai dengan 20/02/18 dengan total Rp
666.600.000 beserta lampiran bukti transaksinya;

393. | 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan P TOTO
tanggal 12/09/2014 sampai dengan 03/08/2018 degan total Rp 1.575.249.500
beserta lampiran bukti transaksinya;

394. | 1 (satu) lembar copy laporan transaksi Bank BRI atas nama CHAIRUL
ANWAR dengan nomor rekening 000501079478503 cabang Bandung AA
periode 01/02/2018 sampai dengan 28/02/18;
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395. | 1 (satu) lembar copy laporan transaksi Bank BRI atas nama CHAIRUL
ANWAR dengan nomor rekening 130101006462502 cabang KK PT
DIRGANTARA INDONESIA periode 01/02/2018 sampai dengan 28/02/18;
396. | 2 (dua) lembar copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CHAIRUL
ANWAR dengan nomor rekening 1320095042736 periode 01/02/2018 sampai
dengan 28/02/18;

397. | 3 (Tiga) lembar copy rekening koran Bank Mandiri atas nama CHAIRUL
ANWAR dengan nomor rekening 1320095042736 periode 01/01/2018 sampai
dengan 31/01/18.

398. | Copy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening
0095021361 atas nama ACHMAD SENJAYA periode 1 Januari 2015 s/d 31
Desember 2018

399. | Copy 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening
0095021361 atas nama ACHMAD SENJAYA periode 1 Februari 2018 s/d 28
Februari 2018;

400. |1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor
130101000670505 atas nama ANDI SUKANDI periode Juli 2010 s.d.
Desember 2018

401. | 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BNI dengan nomor 0174191700
atas nama ANDI SUKANDI periode 01 Januari 2009 s.d. 21 November 2019
402. | 1 (satu) bundel print out Rekening (IDR) Bank BRI atas nama PT. ANGKASA
MITRA KARYA Nomor Rekening: 026101000402303

403. | 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening
000501063687504 atas nama ARIE WIBOWO Periode Januari 2012 s.d.
Desember 2018;

404. | 1 (Satu) bundel copy rekening koran Bank BCA dengan nomor 0860281058
atas nama ARIE WIBOWO IR periode tahun 2008 s.d. 2011;

405. | 1 (Satu) bundel copy rekening koran Bank BCA dengan nomor 0860281058
atas nama ARIE WIBOWO IR periode tahun 2012 s.d. 2013

406. | 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BRI dengan No. rek.
078101015777537, a.n. Dani Rusmana tanggal cetak 15/12/11 s.d. 18/05/19
407. |1 (satu) bendel printout rekening Bank BNI TAPLUS BISNIS
PERORANGAN dengan nomor rekening 1900090007 atas nama Bpk. DEDY
IRIANDY periode 01/01/2012 sampai dengan 31/12/2016.

408. | 1 (satu) bendel printout Laporan transaksi rekening Bank BRI dengan nomor
rekening 000501000188561 atas nama Bpk. DEDY IRIANDY periode
01/01/2012 sampai dengan 31/12/2016.

409. | 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama DJADJANG TARDJUKI
dengan nomor rekening 00081175224, periode tahun 2010 — 2018

410. 1 (satu) bendel printout rekening BRI dengan nomor rekening
130101006962502 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Januari 2015
sampai dengan 31 Juli 2017.

411. 2 (dua) lembar printout rekening BRI dengan nomor rekening
000501050270504 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Juni 2013
sampai dengan 30 Juni 2013.

412. | 1 (satu) bendel printout rekening BRI dengan nomor rekening 0008181091
atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Juli 2017

413. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 237.250.000 dengan No ID Didi Laksaman, Nama Himawan, tgl
10/8/12.

414. | 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl.
Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat,
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Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode
Transaksi 01/06/12-30/06/12.

415. | 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl.
Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat,
Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode
Transaksi 01/08/12-31/08/12.

416. | 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE JL
Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat,
Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode
Transaksi 01/09/12-30/09/12.

417. | 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE JI.
Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat,
Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode
Transaksi 01/12/12-31/12/12.

418. | 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE Jl.
Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat,
Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode
Transaksi 01/01/13-31/01/13

419. | 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama JANNIE JI.
Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec. Taman Sari, Jakarta Barat,
Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor rekening 203801000040506, Periode
Transaksi 01/06/14-30/06/14

420. | 1 (satu) lembar scan KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Didi Laksamana
dengan NIK 3172020302510002.

421. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 479.800.000 dengan No ID Abdul Faizal, Nama Himawan, tgl 18/6/14.
422. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 359.850.000 dengan No ID Abdul Faizal, Nama Himawan, tgl 18/6/14.
423. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 236.500.000 dengan No ID sebuah tanda tangan, Nama Himawan, tgl
16/6/14.

424. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 J1. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 981.500.000 dengan No ID Himawan, Nama Sugeng, tgl 31/1/13.

425. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 479.219.500 dengan No ID Sugeng, Nama Himawan, tgl 4/9/12

426. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 479.880.000 dengan No ID Sugeng dan sebuah tanda tangan, Nama
Himawan, tgl 31/8/12

427. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 955.860.000 dengan No ID sebuah tanda tangan, Nama J. Himawan
Drs, tgl 4/6/12

428. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 194.455.000 dengan No ID Himawan, Nama Sugeng, tgl 14/2/12

429. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 950.380.000 dengan No ID Abdul, Nama Himawan, tgl 13/6/12
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430. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 474.600.000 dengan No ID Himawan, Nama Pa Enang, tgl 19/6/12

431. | 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko Permai
Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan jumlah
rupiah 475.682.500 dengan No ID Pa Nang dan sebuah tanda tangan, Nama
Himawan, tgl 28/6/12

432. | 1 (satu) lembar Salinan scan Surat Izin Mengemudi atas nama Sugeng Riyadi,
J Himawan Drs, dan Abdul Faizal.

433. | 1 (satu) bendel print out Dirgantara Indonesia Account Statement Bank BNI
dengan Account No. 0021057963 from 01/01/2013 to 31/12/2013

434. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8359136 atas nama
NENNY SUTAENY Norek.036-3200-516.

435. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8192902 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-2985.

436. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8269164 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

437. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8288844 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

438. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8297145 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

439. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8322591 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

440. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8370248 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

441. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8444983 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

442. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8484337 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899

443. | 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8521387 atas nama
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-4899.

444. | Print Out 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan bank BCA dengan No. Rekening
7800164243 atas nama Sdri. WIWI AYU MOKOGINTA Periode Januari 2016
s.d. 31 Desember 2016.

445. | Print Out 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan bank BCA dengan No. Rekening
7800164243 atas nama Sdri. WIWI AYU MOKOGINTA Periode Januari 2017
s.d. 31 Desember 2017.

446. | 1 (Satu) bundel Rekening BCA KCP Cimahi atas nama ADE YUYU
WAHYUNA dengan No. Rekening 02821481441 periode Januari 2010 sampai
dengan Desember 2018

447. | 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomor
rekening 0329-01003521-30-8 atas nama PT Alsin Gasindo Corporation.

448. | 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan nomor
rekening 0329-01002879-30-0 atas nama PT Quartagraha Adikarsa.

449. | 2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April dengan
nomor rekening 101-000-670-176.5 atas nama ALIF PANJI PURNA.

450. | 1 (Satu) bundel rekening tahapan bank BCA atas nama ANDI SUKANDI
DRS. dengan No. Rekening 02821224782 periode 1 Januari 2013 sampai
dengan 31 Desember 2018.

451. | 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI KK VIRAMA KARYA
dengan nomor 123901002314506 atas nama WIWI AYU MOKOGINTA
periode 01-02-2017 S/D 12-2017

452. | 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI KK VIRAMA KARYA
dengan nomor 123901002314506 atas nama WIWI AYU MOKOGINTA
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periode 01 Agustus 2020 s.d. 21 Agustus 2020

453. | 1 (Satu) lembar rekening tahapan BCA atas nama Djadjang Tardjuki dengan
nomor rekening 00081175224 periode bulan Desember 2012.

454. | 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening
078101003366502 atas nama ARIE WIBOWO Periode Januari 2015 s.d.
Desember 2017

455. | Prosedur Kebijakan Perusahaan tentang Pemasaran dan Penjualan Nomor
00-PTD-28A tanggal 19 Oktober 2009.

456. | Prosedur Kebijakan Perusahaan tentang Bisnis Perusahaan Nomor 00-PTD-
01B tanggal 19 Mei 2017.

457. | Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor 02-DN-
001A tanggal 22 Mei 2006.

458. | Prosedur ~ Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk kontrak
pernjualan part 53 Nomor 53-KP-003 tanggal 15 Maret 2017.

459. | Prosedur Administrative Procedure tentang Penagihan kontrak penjualan part
53 Nomor 53-AP-SL-003 tanggal 15 Maret 2017.

460. | Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan part 53
Nomor 53-FI-SL-003 tanggal 15 Maret 2017.

461. | Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem Pengelolaan Publikasi
Command Media part 71 Nomor 71-KP-001 tanggal 20 April 2007.

462. | 1 (Satu) bundel Copy administrative Procedure (AP) No: 62-AP-PD-003B,
tentang Proses Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa dan
Pertanggungjawabannya.

463. | 2 (Dua) lembar copy Activity diagram prosedur tagihan pengadaan barang dan
jasa.

464. | 3 (Tiga) lembar rekening koran BCA KCP Warung Buncit dengan No.
Rekening 05520425049 atas nama MUHAMMAD IMAM SETIJADI periode
01-2015 S.D. 12-2015

465. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja Jakarta
Tanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503 atas nama MULHIM
ASYROF periode 01/03/13-31/03/13.

466. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja Jakarta
Tanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503 atas nama MULHIM
ASYROF periode 01/04/13-30/04/13.

467. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja Jakarta
Tanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503 atas nama MULHIM
ASYROF periode 01/05/13-30/05/13.

475. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis flashdisc merk
Sandisk, Warna hitam merah, SN: 4C530000060129203052, dimana dalam
media tersimpan file-file:

No | Nama Nilai Hash MD5 i‘?{lels

1 Budget CostCenter - 2013- | 22c2d58448424bb24667 “lsx
2018.xlsx 23ba551893ce5cac8dee |

366a7391f85d17144590

2 Budget HK 2009-2011.xIsx 91d9d29286d875674703 xlsx

3 Budget Program Pra Kontrak | f80643024588e3e0335c8 lsx
2013-2018 (SAP).xls 12e51a21af916fdf7af )

4 Budget Program Terkontrak | 1f176ac9c2637e60d3b5b sx
2013 - 2018 (SAP).xlsx babb2b21fd380a83536 )

5 Data Budget - FIS - 2009- | e3fc8621ad4f895e30100 lsx
2012.xlsx e6e723e9346d63bbbc8 )

476. | 1 (satu) keping DVD+R DL, merk: Verbatim, kapasitas: 8,5 GB dengan
nomor: FAS5AU5Z700E0Q00T0 yang didalamnya terdapat informasi dan atau
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Dokumen elektronik yang merupakan hasil unduh konten email dari akun
email dengan alamat andisukandi@ymail.com yang dimiliki oleh ANDI
SUKANDI dengan menggunakan aplikasi Cellebrite UFED Cloud versi
7.35.0.33, dengan nama file dan nilai Hash sebagai berikut:

FileNames MD5 SHA1

Andi  Sukandi | cgq50,0h3h1 50999783 | 6bf00b7209d22965541b99b56

_3_2020-07-
22_Report.ufdr ad67030dd2 8c8ec0c7d8199d2

Seluruhnya terlampir dalam Berkas Perkara
BB No. 261 s.d 266, yaitu:

261. | 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang Bandung AA Nomor
Buku 36795972 dengan nomor rekening 0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL
RINALDI.

262. | 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor Kartu 5326 5900
0101 7777 a.n. IR IRZAL RINALDI.

263. | 1 (satu) buah kartu Advance Debit HSBC Nomor Kartu 4835 7740 2152 4197
a.n. IRZAL R ZAILANI.

264. | 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening
2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI PR.

265. | 1 (satu) buah kartu Paspor Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120 1172
89609.

266. | 1 (satu) buah kartu Citigold World Debit Citibank Nomor Kartu 5599 0977
3254 2446 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.

Seluruhnya dikembalikan kepada IRZAL RINALDI ZAILANI.

BB No. 275 s.d 283, 468 s.d 470, yaitu

275. | 1 (satu) buah salinan Akta Jual Beli Tanah No : 410/2015, dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tandi, S.H. Daerah kerja kota bandung
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 313-XVII-2006 tanggal 18
Desember 2006 terkait jual bel tanah di jalan pasir impun kaveling E11;

276. | 1 (satu) lembar surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Dedi Turmono dengan
Nomor pajak wajip pajak 07.956.954.7.428.000 tertanggal 19 November
2015;

277. | 1 (satu) buah sertifikat Hak milik tanah atau tanda bukti hak yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kota
Bandung Kecamatan Mandalajati kelurahan Pasir Impun dengan No
sertifikat : BN 099421 atas nama Sdr. Dedi Turmono;

278. | 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Lunas PBB D766-0027/Cabang
Tamansari berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal
03 September 2018 dengan pokok PBB P2 sebesar Rp. 263.924,00- atas nama
Dedi Turmono;

279. | 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Lunas PBB F633-0349/KCP Marta
Dinata berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal 27
agustus 2019 sebesar Rp. 263.924,- atas nama Dedi Turmon;

280. | 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
5.000.000,- (Lima Juta rupiah) untuk booking fee block E 11 Type 50
Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang
ditandatangani bermaterai pada 17 September 2015 oleh Sdri. Risa;

281. | 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
600.000.000,- (Enam Ratus Juta rupiah) untuk pembayaran cash I block E 11
Type 50 Tasmanian untuk pembelian satu unit rumah di perumahan bandung
city view 2 yang ditandatangani bermaterai pada 02 November 2015 oleh Sdri.
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Risa;

282. | 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
14.826.087,-(Empat Belas Juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan
puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Lunas cash block E 11 Type 50
Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang
ditandatangani bermaterai pada 06 November 2015 oleh Sdri. Risa;

283. | 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
25.173.913,- (Dua puluh lima Juta Seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus
tiga belas rupiah) untuk BPHTB block E 11 Type 50 Tasmanian satu unit
rumah di perumahan bandung city view 2 yang ditandatangani bermaterai
pada 06 November 2015 oleh Sdri. Risa;

46% 1 (satu) buah Acces card perumahan Bandung City View 2 E11;

469. | 1 (satu) set kunci rumah di perumahan bandung city view 2 E 11 atas nama
Dedi Turmono;

470. | 1 (satu) bidang Tanah beserta bangunan diatasnya sesuai sertifikat Hak milik
tanah atau tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan
Mandalajati kelurahan Pasir Impun kavling E11 dengan No sertifikat : BN
099421 atas nama Sdr. Dedi Turmono.

Seluruhnya dikembalikan kepada DEDY TURMONUO.
BB No. 103, 471 s.d 474, yaitu:

103. | 1 (Satu) buah Map warna kuning yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Nota
Pinjaman Nomor 01/30/2016 bermaterai yang ditanda tangani oleh Didi
Laksamana dan Irzal Rinaldi Zailani.

471. | 1 (Satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-N960F, Warna: Hitam, SN:
RR8K70MJ7KJ, IMEI 1: 359447095040838, IMEI 2: 359448095040836, yang
didalamnya terdapat SIM card 1 Kartu Telkomsel nomer kode : 0025 0000 1385
6538, SIM card 2 Kartu Telkomsel nomor kode : 8967 0117 0000 583409, tanpa
Memory card, dengan casing transparan, dan PIN 030666.

472. | 1 (Satu) unit tablet, Model Name: iPad mini 4, Model Number: MK8D2LL/A,
Warna: Hitam, SN: DLXQMO086GHMN, IMEI : 35 927606 115704 9, yang
didalamnya terdapat SIM card Kartu Telkomsel nomer kode : 0025 0000 0893
9656, tanpa Memory card, dengan casing biru , dan PIN 030666.

473. | 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Cruzer Edge,
Warna Merah Hitam, Kapasitas 8GB, dengan dengan nomor kode : SDCZ51-
008G B1177253396.

474. | 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : ASUS, Warna abu-abu,
Model : UX360C, Nomor Seri : GOINOCX06F063363, beserta power adaptor
serta satu buah tas laptop warna hitam merk ASUS.

Seluruhnya dikembalikan kepada NANANG HAMDANI BASNAWI.

BB No. 477 s.d 478, 485 s.d 494, 496 s.d 527, yaitu:

477. [a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI
Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh
DINAH ADRIANI tanggal 26 Mei 2020-

b. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh DINAH ADRIANTI pada tanggal 26 Mei 2020 ke rekening Bank
BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010.

478. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formuhir Pemindahbukuan Bank
BNI dari rekening nomor 0020867286 a.n. ADE YUYU WAHYUNA ke
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rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia
No. Rekening 8844202002510010 sebesar Rp 809.159.500,- (delapan ratus
Sembilan juta seratus Jima puluh Sembilan ribu hima ratus rupiah) tanggal 20
Mei 2020

b. Uang sebesar Rp 809.159.500,- (delapan ratus Sembilan juta seratus Jima
puluh Sembilan ribu Jima ratus rupiah) yang telah disetorkan oleh ADE YUYU
WAHYUNA pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n.
Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010

485. [a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran tunai Bank BNI dari No.
Rekening 195908268 atas nama Dedy Iriandy ke rekening penampungan KPK
Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 183.500.000,00 (Seratus
delapan puluh tiga juta lima ratus ribu) tertanggal 14 mei 2020 jam 11:13:23
Penyetor : Dedy riandy;-

b. Uang sebesar 183.500.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus
ribu) yang telah disetorkan oleh Dedy riandy pada tanggal 14 mei 2020 jam
11:13:23 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.

486. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindahbukuan Bank
BNI dari Rekening Bank BNI a.n. ACHMAD SENJAYA Norek.0095021361
sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Rekening Bank
BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI Norek.8844202002510010 dengan
keterangan Pengembalian Uang Perkara PT Dirgantara Indonesia a.n.
ACHMAD SENJAYA;-

b. Uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ACHMAD SENJAYA ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan
KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.

487. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI
Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh
IR.ENANG SUPARMAN tanggal 20 Mei 2020;-

b. Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ENANG SUPARMAN pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening
Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No.
Rekening 8844202002510010.---

488. | a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran tunai Bank BNI dari No.
Rekening 0020060687 atas nama DJADJANG TARDJUKI ke rekening
penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp.
660.00.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 19 mei 2020 jam
09:46:01 Penyetor : DJADJANG TARDJUKI;

b. Uang sebesar Rp 660.000.000,00,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
yang telah disetorkan oleh DJAJANG TARJUKI pada tanggal 19 Mei 2020 ke
rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia
No. Rekening 8844202002510010.

489. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI kepada
Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI
Norek.8844202002510010 sebesar Rp 137.421.020,- terbilang seratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dengan
keterangan Penyetor: Bpk TOTO PRATONDO, REK No. 0327277337; Tujuan
transaksi : Pengembalian AN Toto P;

b. Uang sebesar Rp 137.421.020,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus
dua puluh satu ribu dua puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh TOTO
PRATONDO ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.-
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490. | a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran Bank BJB dari No. Rekening
0242800460360 atas nama Dedi Turmono .ke rekening penampungan KPK
Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam
ratus juta rupiah) tanggal 18 mei 2020;

b. Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh DEDI TURMONO ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan
KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;

491. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar Rp
17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
Rekening Bank BNI Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK
Perkara yang disetor oleh CHAIRUL ANWAR tanggal 20 Mei 2020;

b. Uang sebesar Rp 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh CHAIRUL ANWAR pada tanggal 20
Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;

492. | a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setor tunai Bank BNI No 55267 778974
00101001 atas nama M Kabul Raharja ke rekening penampungan KPK Bank
BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) tanggal 19 Mei 2020;-

b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh M KABUL RAHARJA pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI
a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010;-

493. [a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setor tunai Bank BNI No 51626 191524
00101001 atas nama M Kabul Raharja ke rekening penampungan KPK Bank
BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 600.000,00 (enam raturs ribu
rupiah) beserta uang sebesar Rp. 600.000,00 tanggal 19 Mei 2020;

b. Uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan
oleh M KABUL RAHARIJA pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI
a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010.-

494, | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BRI dengan
keterangan Penyetor:Muhammad Fikri, tanggal 28/05/2020 pada pukul
11:10:33 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 200.000.000,- terbilang
dua ratus juta rupiah;

b. Uang sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh Muhammad Fikri, melalui Bank BRI pada tanggal 28/05/2020 pukul
11:10:33 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.-

496. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor: IR LA MANDA, KTP No. 3217022907590001, tanggal
02/06/2020 pada pukul 08:38:44WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp
10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah;

b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh IR LA MANDA, KTP No. 3217022907590001 melalui Bank BNI,
tanggal 02/06/2020 pada pukul 08:38:44WIB kepada Rekening Bank BNI
No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.
497. [a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor: IBNU BINTARTO, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara
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PT DI sebesar Rp 175.250.000,- terbilang seratus tujuh lima juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah;

b. Uang sebesar Rp 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah ) yang telah disetorkan oleh IBNU BINTARTO melalui
Bank BNI, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.

498. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor: Ibu Fitri Angdiani, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara
PT DI sebesar Rp 10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah;-

b.  Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh Tbu Fitri Angdiani melalui Bank BNI, tanggal 05/06/2020 kepada
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita
: Perkara PT DI.

499. [a. 1 (Satu) lembar print out screen shoot bukti transfer Bank BNI dari No.
Rekening Pengirim 0020867264 (Dani Rusmana) ke Rekening Bank BNI
penampungan KPK - Perkara PT dengan No. Rekening 8844202002510010
dengan nilai Nominal sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta
Rupiah).

b. Uang Sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan dari No. Rekening Pengirim 0020867264 (Dani Rusmana) ke
Rekening Bank BNI penampungan KPK - Perkara PT dengan No. Rekening
8844202002510010.

500. | Uang tunai sebanyak USD5000 (Lima Ribu USD) pecahan USD100 (Seratus
USD) sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar dari Sdr. RIZKY FERIANTO

501. [a. 1 (Satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana melalui internet
banking klick BCA pada tanggal 25 Juni 2020 jam 10:37:35 dengan no referensi
00026543608 Berita : Transfer dari Mikael Warsito Nurman Tujuan transfer
Bank BNI Nama penerima Penampung KPK perkara PT.DI No. Rek
8844202002510010 dengan Jumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta
Rupiah)

b. Uang Sejumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer
melalui internet banking klick BCA pada tanggal 25 Juni 2020 jam 10:37:35
dengan no referensi 00026543608 dari Mikael Warsito Nurman Tujuan transfer
Bank BNI No. Rek 8844202002510010 dengan Nama penerima Penampungan
KPK perkara PT.DI

502. |a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindah Bukuan Bank
BNI dari nomor rekening 0020867236 dengan keterangan penyetor: Ade Yuyu
Wahyuna, tanggal 10/07/2020 pada pukul 09:27:17 WIB kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Keterangan
untuk setor, jumlah sebesar Rp 399.107.952.,- terbilang Tiga ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah;

b. Uang sejumlah sebesar Rp 399.107.952.,- (terbilang Tiga ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
yang disetorkan oleh Ade Yuyu Wahyuna dari nomor rekening 0020867236
melalui Formulir Pemindah Bukuan Bank BNI pada tanggal 0/07/2020 pada
pukul 09:27:17 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK.

503. [a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor : DEDY IRIANDY, tanggal 13/07/2020 pada pukul
11:33:39 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 16.500.000,- terbilang
enam belas juta lima ratus ribu rupiah;

b. Uang sebesar Rp 16.500.000,- (terbilang enam belas juta lima ratus ribu
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rupiah) yang telah disetorkan oleh DEDY IRIANDY, melalui Bank BNI pada
tanggal 13/07/2020 pukul 11:33:39 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT.DI.

504. | a. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ANDI SUKANDI melalui rekening Bank BNI
Norek:0174191700, tanggal 16/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen formulir Pemindahbukuan Bank BNI
dengan keterangan Pengirim: ANDI SUKANDI melalui rekening Bank BNI
Norek:0174191700, tanggal 16/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara Dirgantara sejumlah Rp
25.000.000,- terbilang dua puluh lima juta rupiah dengan keterangan
Pengembalian Uang Perkara Terkait PT DI.

505. | a. Uang sejumlah Rp 6.935.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh
lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh NANANG HAMDANI BASNAWI
tanggal 23/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar
Negeri/Kliring (Application For Transfer) Bank BRI tanggal 23 Juli 2020
dituyjukan Kepada REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT
DIRGANTARA INDONESIA Bank BNI Nomor Rekening
8844.20200.251.0010; Nama Pengirim PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA;
Jumlah dikirim Rp 6.935.000.000,- terbilang enam milyar sembilan ratus tiga
puluh lima juta rupiah; Disetor secara debet rekening 0261-01-000394-30-6
yang ditandatangani oleh NANANG HAMDANI BASNAWI.

506. |a. Uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ABDUL RACHMAN (yang menandatangani dokumen setoran)
atau ANDRI BUDHI SETIAWAN (keterangan dalam dokumen setoran),
tanggal 20/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Bukti Setoran Tunai Bank BNI
tanggal 20 Juli 2020 dengan keterangan Penyetor: ANDRI BUDHI
SETIAWAN; Berita: 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara PT;
Tujuan Transaksi: Setor Pengembalian 1 dengan jumlah setoran sebesar Rp
200.000.000,- terbilang dua ratus juta rupiah yang ditandatangani oleh ABDUL
RACHMAN.

507. |a. Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ABDUL RACHMAN yang menandatangani dokumen setoran
atau ANDRI BUDHI SETIAWAN keterangan dalam dokumen setoran, tanggal
21/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Bukti Setoran Tunai Bank BNI
tanggal 21 Juli 2020 dengan keterangan Penyetor: ANDRI BUDHI
SETIAWAN; Berita: 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara PT;
Tujuan Transaksi: Setor Pengembalian 2 dengan jumlah setoran sebesar Rp
300.000.000,- terbilang tiga ratus juta rupiah yang ditandatangani oleh ABDUL
RACHMAN.

508. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI kepada
Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI
Norek.8844202002510010 sebesar Rp 7.500.000,- terbilang tujuh juta lima
ratus ribu rupiah, dengan keterangan Penyetor: DINAH ADRIANI, KTP NO.
3273204406600004.

b. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (terbilang tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
yang telah disetorkan oleh DINAH ADRIANI, melalui Bank BNI pada tanggal
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20/07/2020 pukul 12:09:18 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT

509. [a. Uang sebesar Rp 6.410.051.000,- (enam miliar empat ratus sepuluh juta
lima puluh satu ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh IR. SUSINTO
ENTONG pada tanggal 19 Agustus 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia
b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank
tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp 6.410.051.000,- (enam miliar empat ratus
sepuluh juta lima puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh IR. SUSINTO
ENTONG ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK - Perkara

510. | a. Uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang
telah disetorkan oleh ALIF PANJI PURNA pada tanggal 25 Agustus 2020 ke
Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK
— Perkara PT Dirgantara Indonesia.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 25
Agustus 2020 dengan jenis transaksi Setor Tunai sebesar Rp 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh ALIF PANJI PURNA
ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan
KPK — Perkara.

511. | a. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh
Bpk. Aris Supangkat ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK — Perkara PT. Pada tanggal 28 Agustus 2020

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindisan slip bukti setor tunai tanggal 28
Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor
oleh Bpk. Aris Supangkat ke rekening Bank BNI No. Rekening
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK — Perkara PT.

512. | a. Uang sebesar Rp. 1.249.398.590,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus sembilan
puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh ELDY ARDHIA PRATHISTA pada
tanggal 09 September 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK — Perkara PT Dirgantara Indonesia.
Berita: Pengembalian AN DEDDY FAUZY ELHAKIM PERKARA PT. DI.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 09
September 2020 dengan jenis transaksi formulir Kiriman Rp. 1.249.398.590,00
(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Delapan Ribu Lima Ratus sembilan puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh
ELDY ARDHIA PRATHISTA pada tanggal 09 September 2020 ke Rekening
Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK — Perkara
PT Dirgantara Indonesia. Berita: Pengembalian AN DEDDY FAUZY
ELHAKIM PERKARA PT. DI

513. | a. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh Firdaus Komarno pada tanggal 04 September 2020 ke Rekening
Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK — Perkara
PT Dirgantara Indonesia.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 04
September 2020 dengan jenis transaksi formulir pemindah bukuan sebesar Rp
20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) yang dilakukan oleh Firdaus Komarno
dengan No. Rekening 0387905146 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan
KPK — Perkara di No. Rekening 8844202002510010.

514. | a. Uang sebesar 7.065.000.000,- ( Tujuh miliar enam puluh lima juta rupiah)
yang telah disetorkan dari PT. Bumi Loka Tegar Perkasa (Bpk. Nanang) kepada
rekaning BNI a.n penampungan KPK-Perkara PT. Dirgantara Indonesia dengan
No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.
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b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindisan slip pengiriman uang
dalam/luarnegeri/kliring PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar 7.065.000.000,-
(Tujuh miliar enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2020
dari PT Bumi Loka Tegar Perkasa (Bpk. Nanang) ditujukan kepada BNI a.n
penampungan KPK-Perkara PT. Dirgantara Indonesia dengan No. rekening
8844202002510010.

515. [a. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen Formulir Aplikasi Setoran Bank
Mandiri dengan keterangan penyetor: Mulhim Asyrof, tanggal 29/09/2020 pada
pukul 12:00:27 WIB kepada Rekening Bank BNI No. rek. 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK keterangan: Perkara PT DI untuk setor, jumlah sebesar
Rp 500.000.000,- terbilang lima ratus juta rupiah.

b. Uang sejumlah sebesar Rp 500.000.000.,- terbilang Lima ratus juta rupiah
yang disetorkan oleh Mulhim Asyrof melalui Formulir Aplikasi Setoran Bank
Mandiri pada tanggal 29/09/2020 pada pukul 12:00:27 WIB kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

516. | a. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen Formulir Aplikasi Setoran Tunai
Bank BNI dengan keterangan penyetor: Muhammad Imam Setijadi, tanggal
09/10/2020 pada pukul 13:45:09 WIB kepada Rekening Bank BNI No. rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK keterangan: Perkara PT DI untuk
setor, jumlah sebesar Rp 150.000.000,- terbilang seratus lima puluh juta rupiah.

b. Uang sejumlah sebesar Rp 150.000.000.,- terbilang Seratus lima puluh juta
rupiah yang disetorkan oleh Muhammad Imam Setijadi melalui Formulir Bukti
Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 09/10/2020 pada pukul 13:45:09 WIB
kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan
KPK.

517. |a. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring Bank
Rakyat Indonesia tanggal 13-11-2020 pukul 08:57:26. Nama pengirim
MUHAMMAD FIKRI ke Rekening Bank BNI No. Rek 8844202002510010 a.n
Penampungan KPK, Keterangan : Perkara PT. Dirgantara Indonesia, uang
sejumlah Rp. 100.000.000,- (terbilang Seratus Juta Rupiah).

b. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (terbilang Seratus Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh MUHAMMAD FIKRI melalui Bank Rakyat Indonesia pada
tanggal 13-11-2020 pada pukul 08:57:26 ke Rekening Bank BNI No. Rek
8844202002510010 a.n Penampungan KPK, Keterangan : PT Dirgantara
Indonesia

518. [ a. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 03-12-
2020 pukul 14:49:34, Nama Penyetor FABIOLA KAUNANG ke Rekening
Bank BNI No. rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK keterangan:
Perkara PT Dirgantara Indonesia, uang sejumlah Rp 12.500.000,- (terbilang dua
belas juta lima ratus ribu rupiah).

b. Uang sejumlah Rp 12.500.000,- (terbilang Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) yang disetorkan oleh FABIOLA KAUNANG (anak Sdr. WIWI AYU
MOKOGINTA) melalui Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 03-12-2020
pukul 14:49:34 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK, keterangan: Perkara PT Dirgantara Indonesia.

519. | a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Setoran Tunai Bank BNI Cabang UNDIP
SEMARANG sejumlah Rp 22.500.000,- (terbilang Dua Puluh Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 21-01-2021 pukul 08:40:47, Nama Pengirim
Catur.PS ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK — Perkara;

b. Uang sejumlah Rp 22.500.000,- (terbilang Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) yang disetorkan oleh Catur. PS melalui rekening Bank Negara
Indonesia Cabang UNDIP SEMARANG pada tanggal 21-01-2021 pukul
08:40:47 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
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Penampungan KPK — Perkara

520. [a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip dalam/ luar Negeri/ kliring rekening Bank
Rakyat Indonesia pengiriman uang sejumlah Rp.1000.000.000,- (terbilang Satu
Milyar Rupiah) tanggal 04-01-2021 pukul 14:59:38. Nama Pengirim
PT.Bumiloka Tegar Perkasa ke Rekening Bank BNI No. Rek
8844202002510010 a.n Penampungan KPK, Keterangan : Perkara PT.
Dirgantara Indonesia.

b. Uang sejumlah Rp.1000.000.000,- (terbilang Satu Milyar Rupiah) yang
disetorkan oleh PT.Bumiloka Tegar Perkasa melalui Bank Rakyat Indonesia
pada tanggal 04-01-2021 pukul 14:59:38 ke Rekening Bank BNI No. Rek
8844202002510010 a.n Penampungan KPK, Keterangan : PT Dirgantara
Indonesia.

521. | a. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang melalui Bank BCA, uang
sejumlah Rp 40.000.000,- (terbilang Empat Puluh Juta Rupiah), Nama
pengirim: EKO SANTOSO SOEPARDJO pada tanggal 24-09-20 ke Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

b. Uang sejumlah Rp 40.000.000,- (terbilang Empat Puluh Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh EKO SANTOSO SOEPARDJO melalui Bank BCA pada
tanggal 24-09-20 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK.

522. | a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang sejumlah
Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 24/09 pukul
09:06:48 dengan No Ref 348938 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) yang
disetorkan melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 348938 pada
tanggal 24/09 pukul 09:06:48 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara

523. | a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang sejumlah
Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 13/10 pukul 17:16:48
dengan No Ref 475287 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK-Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 475287 pada
tanggal 13/10 pukul 17:16:48 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara

524. | a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang sejumlah
Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19/10 pukul 11:33:10
dengan No Ref 712911 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK-Perkara;\

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 712911
pada tanggal 19/10 pukul 11:33:10 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

525. | a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang sejumlah
Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 06/11 pukul 05:00:45
dengan No Ref 435033 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK-Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 435033
pada tanggal 06/11 pukul 05:00:45 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara

526. | a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang sejumlah
Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 27/11 pukul 07:14:06
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dengan No Ref 752270 dari EKO SANTOSO SOEPARDIJO ke Rekening Bank
BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara;

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh EKO SANTOSO SOEPARDJO melalui transfer elektronik M-
transfer dengan No. ref 752270 pada tanggal 27/11 pukul 07:14:06 ke Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

527. | a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang sejumlah
Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 22/01 pukul
12:25:43 dengan No Ref 876138 dari EKO SANTOSO SOEPARDJO ke
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-
Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh EKO SANTOSO SOEPARDJO melalui transfer elektronik M-
transfer dengan No. ref 876138 pada tanggal 22/01 pukul 12:25:43 ke Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

Seluruhnya dirampas untuk negara.

BB No. 495, yaitu:

495. | a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Kiriman Uang Bank BNI
sebesar Rp.2.005.626.270,- (dua milyar lima juta enam ratus dua puluh enam
ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada Rekening Bank BNI
Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh
FERRY SANTOSA S. SH tanggal 28 Mei 2020;-

b. Uang sebesar Rp.2.005.626.270,- (dua milyar lima juta enam ratus dua
puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh
FERRY SANTOSA S. SH tanggal 28 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n.
Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010.

Dirampas untuk negara sebesar sebesar Rp1.873.109.992,00 (satu miliar delapan ratus
tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah),
dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa Ferry Santosa Subrata.

BB No. 479 s/d 484, yaitu:

479. | Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan
rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA
Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI. -

480. | Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh
tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan dalam
rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-676273
a.n. IRZAL RINALDI ZAILANL

481. | Uang sejumlah Rp 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus dua
puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam rekening
simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening 2331495176 a.n.
IRZAL RINALDI ZAILANI IR.

482. | Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp 698.037.556 (enam ratus sembilan puluh
delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang
ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n IRZAL
RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasan Kulon Ill No. 3-B

483. | Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus
lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang ditempatkan
dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya Sudirman Bandung
jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US Nomor Rekening
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0362460000 a.n. GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.

484. | Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amenka) yang
ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor
Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA
SOERIADANOENINGRAT.

1 (satu) buah asli Bilyet Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor
Cabang Asia Afnika Bandung sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu
Dollar Amenka) nomor rekening 1073564324 an. GRACIANA
SOERIADANOENINGRAT.

Telah dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara Terdakwa Budi Santoso & Irzal
Rinaldi Zailani berdasarkan putusan PN Bandung Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg
tanggal 21 April 2021

6.Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00

(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korusi Pengadilan Negeri

Kelas | A Khusus Bandung pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 26/Pid.Sus-

TPK/2021/PN. Bdg yang amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sejumlah tindak
pidana korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT Selaras Bangun
Usaha yang merugikan keuangan negara yang dilakukan secara

bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda
sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa :
e Barang Bukti No. 1 sampai No. 102, No. 104 sampai No. 260, No.267
sampai No.274, No.284 sampai No0.467, No.475 sampai No. 476,
tetap terlampir dalam Berkas Perkara berupa:
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1. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 02 tanggal 4 Januari
2010 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah CATHERIA
SITUMORANG, SH.

2. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT. Angkasa Mitra Karya No. 023 tanggal 23
September 2011 dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
ELLY RUSTAM, SH.

3. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-7.521.RT.01.01 TH 98
tanggal 25 Juni 1998 tentang keputusan penetapan Akta Pendirian
PT. Angkasa Mitra Karya .

4. 1 (satu) lembar print out dilegalisir dokumen susunan pengurus PT.
Angkasa Mitra Karya.
5. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. ANGKASA

MITRA KARYA Nomor : 1020004092562 pada Bank Mandiri
periode 2011.

6. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening PT. ANGKASA
MITRA KARYA Nomor : 000002610100470306 pada Bank BRI
periode 2011.

7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-
42356.AH.01.02.tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan tanggal 17 Juli 2008.

8. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-
42017.AH.01.02.tahun 2011 tentang persetujuan perubahan
anggaran dasar perseroan tanggal 19 Agustus 2011.

9. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No:C2-
7931HT.01.01.Thn.93 tanggal 28 Agustus 1993.

10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia keputusan
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-
26620 HT. 01.04.TH.2003 tentang persetujuan Akta perubahan
Anggaran Dasar Perseroan terbatas tertanggal 06 Nopember 2003.
11. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No. 3.-tanggal 2 Oktober 2000
dengan Notaris Abdullah Ashal, SH.

12. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 07.- tanggal 8 Nopember 2018
dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.

13. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 02.- tanggal 4 Desember 2017
dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.

14. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 01.- tanggal 3 Maret 2017
dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.

15. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 05.- tanggal 9 Maret 2011
dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H.

16. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 14.- tanggal 19Juni 2009 dengan
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Notaris Catherina Situmorang, S.H.

17. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 27.- tanggal 25 Juni 2008
dengan Notaris Catherina Situmorang, S.H

18. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Akta pernyataan keputusan rapat
PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 9.- tanggal 29 Juni 2005 turunan
dengan Notaris NY. Hanny Sudarmadi. S.H.

19. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Salinan Akta pendirian
Perseroan Terbatas PT. Bumi Loka Tegar Perkasa No : 29.- tanggal
18 -06- 1993 dengan Notaris Frans Elsius Muliawan S.H.

20. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Negosiasi Nomor
BA/238/BI0000/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang
Negosiasi penunjukkan PT. AMK sebagai mitra penjualan PT DI
dalam penjualan 1 unit pesawat CN235 MPA PDN TA. 2012-2014.

21. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan Nomor BA/0013/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20
Desember 2017. -

22, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan Nomor BA/0014/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20
Desember 2017.

23. 1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk Melina yang
berisikan 1 bundel print out dokumen PT. Angkasa Mitra Karya
dengan No. 01/AMK/I/2010 tanggal 06 Januari 2010 perihal
permohonan menjadi mitra penjualan yang ditujukan kepada
Direktur Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (persero).

24, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan PT.
AMK Nomor 36/A10000/BI/04/2010 tanggal 09 April 2010 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD.

25. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 43/A10000/B1/06/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit Helikopter Super Puma Bell NAS-332 C1 Tactical
Transport (NSP-20) untuk TNT AU.

26. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 02/AI0000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 3 unit Helikopter Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AU.

27. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan Nomor BA/0012/PTD/DN0000/12/2017 tanggal 20
Desember 2017.

28. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan

Nomor 03/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 4 unit Helikopter Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD.
29. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 04/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk TNI AU.

30. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 05/A10000/B1/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian
Pertahanan/TNI AD.
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31. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 08/A10000/B1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian
Pertahanan RI.

32. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 07/A10000/B1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 MPA untuk TNI AU.
33. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 10/A10000/B1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 16 unit Heli Serbu beserta persenjataan amunisi untuk
TNI AD dalam hal ini Helikopter Bell 412EP yang didanai melalui
kredit ekspor TA. 2012 s.d 2014.

34, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor PTD/0461/DN0000/07/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK .

35. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kemitraan
Nomor 013/AS0000/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan jasa overhaul 4 unit engine garret pesawat terbang casa
212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).
36. 1 (satu) buah bantex berwarna hitam berisi diantaranya :

a. 1 (satu) lembar print out Permohonan PT. Angkasa Mitra Karya
Menjadi Mitra penjualan beserta lampirannya tertanggal 29 Februari
2012.

b. 1 (satu) lembar print out Business Plan Program Pengadaan Heli
Serbu beserta Persenjataan dan Munisi PT. Angkasa Mitra Karya.

c. 1 (satu) lembar print out Rencana Kegiatan Pemasaran &
Penjualan PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. Angkasa Mitra
Karya periode : Februari s/d maret 2012.

d. 1 (satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Abadi Sentosa
Perkasa dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 003/k-
ASP/X1/2013 untuk Imbalan mitra penjualan atas kontrak 1 (satu)
Unit Helikopter Bell-412 EP senilai RP. 5.772.760.784,00 (Lima
Milyar Tujuh Ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu
tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

e. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy faktur penagihan PT. Abadi
Sentosa Perkasa kepada PT. Dirgantara Indonesia dengan No.
003/K-AsP/X1/2013 senilai 5.772.760.784,00 (Lima Milyar Tujuh
Ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enampuluh ribu tujuh ratus
delapan puluh empat rupiah).

f. 1 (Satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Abadi Sentosa
Perkasa dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 004/k-
ASP/X1/2013 untuk mitra penjualan pemeliharaan/pengadaan
SUCAD 3 (tiga) Unit Helikopter Super Puma NAS 332 L1 VVIP
Kementrian Sektretariat Negara Republik Indonesia sesuai
perjanjian kemitraan No.001/AS0000/12/2012 tertanggal 28
desember 2012.

g. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy invoice PT. Abadi Sentosa
Perkasa dengan no. 004/K-ASP/X1/2013 untuk imbalan Mitra
penjualan pemeliharaan/ pengadaan SUCAD 3 (tiga) Unit
Helikopter Super Puma NAS 332 L1 VVIP Kementrian Sektretariat
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Negara Republik Indonesia senilai Rp. 1.269.950.000 (satu milyar
dua ratus enampuluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah).

h. 1 (Satu) lembar kertas Kwitansi penerimaan PT. Angkasa Mitra
Karya dari PT. Dirgantara Indonesia dengan No. 014/k-
AMK/XI1/2013 untuk mitra penjualan 16 (enam belas) unit Heli
serbu beserta persenjataan dan Munisi TNI AD sesuai perjanjian
kemitraan No.10/A10000/B1/02/2012 tertanggal 29 Februari
2012senilasi USD. 877.963.76 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
sembilan ratus enam puluh tiga koma tujuh enam US Dollar).

i. 1 (Satu) lembar kertas fotocopy invoice PT. Angkasa Mitra
Karya dari PT. Dirgantara Indonesia untuk imbalan mitra penjualan
16 (enam belas) unit Heli serbu beserta persenjataan dan Munisi
TNI AD sesuai perjanjian kemitraan No.10/AI0000/B1/02/2012
senilai USD. 877.963.76 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu
sembilan ratus enam puluh tiga koma tujuh enam US Dollar).

37. 1 (satu) bundel perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia
(persero) dengan PT. Angkasa  Mitra Karya  No.
36/A1/0000/B/04/2010 tanggal 9 April 2010.

38. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dokumen surat penunjukkan No.
SP/001/A10000/B1/02/2010 tanggal 11 Februari 2010.
39. 1 (satu) lembar dokumen surat asli PT. Angkasa Mitra Karya No.

069/AMK/VI11/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Laporan Status
Program Kemitraan.

40. 3 (tiga) dokumen risalah rapat PT. Angkasa Mitra Karya-PT.
Dirgantara Indonesia (persero) tanggal 29 Januari 2010 acara
Evaluasi Permohonan PT. Angkasa Mitra Karya.

41. 2 (dua) lembar dokumen Business Plan proyek pengadaan 1 (satu)
Unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD melalui Dipa TA 2010.

42. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen Neraca per 31
Desember 2008 dan perhitungan Laba (rugi) tahun 2008 PT.
Angkasa Mitra Karya.

43, 2 (dua) lembar dokumen Business plan proyek pengadaan 1 (satu)

Unit Helikopter Bell 412 EP untuk TNI AD melalui Dana Hibah
DIP APBD Pemprov Kaltim TA 2009/2010 tanggal 21 Januari 2010.

44. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir surat penunjukkan No.
0321/A10000/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

45. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kemitraan antara PT. DI dengan
PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2007 s.d.2016.

46. 1 (satu) bundel fotocopy surat penunjukkan PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) kepada PT. Angkasa Mitra Karya tahun 2010
s.d. 2015.

47. 1 (satu) bundel fotocopy berita acara negoisasi antara PT. Dirgantara
Indonesia dengan PT. Angkasa Mitra Karya Tahun 2010 s.d. 2015.

48. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen dilegalisir berita acara

penyelesaian pekerjaan No.: BA/0017/PTD/DN0000/12/2017
tanggal 22 Desember 2017

49. 1 (satu) bundel dokumen dilegalisir perjanjian kemitraan No.
035/AI10000/B1/02/2010 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa tertanggal 16 Februari 2010.
50. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir AMANDEMEN I terhadap
perjanjian kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa No: 35/AI0000/B1/02/2010
tertanggal 7 Februari 2013.

Halaman 76 dari 116 halaman putusan No. 32/Pid. TPK /2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen dilegalisir Laporan Mitra
Penjualan PT. Bumiloka Tegar Perkasa periode Maret 2010 sampai
dengan September 2012.

52. 3 (Tiga) lembar print out dokumen Program Pemasaran
DIV.Hankam TA -2010 tanggal 9 Maret 2010.-
53. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari PT. Bumiloka Tegar

Perkasa kepada direktur teknologi dan pemngembangan PT
dirgantara Indonesia (persero) No. 150/BTP/III/2010 tanggal 25
Maret 2010 beserta lampiran.

54. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir surat dari PT. Bumiloka Tegar
Perkasa kepada Kadiv Pemasaran dan penjualan Direktorat Aircraft
Integration =~ PT.  Dirgantara  Indonesia  (Persero)  No.
387/BTP/VI11/2010 tanggal 14 Juli 2010.

55. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen perjanjian kemitraan
antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka
Tegar Perkasa No. 11/A10000/B1/06/2008 tanggal 12 Juni 2008.

56. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen fax No.
025/BI4000/1/2010 kepada direktur utama PT. Bumiloka Tegar
Perkasa U.p bpk Didi laksamana/ Bpk Cahyo Mulyono.

57. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir buku harian kas dan bank PT.
Angkasa Mitra Karya tanggal 11 November 2014.

58. 1 (satu) bundel print out dilegalisir dokumen faktur pajak PT.
Angkas Mitra Karya periode 2015 s.d 2018.

59. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Kwitansi PT. Angkasa Mitra
Karya, tahun 2013.

60. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Kwitansi PT. Angkasa Mitra
Karya, tahun 2012.

61. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (IDR) PT.

Angkasa Mitra Karya Nomor : 00000261-01-000402-30-3 pada
Bank BRI periode 2010 — 2018.

62. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (IDR) PT.
Angkasa Mitra Karya Nomor : 102-00-0409256-2 pada Bank
Mandiri periode 2010 — 2018.

63. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening koran (USD) PT.
Angkasa Mitra Karya Nomor : 026102000106301 pada Bank BRI
periode 2013- 2018.

64. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Angkasa
Mitra Karya Nomor : 00000261-01-000470-30-6 pada Bank BRI
periode 2011- 2013.

65. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Kuitansi Bumiloka tegar perkasa
2012-2014.
66. 1 (satu) buah Odner berwarna putih corak warna berisikan 1 (satu)

bundel Kwitans PT. Bumiloka Tegar Perkasa tahun 2010s.d. 2011.
67. 2 (dua) lembar print out dokumen DAFTAR PROJECT GROUP
BUMILOKA yang terdapat tulisan tangan diantaranya 1) AC Viking
= 16.651.

68. 1 (Satu) bundel print out dokumen Perincian Pengeluaran PT.
Bumiloka Tegar Perkasa -Project DI-Bell 412 TNI AD dengan no.
Proyek 16.515.

69. 2 (dua) lembar kertas yang terdiri dari 1 (satu) lembar tulisan tangan
Outstanding PT. DI -BTP (Bo 105) pertanggal 16/04.2010 dan (1)
satu lembar kertas print out List Tagihan PT. DI Project Bo-105
yang terdapat tulisan tangan 1. USD. 653.28.

70. 1 (satu) lembar surat dari PT. Dirgantara Indonesia (persero) kepada
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Bpk. Didi Laksamana direktur PT. Bumiloka Tegar Perkasa No.
589/120/B14000/12/2009 perihal biaya rapat negosiasi interdep
tanggal 8 Desember 2009 beserta lampiran.

71. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 465-900-890-9 pada Bank UOB periode
2014 —2018..

72. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 6790308881 pada Bank BCA periode 2010 —
2018.

73. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 0093726942 pada Bank BNI periode 01-31
Mei 2010.

74. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 7245149996 pada Bank BNI periode 2015 —
2018.

75. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 7245149985 pada Bank BNI periode 2016 —

2018.

76. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 2321860098 pada Bank Ekonomi periode
2010-2011.

77. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 932003841075 pada Bank Ekonomi periode

2012—-2014.

78. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1000757442 pada Bank Bukopin periode
2013-2018.

79. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1000758449 pada Bank Bukopin periode
2013 2016.

80. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026101001221302 pada Bank Bukopin
periode 01 - 28 Februari 2015.

81. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Pro
Rekayasa Nomor : 00000329-01-002833-30-4 pada Bank BRI
periode 2011.

82. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026102000027507 pada Bank BRI periode
2013-2018.

83. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026102000093304 pada Bank BRI periode
2014-2018.

84. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026101500243152 pada Bank BRI periode
2010-2017.

85. 1 (satu) fotocopy dilegalisir bundel Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1290000007894 pada Bank Mandiri periode
2016-2017.

86. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020002086558 pada Bank Mandiri periode
2010-2014.

87. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020005432650 pada Bank Mandiri periode
2014-2018.
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88. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020006624347 pada Bank Mandiri periode
2015-2018.

89. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020006589557 pada Bank Mandiri periode
September 2015.

90. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1290010821987 pada Bank Mandiri periode
2016-2018.

91. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020004578180 pada Bank Mandiri periode
2010-2018.

92. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (EUR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020004917610 pada Bank Mandiri periode
2010-2018.

93. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 1020004293806 pada Bank Mandiri periode
2010-2018.

94, 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026102000093304 pada Bank BRI periode
2013.

95. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026101000468309 pada Bank BRI periode
2010-2018.

96. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026118000005302 pada Bank BRI periode
2012-2018.

97. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026101500242156 pada Bank BRI periode
2010-2018.

98. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026101000394306 pada Bank BRI periode
2010-2018.

99. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (IDR) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026102500006158 pada Bank BRI periode
2010-2013.

100. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Rekening (USD) PT. Bumiloka
Tegar Perkasa Nomor : 026102000043309 pada Bank BRI periode
2010-2018.

101. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Bank Bukopin dengan no. Rek
1000758449 atas nama Bumiloka Tegar Perkasa periode Jan s/d 31
Des 2012.

102. 1 (Satu) bundel print out dokumen Inter Office Memo tertanggal 9
desember 2010 yang ditujukan kepada Pak Didi Laksamana cc Pak
Hamzah/Pak J. Himawan/Pak Nanang HB yang terdapat tulisan
tangan Pinjaman untuk Irjamal/BPK Rp. 300.000.000,00.

104. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“’Bell-412 EP Pemprov Kaltim — Project 16.575 — Closing --

105. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“’Bell-412 Hibah Pemda Kaltim (TA 2012) — Project 16XXX.

106. 2 (Dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“Bell-412 Hibah Pemda Kaltim (TA 2012) — Project 16XXX.

107. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“Bell-412 EP TNI AL APBN-P TA 2011 — 16560 (Kekurangan —
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Subsidi Bell AD).

108. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“Bell-412 EP TNI AL APBN-P TA 2011 — 16560 (Kekurangan —
Subsidi Bell AD) — realisasi.

109. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“Bell-412 EP TNI AD APBN-P TA 2011-P

110. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“Bell-412 EP TNI AL APBN-P TA 2011 — 16560 (Subsidi Bell AD
— Program 16.515) — Closing.

111. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“?CN235-220 Patmar TNI AL KE TA 2009 .

112. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
““NAS-332 Super Puma — Bangtekindhan 2011 (RPM TA 2011) —
Project 16XXX

113. 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir dokumen yang bertuliskan
NAS-332 SuperPuma-Bangtekindhan 2011 (RPM TA 2011) -
Project 16 XXX.

114. 2 (dua) lembar fotocop dilegalisir dokumen yang bertuliskan
CN235-220 Patmar TNI AL KE TA 2009-Project 16512.

115. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen yang bertuliskan
CN235-220 Patmar TNI AL KE TA 2009 — Project 16512 (final)
dengan contract value 79.998.275,00.

116. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“NC 212 — Bangtekindhan 2012 (RPM TA 2012) — Project 16XXX
dengan contract value 52614467000,00.

117. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir dokumen perhitungan proyek
“NC 212 — Bangtekindhan 2012 (RPM TA 2012) — Project 16XXX
dengan contract value N-103.

118. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen dilegalisir Bell 412 EP Heli
Angkut TNI AD KE TA 2009 —Project 16.515-Closing dengan nilai
kontrak USD 64.980.000,00.

119. 1 (Satu) buah Map plastik berwarna hijau merk melina yang
berisikan 1 bundel print out dokumen yang berisi dari Nota
Pinjaman atas nama Irzal Rinaldi Zaelani dengan Rekening Bank
Artha Graha an. R. Graciana Soeriadanoeningrat No. Rek.
0363204899.

120. 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti
Pengeluaran 1 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT.
Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa. -

121. 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti
Pengeluaran 2 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT.
Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa..

122. 1 (satu) ordner berwarna Merah Muda bertuliskan Bukti
Pengeluaran 3 yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT.
Abadi Sentosa Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.

123. 1 (satu) ordner berwarna Biru Tua bertuliskan Bukti Pengeluaran 4
yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa
Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.

124. 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 5
yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa
Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.

125. 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 9
yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa
Perkasa dan PT. Bumiloka Tegar Perkasa.
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126. 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 6 ASP
yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa
Perkasa.

127. 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 7 ASP
yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa
Perkasa.

128. 1 (satu) ordner berwarna Ungu bertuliskan Bukti Pengeluaran 8 ASP
yang berisikan dokumen asli bukti pengeluaran PT. Abadi Sentosa

Perkasa.

129. 1 (satu) map plastik Business File berwarna kuning berisikan
dokumen asli Penghubung 2015 dan Penghubung 2014.

130. 3 (tiga) lembar dokumen print out warna Perincian Pengeluaran -
Project PT. DI, Periode : 01-Jan-12 s/d 31-Des-2015, PROJECT
16591.

131. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan
Pengangkatan Sdr. BUDI SANTOSO di PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tahun 2007 s/d 2017.

132. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan
Pengangkatan Sdr. IRZAL RINALDI di PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tahun 2002 s/d 2017.

133. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan
Pengangkatan Sdr. BUDIMAN SALEH di PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tahun 2007 s/d 2017.

134, 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan
Pengangkatan Sdr. ARIE WIBOWO di PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) tahun 2004 s/d 2014.

135. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Akta Anggaran Dasar
PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan perubahannya dari tahun
1976 s/d 2019.

136. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) tentang Penetapan Struktur Organisasi PT.
Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2008 s/d 2018.

137. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Surat Keputusan
Direktur Aircraft Integration PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
nomor SKEP/027/A1/0000/02/2008 tanggal 26 Februari 2008.

138. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Permohonan
Pengesahan dan Penerbitan nomor 02/PP/CMC-DN/05/2006 tanggal
10-Mei-06.

139. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir dokumen Kebijakan Perusahaan
nomor 00-PTD-28A tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pemasaran
dan Penjualan.

140. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 71 Manual Sistem
Command Media PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal Juni
2007.

141. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Ketentuan Pelaksanaan
Perihal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Dirgantara
Indonesia (Persero).

142. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Part 72 Manual Sistem
Aministrasi Perkantoran PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal
Juni 2007.

143. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Jangka Panjang Perusahaan RJPP 2018-2022.

144, 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
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(Persero) RKAP 2019.
145. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2018.
146. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2017.
147. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2016.
148. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2015.
149. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia

(Persero) RKAP 2014.

150. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2013.

151. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru dan orange

bertuliskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) RKAP 2012.

152. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2011.

153. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak biru bertuliskan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) RKAP 2010.

154, 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu
bertuliskan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
buku 2008 dan 2009 Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
tanggal 01 Juli 2011.

155. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu
bertuliskan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
buku 2010 Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal
20 Desember 2011.

156. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak abu-abu
bertuliskan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang
Pengetahuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
tahun 2012 PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tanggal 20 Januari
2012.

157. 1 (satu) bundel dokumen asli Risalah Rapat Direksi PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) tahun 2006 s/d 2010.

158. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
013/AS0000/08/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk Pengadaan Jasa
Overhaul 4 unit Engine Garret pesawat terbang CASA 212-200
untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).

159. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
02/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 3 unit Helikopter Angkut Bell - 412EP untuk TNI AL.
160. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
03/A10000/B1/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
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Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 4 unit Helikopter Serbu Bell-412EP untuk TNI AD.

161. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
04/A10000/BI/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 2 unit Helikopter Super Puma NAS-332 untuk TNI AU.
162. 1 (satu) bundel dokumen Asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
05/A10000/B1/03/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit
Helikopter Bell 412EP untuk Kementerian Pertahanan/TNI AD.

163. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
07/A10000/B1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit pesawat terbang NC212-200 MPA untuk TNI AU.
164. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
08/A10000/B1/02/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 1 unit pesawat terbang CN235 MPA untuk Kementerian
Pertahanan RI.

165. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
10/A10000/B1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk
pengadaan 16 unit Heli Serbu untuk TNI AD.-

166. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0892/DN0000/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 17 unit
Weather Radar untuk TNI AD.

167. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen 1 tanggal 27 Oktober
2010 terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) dengan PT. Angkasa Mitra Karya Nomor
36/A10000/B1/04/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

168. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kemitraan Nomor
43/A10000/B1/06/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan 1 unit
Helikopter Super Puma Bell NAS-332 C1 Tactical Transport (NSP-
20) untuk TNI AU.

169. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
008/AS0000/06/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk pengadaan Jasa
Inspeksi Besar PI 1800 pesawat terbang CASA 212-200 Norek A-
9031 untuk Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).

170. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
009/AS0000/06/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk jasa pekerjaan
Harla TVA Helikopter BO-105/NV-414 untuk Pusat Penerbangan
Angkatan Laut (Puspenerbal).

171. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
09/A10000/B102/2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT AMK untuk 2 (dua) unit
pesawat terbang CN-235-220 Patmar untuk TNI Angkatan Laut.
172. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0537/DN0000/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. AMK untuk 12 unit
Heli Serang untuk TNI AD.
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173. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir perjanjian kemitraan
No. 002/AS0000/01/2015 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa tertanggal 14 Januari 2015.

174. 1 (satu) bundel dokumen asli perjanjian kemitraan No.
007/AS0000/02/2013 antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa tertanggal 18 Desember 2013.
175. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen I terhadap Perjanjian
Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Abadi Sentosa Perkasa Nomor PTD/01/60/A10000/03/2013 tanggal
01 Juli 2013.

176. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/1303/DN0000/11/2015 tanggal 27 November 2015 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa
Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan Super Puma NAS-332 untuk
Kementerian Sekretariat Negara RI.

177. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/093/AS0000/11/2016 tanggal 07 November 2016 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa
Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan lanjutan Helikopter
Super Puma AS-332 L2 VVIP untuk Kementerian Sekretariat
Negara RI.

178. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/040/AS0000/07/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Refurbishment Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP untuk
Kementerian Sekretariat Negara RI.

179. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/021/AS0000/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Reassembly dan Repainting Helikopter Super Puma AS-332
untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.

180. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/085/AS0000/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa
Perkasa untuk Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan Helikopter Super
Puma AS-332 L2 VVIP untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.
181. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/085/AS0000/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa
Perkasa untuk Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super Puma
NAS-332 L1 VVIP untuk Kementerian Sekretariat Negara RI.

182. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
001/AS0000/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 3 (tiga) unit
Helikopter Super Puma NAS-332 L1 untuk Kementerian Sekretariat
Negara RI.

183. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
006/AS0000/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit
Helikopter NBO-105 No. Reg. HR-1522 untuk Badan SAR
Nasional.

184. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
015/AS0000/1X/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perjanjian
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Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Pemasangan 1 (satu) unit Door Gun Post pada Helikopter NBO-105
untuk Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

185. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
003/AS0000/09/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 1 (satu) unit Engine
Garet Pesawat CASA-212-200 untuk Pusat Penerbangan Angkatan
Darat (Puspenerbad).

186. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
006/AS0000/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan suku cadang 3 (tiga) unit
Helikopter Super Puma NAS-332 untuk Kementerian Sekretariat
Negara (Setneg) RI.

187. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
004/AS0000/04/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit
Helikopter NBO-105 No. Reg. P-1111 untuk Polisi Udara (Polud).
188. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
008/AS0000/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit
Pesawat CAS-212-200 FDR No. Reg. PK-TLG untuk Badan
Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).

189. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
010/AS0000/05/2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa Perkasa untuk
Jasa Pemeliharaan serta Pengadaan Suku Cadang 1 (satu) unit
Pesawat CAS-212-200 FDR No. Reg. PK-TLG untuk Pusat
Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad).

190. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0493/DN0000/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa
Perkasa untuk Jasa Rebuild dan Inspeksi Besar Helikopter Bell 412
untuk TNT AD/ Puspenerbad.

191. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0098/DN0000/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Abadi Sentosa
Perkasa untuk Komponen Helikopter Bell 412 untuk TNI AD /
Puspenerbad.

192. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen ke-1 terhadap Perjanjian
Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT.
Bumiloka Tegar Perkasa Nomor 34/A10000/B1/02/2010 tanggal 05
Februari 2010.

193. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen perjanjian kemitraan
antara PT. Dirgantara Indonesia (persero) dengan PT. Bumiloka
Tegar Perkasa No. 11/A10000/B1/06/2008 tanggal 12 Juni 2008.

194, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir perjanjian kemitraan
No. 035/AI0000/BI/02/2010 antara PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) dengan PT. Bumiloka Tegar Perkasa tertanggal 16
Februari 2010.

195. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Perjanjian Kerjasama
Nomor 163.1/DU-LG/LB/11/2007 antara PT. DI dengan PT.
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Bumiloka Tegar Perkasa dalam bidang penyediaan material
Helikopter NBO-105 CBS (N-122).

196. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen-2 terhadap Perjanjian
Kerjasama Nomor 163.1/DU-LG/LB/11/2007 antara PT. DI dengan
PT. Bumiloka Tegar Perkasa dalam bidang penyediaan material
Helikopter NBO-105 CBS (N-122).

197. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
005/AS0000/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa
Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pemadam Kebakaran Engine
(Firex) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad.

198. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
007/AS0000/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa
Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara CASA NC-212/U-610 untuk
Pusat Penerbangan AL/ Puspenerbal.

199. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
011/AS0000/08/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa
Overhaul 2 unit MGB Helikopter BO-105 untuk Pusat Penerbangan
AD/ Puspenerbad.

200. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
006/AS0000/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Niaga Putra Bangsa untuk Jasa
Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Free Fall (Haho dan
Halo) untuk Pusat Penerbangan AD/ Puspenerbad.

201. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0507/DN0000/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi
untuk 7 (tujuh) unit Weather Radar Hasil Rakitan (Assembled by)
PT. DI untuk TNI AD/ Puspenerbad.

202. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0035/DN0000/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi
untuk Perbaikan dan Pengadaan komponen pesawat terbang Casa
212-200 serta perbaikan transmisi Helikopter BO-105 untuk TNI
AD/ Puspenerbad.

203. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0554/DN0000/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi
untuk Jasa Inspeksi Besar P! 1800 Pesawat Terbang Casa 212-200
untuk TNI AD/ Puspenerbad.

204. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0581/DN0000/07/2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa
Pekerjaan Harla IVC Pesawat Udara Casa NC212 untuk TNI AL/
Puspenerbal.

205. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/038/AS0000/07/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Penta Mitra Abadi untuk Jasa
Pekerjaan Harla IVA Pesawat Udara Helikopter Bolko NBO-105
untuk TNI AL/ Puspenerbal.

206. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0061/A10000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun
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Usaha untuk Perbaikan Alat Kendali Tembak BO-105 dan Perbaikan
/Pengadaan Avionik BO-105 untuk Pusat Penerbangan TNI AD.
207. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian
Kemitraan antara PT DI dengan PT Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0062/A10000/01/2013 tanggal 03 Agustus 2013.

208. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/063/A10000/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang
Perjanjian Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun
Usaha untuk Motor Rocket MK4/40, Handsmoke FZ-32 dan Inert
Practice untuk Kementerian Pertahanan RI/Mabes TNI/TNI AU.
209. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0068/DN0000/02/2014 tanggal 03 Agustus 2015.

210. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor
PTD/0382/DN0000/07/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha untuk
Jasa Perbaikan Rocket Launcher Helikopter BO-105 untuk
Puspenerbad.

211. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0415/DN0000/07/2014 tanggal 03 Agustus 2015.

212. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen Ke-1 terhadap Perjanjian
Kemitraan antara PT. DI dengan PT. Selaras Bangun Usaha Nomor
PTD/0477/DN0000/08/2014 tanggal 03 Agustus 2015.

213. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Angkasa Mitra Karya
tahun 2011 S/D 2014 yang di dalamnya terdapat dokumen yang
bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number
7303730.

214. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Angkasa Mitra Karya
tahun 2015 S/D 2018 yang di dalamnya terdapat dokumen yang
bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number
7300920.

215. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Abadi Sentosa Perkasa
tahun 2013 S/D 2014 yang di dalamnya terdapat dokumen yang
bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number
7304196.

216. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Abadi Sentosa Perkasa
tahun 2015 S/D 2017 yang di dalamnya terdapat dokumen yang
bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number
7303554.

217. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Bumiloka Tegar Perkasa
yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7300811.

218. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Niaga Putra Bangsa
yang di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya
Internal Posting Document Doc number 7304868.

219. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Penta Mitra Abadi yang
di dalamnya terdapat dokumen yang bertuliskan diantaranya Internal
Posting Document Doc number 7303553.

220. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Selaras Bangun Usaha
tahun 2016 S/D 2018 yang di dalamnya terdapat dokumen yang
bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number
7300559.

221. 1 (satu) buah ordner warna biru bertuliskan Selaras Bangun Usaha
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tahun 2014 S/D 2015 yang di dalamnya terdapat dokumen yang
bertuliskan diantaranya Internal Posting Document Doc number
7304811.

222, 1 (satu) bundel print out Data Transaksi PTDI dengan Mitra Periode
2010 s.d 2018.

223. 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan corak bertuliskan
Company Profile PT. Selaras Bangun Usaha.

224, 1 (satu) bundel dokumen asli Surat dari PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) Nomor : PTD/079/SL3000/11/2015 tanggal 18 November
2015 perihal Duplikasi Surat Penagihan kepada Direktur PT. Selaras
Bangun Usaha.

225, 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat dari PT. Selaras Bangun
Usaha kepada Direktur PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun
2015 s/d 2018.

226. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Penunjukan PT. Dirgantara
Indonesia (Persero) kepada PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2014.-
227. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Perjanjian Kemitraan
antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Selaras
Bangun Usaha tahun 2013 s/d 2014.

228. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Amandemen Ke-1
terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) dengan PT. Selaras Bangun Usaha tahun 2013 s/d 2014.
229, 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Berita Acara Negoisasi
antara PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan PT. Selaras
Bangun Usaha tahun 2015.

230. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Laporan Keuangan dan
Laporan Auditor Independen per 31 Desember 2017 serta untuk
tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 PT.
Selaras Bangun Usaha.

231. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Rekening Koran Bank
BRI dengan nomor rekening 033701000471305 atas nama Selaras
Bangun Usaha.

232. 1 (satu) bundel dokumen asli Rekening Koran dengan nomor
rekening 0187746578 atas nama Selaras Bangun Usaha.

233. 1 (satu) bundel tindisan slip bukti transfer dari PT. Selaras Bangun
Usaha ke PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

234. 1 (satu) buku kwitansi merek “Sinar Dunia” yang pada halaman
pertama telah diisi dengan No. 19/03/2013, telah terima dari Bapak
Didi Laksamana uang sejumlah #Dua ratus sepuluh juta rupiah#. -
235. 1 (satu) buku kwitansi merek “Sinar Dunia” yang pada bonggol hal
pertama tertulis No. FST.05.02.18.200.

236. 1 (satu) bundle berisi 10 (sepuluh halaman tulisan tangan catatan
keuangan dalam bentuk table yang pada halaman pertama ada
tulisan Tanggal 28/12/2011; AMT 150.000.000; TRANSAKSI 0132
( ); KODE 183.PD; THN 2011.

237. 2 (dua) lembar Print-Out nota pinjaman Irzal Rinaldi Zailani
Rekening Bank Artha Graha a.n. R. Graciana Soeriadananoeningrat
No. rek. 036 320 4899.

238. 1 (satu) bundle dokumen berisi 17 (tujuh belas) lembar Print-Out
NOTA PINJAMAN yang pada hal pertama bernomor: 01 / 19/ 03 /
2013. -

239. 1 (satu) lembar nota Print-Out pelunasan nomor: 01 /17 /12/2014.
240. 1 (satu) lembar Foto copy tulisan tangan pada kertas Memo berkop
PT. BUMLOKA TEGAR PERKASA.
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241. 1 (satu) lembar Print-Out table Biaya Kebutuhan Biaya Komitmen
Kontrak penjualan Direktorat Al tahun 2011 dan 2012.

242, 1 (satu) bundle dokumen berisi 3 (tiga) lembar Print-Out table yang
pada baris pertama berisi keterangan No.-Function-Name-Rounded
(Rp) dan baris kedua berisi keterangan KEMENTRIAN -
SEKRETARIAT. ----

243. 1 (satu) bundle dokumen berisi 13 (tiga belas) lembar Print-Out
yang halaman pertama berisi keterangan contract value rate USD.
244, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama atas nama IRZAL RINALDI
ZAILANI nomor Rekening 0261 — 01 — 042828-50-7.

245, 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2012 sampai dengan 31/12/2012.

246. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2013 sampai dengan 31/12/2013.

247. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2014 sampai dengan 31/12/2014.

248. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2015 sampai dengan 31/12/2015.

249, 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2016 sampai dengan 31/12/2016.

250. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2017 sampai dengan 31/12/2017.

251. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
02331495176 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2018 sampai dengan 31/12/2018.

252. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2010 sampai dengan 31/12/2010.

253. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2011 sampai dengan 31/12/2011.

254, 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2012 sampai dengan 31/12/2012.

255. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2013 sampai dengan 31/12/2013.

256. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2014 sampai dengan 31/12/2014.

257. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2015 sampai dengan 31/12/2015.

258. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2016 sampai dengan 31/12/2016.

259. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
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1/1/2017 sampai dengan 31/12/2017.

260. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BRI Nomor:
00501051233505 atas nama IRZAL RINALDI ZAILANI, periode
1/1/2018 sampai dengan 31/12/2018.

267. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ANGKASA MITRA KARYA
Perincian Pengeluaran — Project PT. DI.

268. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. ABADI SENTOSA
PERKASA Perincian Pengeluaran — Project PT. DI.

269. 1 (satu) bundel print out dokumen PT. BUMILOKA TEGAR
PERKASA Perincian Pengeluaran — Project PT. DI.

270. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI
Norek.026101000403309 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA
periode tahun 2010 s.d 2018.

271. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI
Norek.026101000469305 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA
periode tahun 2010 s.d 2018.

272. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Mandiri
Norek.102-00-0209700-1 a.n PT. ABADI SENTOSA PERKASA
periode tahun 2010 s.d 2014.

273. 1 (satu) bundel Dokumen Daftar PPN Yg Dibayarkan Kepada
Rekanan PT Angkasa Mitra Karya dan Daftar PPN Yg Dibayarkan
Kepada Rekanan PT Bumiloka Tegar Perkasa.

274, 1 (satu) bendel map plastik berwarna biru berisikan rekap
penerimaan sejumlah uang dari Sdr. DIDI Laksamana dan Sdr.
Abdul Faizal dari tahun 2015 s.d. 2017 dan mutasi rekening koran
Bank Rakyat Indonesia (Persero) dari tahun 2014 s.d. 2018 atas
nama Heri M Taufik H dengan nomor rekening 501050556502.-
284. 1 (satu) lembar Tindasan Bukti transfer dari PT. Selaras Bangun
Usaha kepada DEDI TURMONO uang sejumlah Rp. 58.000.000,-
(Lima puluh delapan juta Rupiah) dari Rekening PT Selaran Bangun
Usaha ke rekening DEDI TURMONO pada Bank Mandiri Cab.
Pajajaran no, rek. 132.000.463.8632, tertanggal 22/01/2018;-

285. 1 (satu) lembar Copy warna Bukti Setor tunai uang sejumlah Rp.
3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) yang dilakukan oleh FERRY
SANTOSA ke rekening BNI no rek 327277337 milik TOTO
PRATONDO tertanggal 19/10/2017;-

286. 1 (satu) bundel Faktur Pajak PT. Selaras Bangun Usaha NPWP: 21
078 314 8 428 000;

287. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer
Note Nomor / Number : KU0000-TR-0904-00017 beserta 1 (satu)
lembar asli dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT
Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 0021057907 mata uang
USD.

288. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer
Note Nomor / Number : KU0O000-TR-1012-00095 beserta 1 (satu)
lembar asli dokumen Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT
Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 0197352446 mata uang IDR.
289. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Direktur Keuangan
PT Dirgantara Indonesia Nomor :PTD/029/KA0000/01/2011 perihal
Susulan tanda-tangan beserta 1 (satu) lembar fotokopi Nota Transfer
/ Transfer Note Nomor / Number : KU0000-TR-1101-00092 beserta
1 (satu) lembar fotokopi dokumen Lampiran Nota Transfer Nomor :
KUO0000-TR-1101-00092 dan 1 (satu) lembar asli dokumen
Rekening Koran Giro Bank BNI a.n. PT Dirgantara Indonesia
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Nomor Rekening 0021057894 mata uang IDR.

290. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer
Note Nomor / Number : KU0O000-TR-1204-00009 beserta 1 (satu)
lembar print out warna dokumen Rekening Koran Giro Bank BRI
a.n. PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 000501001392309
mata uang IDR.

291. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Nota Transfer / Transfer
Note Nomor / Number : KU0O000-TR-1206-00219 beserta 1 (satu)
lembar print out warna dokumen Rekening Koran Giro Bank BRI
a.n. PT Dirgantara Indonesia Nomor Rekening 000501001118307
mata uang IDR.

292. Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening korang PT. PENTA MITRA
ABADI Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Jakarta
Pusat periode 2015.

293. Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening korang PT. PENTA MITRA
ABADI Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Jakarta
Pusat periode 2016.

294. Copy 1 (satu) bundel dokumen rekening korang PT. PENTA MITRA
ABADI Nomor 026101001293309 pada BRI Cabang Krekot Ja
karta Pusat periode 2017.

295. Copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
AHU-AH.01.03-0163602 tanggal 18 Agustus 2017 tentang
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. PENTA
MITRA ABADL

296. Copy 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0015063.AH.01.01. Tahun
2015 tanggal 02 April 2015 tentang pengesahan pendirian badan
hukum PT. PENTA MITRA ABADI.

297. Foto 1 (satu) lembar Surat Pengunduran diri an DEVI
ARRADHANI YANTY, sebagai Direktur Utama PT. PENTA
MITRA ABADI tanggal 31 Januari 2017.

298. 1 (satu) bundel bonggol cek asli Bank Rakyat Indonesia dengan
nomor rekening 0261.01.001293.30.9 atas nama PT PENTA MITRA
ABADI nomor seri : CFK 772401 s.d CFK 772425.

299. 1 (satu) bundel bonggol cek asli Bank Rakyat Indonesia dengan
nomor rekening 0261.01.001293.30.9 atas nama PT PENTA MITRA
ABADI nomor seri : CFK 631151 s.d CFW 631175.

300. 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 020.004-

15.40046244.

301. 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 010.017-
17.49961469.

302. 1 (satu) bundel Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 031.017-
17.49961470.

303. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.017-
17.49961471.

304. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030-
16.85960417.

305. 1 (satu) lembar Salinan Faktur Pajak dengan nomor seri : 030.030-
16.85960418.

306. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Data Penarik Transaksi a.n

PT. PENTA MITRA ABADI No : 010/PMA/VIII/2019 tanggal 19
Agustus 2019.
307. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
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Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2009 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

308. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2010 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero

309. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2011 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

310. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2012 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

311. 1 (Satu) buah fotocopy buku Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Aircraft Services (ACS) 2013 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
312. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2014 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

313. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2015 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

314. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2016 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

315. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2017 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

316. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Aircraft Services (ACS) 2018 PT. Dirgantara
Indonesia (Persero)

317. 1 (satu) buah fotocopy buku dilegalisir RKA Tahun 2014 & RJPP
tahun 2014-2018 Direktorat Niaga dan Restrukturisasi tahun 2014
PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

318. 1 (satu) buah fotocopy buku RKA Tahun 2016 Direktorat Niaga dan
Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

319. 1 (satu) buah fotocopy buku dilegalisir RKA Tahun 2017 Direktorat
Niaga PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

320. 1 (satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2018 Niaga PT. Dirgantara Indonesia
(Persero).

321. 1 (Satu) bundel print out list rekening koran pembayaran ke Mitra
periode tahun 2010 s/d 2018 berkop Dirgantara Indonesia
INDONESIAN AEROSPACE (lae) beserta 1 (Satu) bundel
lampiran rekening koran pembayaran ke mitra

322, 1 (Satu) bundel print out Summary: Kontrak Penjualan PTDI dan
Transaksi PTDI dengan Mitra Periode 2010-2018

323. 1 (Satu) Bundel dokumen print out Laporan Transaksi Bank BRI
dengan No Rekening 019301001797302 atas nama PT Niaga Putra
Bangsa periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2015

324. 1 (Satu) Lembar REKAP MUTASI REKENING PT NIAGA
PUTRA BANGSA BRI dengan No rekening 019301001797302 atas
nama PT Niaga Putra Bangsa yang ditandatangani Lineke Priscela
325. 3 (Tiga) lembar Rekap Mutasi Rekening PT. Penta Mitra Abadi
yang ditandatangani ole Devi Arradhani Yanty

326. 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2014 Direktorat
Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).
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327. 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2015 Direktorat
Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

328. 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2016 Direktorat
Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

329. 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2017 Direktorat
Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

330. 1 (satu) buah print out legalisir buku RKA Tahun 2018 Direktorat
Produksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

331. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2010 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

332. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Usaha Teknologi Dan Pengembangan Tahun
2011 PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

333. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Usulan Rencana Kerja &
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2012 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

334. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Usulan Rencana Kerja &
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2013 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

335. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2014 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

336. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2015 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

337. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2016 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

338. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2017 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

339. 1 (Satu) buah fotocopy buku dilegalisir Rencana Kerja Dan
Anggaran Direktorat Teknologi Dan Pengembangan Tahun 2018 PT.
Dirgantara Indonesia (Persero)

340. 5 (Lima) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank Niaga
nomor 704708238400 atas nama TOTO PRATONDO periode
Januari s.d. Februari 2018.

341. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode
September 2015.

342. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode
Desember 2015.

343. 5 (lima) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari-
Februari 2016.

344, 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode April
2016.

345. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Juni
2016.

346. 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
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nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Oktober
2016.

347. 4 (empat) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode
November 2016.

348. 4 (empat) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Maret
2017.

349. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Agustus
2017.

350. 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode
September 2017.

351. 3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BNI
nomor 0327277337 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari-
Februari 2018.

352. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari
2016.

353. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Februari
2016.

354, 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode April
2016.

355. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Juni
2016.

356. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Oktober
2016.

357. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode
November 2016.

358. 2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Maret
2017.

359. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Agustus
2017.

360. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode
Septembr 2017.

361. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Januari
2018.

362. 1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Rekening Bank BCA
nomor 5140413439 atas nama TOTO PRATONDO periode Februari
2018.

363. 1 (satu) bundel print-out buku Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Direktorat Aircraft Integration 2010 PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

364. 1 (satu) bendel print-out Usulan Rencana Kerja dan Anggaran
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Direktorat Aircraft Integration 2012 PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

365. 1 (satu) bendel print-out Usulan Rencana Kerja dan Anggaran
Direktorat Aircraft Integration 2013 PT. Dirgantara Indonesia
(Persero) yang ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

366. 1 (satu) bendel print-out RKA Tahun 2015 Direktorat Niaga &
Restrukturisasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang
ditandatangani Irlan Budiman dan Ari Leliana.

367. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri Nomor:
1320004638632 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015 sampai
dengan 31/12/2018.

368. 1 (satu) bundel print out Laporan Transaksi Bank BRI Nomor:
000501050843501 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015
sampai dengan 31/12/2016.

369. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI Nomor:
0177723416 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2015 sampai
dengan 31/12/2018.

370. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA Nomor:
7771209142 atas nama Dedi Turmono, periode 1/1/2016 sampai
dengan 31/12/2018.

371. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2008 dan 2007;

372. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2009 dan 2008;

373. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2010 dan 2009;

374. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31
Desember 2011 dan 2010;

375. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2012 dan 2011;

376. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2013 dan 2012;

377. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2014 dan 2013;

378. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan

Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2015 dan 2014;
379. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasan dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2016 dan 2015;
380. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2017 dan 2016;
381. 1 (satu) buah buku asli Laporan Keuangan Konsolidasian dan
Informasi Tambahan Untuk Tahun—tahun yang Berakhir 31
Desember 2018 dan 2017,
382. 1 (satu) bundle printout Transaksi Dalam Akun 19B dan 81A
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Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018;

383. 1 (Satu) bundel printout dokumen transaksi dalam akun 19B dan
81A tahun 2008 s.d. 2018.

384. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara
Indonesia (Persero) Nomor:
SKEP/090/032.06/KA0000/NTD/04/2010 tentang Pemberhentian,
Pengangkatan dan Rotasi Jabatan Manager di Lingkungan Divisi
Perbendaharaan Direktorat Keuangan dan Administrasi;

385. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara
Indonesia (Persero) Nomor:
SKEP/592/032.06/DU0000/PTD/11/2013 tentang Pengangkatan
Manajer di Lingkungan Divisi Perbendaharaan Direktorat
Keuangan;

386. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor: 184/PD0000/01/2016 dari
Kadiv Perbendaharaan — KU kepada Direktur Umum dan SDM
perihal Perpanjangan PKWT tanggal 29 Januari 2016;

387. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Intern Nomor:
Sprint/001/KU0000/09/2014 tanggal 30 September 2014,

388. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara

Indonesia (Persero)
Nomor:SKEP/477/035.04/DU0000/PTD/07/2014 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja karena Mencapai Usia Pensiun (55
Tahun).

389. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BRI 0005-
01050843501 tanggal 22/09/2015 sampai dengan 06/12/2016
dengan total Rp 1.542.939.000 beserta lampiran bukti transaksinya;
390. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BCA 7771209142
tanggal 12/10/2015 sampai dengan 19/02/2018 dengan total Rp
555.300.000 beserta lampiran bukti transaksinya;

391. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi BNI 0177723416
tanggal 16/05/2015 sampai dengan 19/02/2018 degan total Rp
1.438.000.000 beserta lampiran bukti transaksinya;

392. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan
P ACHMAD tanggal 27/10/15 sampai dengan 20/02/18 dengan total
Rp 666.600.000 beserta lampiran bukti transaksinya;

393. 1 (satu) bundel print out table daftar transaksi dengan tulisan tangan
P TOTO tanggal 12/09/2014 sampai dengan 03/08/2018 degan total
Rp 1.575.249.500 beserta lampiran bukti transaksinya;

394, 1 (satu) lembar copy laporan transaksi Bank BRI atas nama
CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 000501079478503
cabang Bandung AA periode 01/02/2018 sampai dengan 28/02/18;
395. 1 (satu) lembar copy laporan transaksi Bank BRI atas nama
CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 130101006462502
cabang KK PT DIRGANTARA INDONESIA periode 01/02/2018
sampai dengan 28/02/18;

396. 2 (dua) lembar copy rekening koran Bank Mandiri atas nama
CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 1320095042736
periode 01/02/2018 sampai dengan 28/02/18;

397. 3 (Tiga) lembar copy rekening koran Bank Mandiri atas nama
CHAIRUL ANWAR dengan nomor rekening 1320095042736
periode 01/01/2018 sampai dengan 31/01/18.

398. Copy 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan nomor
rekening 0095021361 atas nama ACHMAD SENJAYA periode 1
Januari 2015 s/d 31 Desember 2018
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399. Copy 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor
rekening 0095021361 atas nama ACHMAD SENJAYA periode 1
Februari 2018 s/d 28 Februari 2018;

400. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BRI dengan nomor
130101000670505 atas nama ANDI SUKANDI periode Juli 2010
s.d. Desember 2018

401. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank BNI dengan nomor
0174191700 atas nama ANDI SUKANDI periode 01 Januari 2009
s.d. 21 November 2019

402. 1 (satu) bundel print out Rekening (IDR) Bank BRI atas nama PT.
ANGKASA MITRA KARYA Nomor Rekening: 0126101000402303
403. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dengan nomor
rekening 000501063687504 atas nama ARIE WIBOWO Periode
Januari 2012 s.d. Desember 2018;

404. 1 (Satu) bundel copy rekening koran Bank BCA dengan nomor
0860281058 atas nama ARIE WIBOWO IR periode tahun 2008 s.d.
2011,

405. 1 (Satu) bundel copy rekening koran Bank BCA dengan nomor
0860281058 atas nama ARIE WIBOWO IR periode tahun 2012 s.d.
2013

406. 1 (satu) bendel fotokopi buku tabungan Bank BRI dengan No. rek.
078101015777537, a.n. Dani Rusmana tanggal cetak 15/12/11 s.d.
18/05/19

407. 1 (satu) bendel printout rekening Bank BNI TAPLUS BISNIS
PERORANGAN dengan nomor rekening 1900090007 atas nama
Bpk. DEDY IRIANDY periode 01/01/2012 sampai dengan
31/12/2016.

408. 1 (satu) bendel printout Laporan transaksi rekening Bank BRI
dengan nomor rekening 000501000188561 atas nama Bpk. DEDY
IRIANDY periode 01/01/2012 sampai dengan 31/12/2016.

409. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA atas nama DJADJANG
TARDJUKI dengan nomor rekening 00081175224, periode tahun
2010 -—2018

410. 1 (satu) bendel printout rekening BRI dengan nomor rekening
130101006962502 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1
Januari 2015 sampai dengan 31 Juli 2017.

411. 2 (dua) lembar printout rekening BRI dengan nomor rekening
000501050270504 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Juni
2013 sampai dengan 30 Juni 2013.

412. 1 (satu) bendel printout rekening BRI dengan nomor rekening
0008181091 atas nama MUHAMMAD FIKRI periode 1 Januari
2015 sampai dengan 31 Juli 2017

413. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 237.250.000 dengan No ID Didi
Laksaman, Nama Himawan, tgl 10/8/12.

414. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama
JANNIE JI. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor
rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/06/12-30/06/12.
415. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama
JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor
rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/08/12-31/08/12.
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416. 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama
JANNIE JI. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor
rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/09/12-30/09/12.
417. 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama
JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor
rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/12/12-31/12/12.
418. 2 (dua) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama
JANNIE Jl. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor
rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/01/13-31/01/13
419. 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Bank BRI atas nama
JANNIE JI. Madu No. 36 RT 005/003, Kel Mangga Besar/Kec.
Taman Sari, Jakarta Barat, Tamansari Jakarta Barat, dengan nomor
rekening 203801000040506, Periode Transaksi 01/06/14-30/06/14
420. 1 (satu) lembar scan KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Didi
Laksamana dengan NIK 3172020302510002.

421. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 479.800.000 dengan No ID Abdul
Faizal, Nama Himawan, tgl 18/6/14.

422. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt.
Ruko Permai Lokasari Blok B No. 28 Jl. Mangga Besar Raya
Jakarta Barat dengan jumlah rupiah 359.850.000 dengan No ID
Abdul Faizal, Nama Himawan, tgl 18/6/14.

423. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 236.500.000 dengan No ID sebuah
tanda tangan, Nama Himawan, tgl 16/6/14.

424, 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 981.500.000 dengan No ID Himawan,
Nama Sugeng, tgl 31/1/13.

425. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 479.219.500 dengan No ID Sugeng,
Nama Himawan, tgl 4/9/12

426. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 479.880.000 dengan No ID Sugeng dan
sebuah tanda tangan, Nama Himawan, tgl 31/8/12

427. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 955.860.000 dengan No ID sebuah
tanda tangan, Nama J. Himawan Drs, tgl 4/6/12

428. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 194.455.000 dengan No ID Himawan,
Nama Sugeng, tgl 14/2/12

429. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 950.380.000 dengan No ID Abdul,
Nama Himawan, tgl 13/6/12
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430. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 474.600.000 dengan No ID Himawan,
Nama Pa Enang, tgl 19/6/12

431. 1 (satu) lembar scan Nota Pembelian SINCERE VALINDO pt. Ruko
Permai Lokasari Blok B No. 28 JI. Mangga Besar Raya Jakarta
Barat dengan jumlah rupiah 475.682.500 dengan No ID Pa Nang
dan sebuah tanda tangan, Nama Himawan, tgl 28/6/12

432. 1 (satu) lembar Salinan scan Surat Izin Mengemudi atas nama
Sugeng Riyadi, J Himawan Drs, dan Abdul Faizal.

433. 1 (satu) bendel print out Dirgantara Indonesia Account Statement
Bank BNI dengan Account No. 0021057963 from 01/01/2013 to
31/12/2013

434. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8359136 atas
nama NENNY SUTAENY Norek.036-3200-516.

435. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8192902 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
2985.

436. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8269164 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

437. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8288844 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

438. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8297145 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

439. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8322591 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

440. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8370248 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

441. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8444983 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

442. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8484337 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899

443. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Artha Graha No: 8521387 atas
nama GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.R Norek.036-320-
4899.

444, Print Out 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan bank BCA dengan No.
Rekening 7800164243 atas nama Sdri. WIWI AYU MOKOGINTA
Periode Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016.

445. Print Out 1 (Satu) Bundel Rekening Tahapan bank BCA dengan No.
Rekening 7800164243 atas nama Sdri. WIWI AYU MOKOGINTA
Periode Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.

446. 1 (Satu) bundel Rekening BCA KCP Cimahi atas nama ADE YUYU
WAHYUNA dengan No. Rekening 02821481441 periode Januari
2010 sampai dengan Desember 2018

447. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan
nomor rekening 0329-01003521-30-8 atas nama PT Alsin Gasindo
Corporation.
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448. 1 (satu) bundel rekening koran bank BRI periode tahun 2016 dengan
nomor rekening 0329-01002879-30-0 atas nama PT Quartagraha
Adikarsa.

449, 2 (dua) lembar rekening koran bank mandiri periode bulan April
dengan nomor rekening 101-000-670-176.5 atas nama ALIF PANJI
PURNA.

450. 1 (Satu) bundel rekening tahapan bank BCA atas nama ANDI
SUKANDI DRS. dengan No. Rekening 02821224782 periode 1
Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2018.

451. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI KK VIRAMA
KARYA dengan nomor 123901002314506 atas nama WIWI AYU
MOKOGINTA periode 01-02-2017 S/D 12-2017

452. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank BRI KK VIRAMA
KARYA dengan nomor 123901002314506 atas nama WIWI AYU
MOKOGINTA periode 01 Agustus 2020 s.d. 21 Agustus 2020

453. 1 (Satu) lembar rekening tahapan BCA atas nama Djadjang Tardjuki
dengan nomor rekening 00081175224 periode bulan Desember
2012.

454. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dengan nomor
rekening 078101003366502 atas nama ARIE WIBOWO Periode
Januari 2015 s.d. Desember 2017

455. Prosedur Kebijakan Perusahaan tentang Pemasaran dan Penjualan
Nomor 00-PTD-28A tanggal 19 Oktober 2009.

456. Prosedur Kebijakan Perusahaan tentang Bisnis Perusahaan Nomor
00-PTD-01B tanggal 19 Mei 2017.

457. Prosedur Administrasi Prosedur tentang Penjualan Part 02 Nomor
02-DN-001A tanggal 22 Mei 2006.

458. Prosedur  Administrative Prosedure tentang Penagihan untuk
kontrak pernjualan part 53 Nomor 53-KP-003 tanggal 15 Maret
2017.

459. Prosedur Administrative Procedure tentang Penagihan kontrak
penjualan part 53 Nomor 53-AP-SL-003 tanggal 15 Maret 2017.

460. Prosedur From Instruction tentang Penagihan kontrak penjualan
part 53 Nomor 53-FI-SL-003 tanggal 15 Maret 2017.

461. Prosedur Ketentuan Pelaksanaan (KP) tentang Sistem Pengelolaan
Publikasi Command Media part 71 Nomor 71-KP-001 tanggal 20
April 2007.

462. 1 (Satu) bundel Copy administrative Procedure (AP) No: 62-AP-
PD-003B, tentang Proses Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa
dan Pertanggungjawabannya.

463. 2 (Dua) lembar copy Activity diagram prosedur tagihan pengadaan
barang dan jasa.

464. 3 (Tiga) lembar rekening koran BCA KCP Warung Buncit dengan
No. Rekening 05520425049 atas nama MUHAMMAD IMAM
SETIJADI periode 01-2015 S.D. 12-2015

465. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja
Jakarta Tanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503
atas nama MULHIM ASYROF periode 01/03/13-31/03/13.

466. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja
Jakarta Tanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503
atas nama MULHIM ASYROF periode 01/04/13-30/04/13.

467. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI Unit Kerja
Jakarta Tanah Abang dengan nomor rekening 001801032673503
atas nama MULHIM ASYROF periode 01/05/13-30/05/13.
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475. 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis flashdisc

merk Sandisk, Warna hitam merah, SN: 4C530000060129203052,

dimana dalam media tersimpan file-file:

No Nama Nilai Hash MD5 “;‘iilels

1 Budget CostCenter - | 22c2d58448424bb2466723ba lsx
2013-2018.xlsx 551893ce5cac8dee )

2 Budget HK  2009- | 366a7391f85d1714459091d9 lsx
2011 .xlsx d29286d875674703 )
Budget  Program = Pra | g3 45886360335¢812¢

3 Kontrak 2013-2018 S1a21af916fdf7af xlsx
(SAP).xls
Budget Program | ¢;-6.9c2637e60d3bSbbabb

4 Terkontrak 2013 - 2018 2b21fd380a83536 xlsx
(SAP).xlsx

5 Data Budget - FIS - | e3fc8621ad4f895e30100e6e7 sx
2009-2012.xlsx 23e9346d63bbbc8 )

476. 1 (satu) keping DVD+R DL, merk: Verbatim, kapasitas: 8,5 GB

dengan nomor: FAS5AU5Z700E000T0 yang didalamnya terdapat

informasi dan atau Dokumen elektronik yang merupakan hasil

unduh  konten email dari akun email dengan alamat

andisukandi@ymail.com yang dimiliki oleh ANDI SUKANDI

dengan menggunakan aplikasi Cellebrite UFED Cloud versi

7.35.0.33, dengan nama file dan nilai Hash sebagai berikut:

FileNames MD5 SHA1

A;dzlozo_of‘lka“dl 5987040b3b1fb5c9b99783 | 6bf00b7209d22965541b99

oo ad67030dd2 b568c8ec0c7d8199d2

22_Report.ufdr

Barang Bukti No.261 sampai No.266 dikembalikan kepada saksi IRZAL RINALDI
ZAILANI, yaitu berupa:

261. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Cabang Bandung AA Nomor
Buku 36795972 dengan nomor rekening 0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL
RINALDI.

262. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium Nomor Kartu 5326 5900
0101 7777 a.n. IR IRZAL RINALDI.

263. 1 (satu) buah kartu Advance Debit HSBC Nomor Kartu 4835 7740 2152
4197 a.n. IRZAL R ZAILANI.

264. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening
2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI PR.

265. 1 (satu) buah kartu Paspor Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120
1172 8969.

266. 1 (satu) buah kartu Citigold World Debit Citibank Nomor Kartu 5599 0977
3254 2446 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANIL

Barang Bukti No.275 sampai No0.283, No0.468 sampai No.470, dikembalikan kepada
saksi DEDI TURMONO yaitu berupa:

275. 1 (satu) buah salinan Akta Jual Beli Tanah No : 410/2015, dari Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Risdiyani Tandi, S.H. Daerah kerja kota bandung
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 313-XVII-2006 tanggal 18
Desember 2006 terkait jual beli tanah di jalan pasir impun kaveling E11;

276. 1 (satu) lembar surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Dedi Turmono dengan
Nomor pajak wajip pajak 07.956.954.7.428.000 tertanggal 19 November
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2015;

277. 1 (satu) buah sertifikat Hak milik tanah atau tanda bukti hak yang dikeluarkan
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kota
Bandung Kecamatan Mandalajati kelurahan Pasir Impun dengan No sertifikat
: BN 099421 atas nama Sdr. Dedi Turmono;

278. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Lunas PBB D766-0027/Cabang
Tamansari berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal
03 September 2018 dengan pokok PBB P2 sebesar Rp. 263.924,00- atas nama
Dedi Turmono;

279. 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran Lunas PBB F633-0349/KCP Marta
Dinata berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal 27
agustus 2019 sebesar Rp. 263.924,- atas nama Dedi Turmon;

280. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
5.000.000,- (Lima Juta rupiah) untuk booking fee block E 11 Type 50
Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang
ditandatangani bermaterai pada 17 September 2015 oleh Sdri. Risa;

281. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
600.000.000,- (Enam Ratus Juta rupiah) untuk pembayaran cash I block E 11
Type 50 Tasmanian untuk pembelian satu unit rumah di perumahan bandung
city view 2 yang ditandatangani bermaterai pada 02 November 2015 oleh Sdri.
Risa;

282. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
14.826.087,-(Empat Belas Juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan
puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Lunas cash block E 11 Type 50
Tasmanian satu unit rumah di perumahan bandung city view 2 yang
ditandatangani bermaterai pada 06 November 2015 oleh Sdri. Risa;

283. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari Sdr. Dedi Turmono senilai Rp.
25.173.913,- (Dua puluh lima Juta Seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus
tiga belas rupiah) untuk BPHTB block E 11 Type 50 Tasmanian satu unit
rumah di perumahan bandung city view 2 yang ditandatangani bermaterai
pada 06 November 2015 oleh Sdri. Risa;

468. 1 (satu) buah Acces card perumahan Bandung City View 2 E11;

469. 1 (satu) set kunci rumah di perumahan bandung city view 2 E 11 atas nama
Dedi Turmono;

470. 1 (satu) bidang Tanah beserta bangunan diatasnya sesuai sertifikat Hak milik
tanah atau tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan
Mandalajati kelurahan Pasir Impun kavling E11 dengan No sertifikat : BN
099421 atas nama Sdr. Dedi Turmono.

Barang Bukti No0.103, No.471 sampai No.474 dikembalikan kepada saksi NANANG
HAMDANI BASNAWTI yaitu berupa:

103. 1 (Satu) buah Map warna kuning yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen
Nota Pinjaman Nomor 01/30/2016 bermaterai yang ditanda tangani oleh Didi
Laksamana dan Irzal Rinaldi Zailani.

471. 1 (Satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-N960F, Warna: Hitam,
SN: RR8K70MJ7KJ, IMEI 1: 359447095040838, IMEI 2: 359448095040836,
yang didalamnya terdapat SIM card 1 Kartu Telkomsel nomer kode : 0025
0000 1385 6538, SIM card 2 Kartu Telkomsel nomor kode : 8967 0117 0000
583409, tanpa Memory card, dengan casing transparan, dan PIN 030666.

472. 1 (Satu) unit tablet, Model Name: iPad mini 4, Model Number: MK8D2LL/A,
Warna: Hitam, SN: DLXQMO086GHMN, IMEI : 35 927606 115704 9, yang
didalamnya terdapat SIM card Kartu Telkomsel nomer kode : 0025 0000 0893
9656, tanpa Memory card, dengan casing biru , dan PIN 030666.

473. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa USB Flash Disk Merk Cruzer Edge,
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Warna Merah Hitam, Kapasitas 8GB, dengan dengan nomor kode : SDCZ51-
008G B1177253396.

474. 1 (satu) buah perangkat elektronik jenis Laptop Merk : ASUS, Warna abu-abu,
Model : UX360C, Nomor Seri : GOINOCX06F063363, beserta power adaptor
serta satu buah tas laptop warna hitam merk ASUS.

Barang Bukti No.477 sampai No0.478, N0.485 sampai N0.494, N0.496 sampai No0.527,
dinyatakan dirampas untuk Negara, yakni berupa:

477. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI
Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh
DINAH ADRIANI tanggal 26 Mei 2020-

b. Uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh DINAH ADRIANI pada tanggal 26 Mei 2020 ke rekening
Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No.
Rekening 8844202002510010.

478. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formuhir Pemindahbukuan Bank
BNI dari rekening nomor 0020867286 a.n. ADE YUYU WAHYUNA ke
rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia
No. Rekening 8844202002510010 sebesar Rp 809.159.500,- (delapan ratus
Sembilan juta seratus Jima puluh Sembilan ribu hima ratus rupiah) tanggal 20
Mei 2020

b. Uang sebesar Rp 809.159.500,- (delapan ratus Sembilan juta seratus Jima
puluh Sembilan ribu Jima ratus rupiah) yang telah disetorkan oleh ADE
YUYU WAHYUNA pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n.
Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010

485. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran tunai Bank BNI dari No.
Rekening 195908268 atas nama Dedy Iriandy ke rekening penampungan
KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 183.500.000,00
(Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu) tertanggal 14 mei 2020 jam
11:13:23 Penyetor : Dedy riandy;-

b. Uang sebesar 183.500.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta lima ratus
ribu) yang telah disetorkan oleh Dedy riandy pada tanggal 14 mei 2020 jam
11:13:23 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.

486. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindahbukuan Bank
BNI dari Rekening Bank BNI a.n. ACHMAD SENJAYA Norek.0095021361
sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Rekening Bank
BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI Norek.8844202002510010
dengan keterangan Pengembalian Uang Perkara PT Dirgantara Indonesia a.n.
ACHMAD SENJAYA;-

b. Uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ACHMAD SENJAYA ke rekening Bank BNI a.n.
Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010.

487. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Rekening Bank BNI
Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh
IR.ENANG SUPARMAN tanggal 20 Mei 2020;-

b. Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ENANG SUPARMAN pada tanggal 20 Mei 2020 ke rekening
Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No.
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Rekening 8844202002510010.---

488. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran tunai Bank BNI dari No.
Rekening 0020060687 atas nama DJADJANG TARDJUKI ke rekening
penampungan KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp.
660.00.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 19 mei 2020
jam 09:46:01 Penyetor : DJADJANG TARDJUKTI;

b. Uang sebesar Rp 660.000.000,00,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
yang telah disetorkan oleh DJAJANG TARJUKI pada tanggal 19 Mei 2020 ke
rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia
No. Rekening 8844202002510010.

489. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI kepada
Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI
Norek.8844202002510010 sebesar Rp 137.421.020,- terbilang seratus tiga
puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh rupiah dengan
keterangan Penyetor: Bpk TOTO PRATONDO, REK No. 0327277337; Tujuan
transaksi : Pengembalian AN Toto P;

b. Uang sebesar Rp 137.421.020,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus
dua puluh satu ribu dua puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh TOTO
PRATONDO ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010.-

490. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setoran Bank BJB dari No. Rekening
0242800460360 atas nama Dedi Turmono .ke rekening penampungan KPK
Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam
ratus juta rupiah) tanggal 18 mei 2020;

b. Uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh DEDI TURMONO ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan
KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;
491. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI sebesar
Rp 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
Rekening Bank BNI Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK
Perkara yang disetor oleh CHAIRUL ANWAR tanggal 20 Mei 2020;

b. Uang sebesar Rp 17.850.000,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh
ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh CHAIRUL ANWAR pada tanggal 20
Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia No. Rekening 8844202002510010;

492, a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setor tunai Bank BNI No 55267
778974 00101001 atas nama M Kabul Raharja ke rekening penampungan
KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2020;-

b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh M KABUL RAHARIJA pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI
a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010;-

493. a. 1 (satu) lembar tindisan slip bukti setor tunai Bank BNI No 51626
191524 00101001 atas nama M Kabul Raharja ke rekening penampungan
KPK Bank BNI dengan no 8844202002510010 senilai Rp. 600.000,00 (enam
raturs ribu rupiah) beserta uang sebesar Rp. 600.000,00 tanggal 19 Mei 2020;
b. Uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan
oleh M KABUL RAHARJA pada tanggal 19 Mei 2020 ke rekening Bank BNI
a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010.-

494, a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BRI dengan
keterangan Penyetor:Muhammad Fikri, tanggal 28/05/2020 pada pukul
11:10:33 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.

Halaman 104 dari 116 halaman putusan No. 32/Pid. TPK /2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 200.000.000,- terbilang
dua ratus juta rupiah;

b. Uang sebesar Rp 200.000.000,~(dua ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh Muhammad Fikri, melalui Bank BRI pada tanggal 28/05/2020
pukul 11:10:33 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.-

496. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor: IR LA MANDA, KTP No. 3217022907590001, tanggal
02/06/2020 pada pukul 08:38:44WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar
Rp 10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah;

b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh IR LA MANDA, KTP No. 3217022907590001 melalui Bank BNI,
tanggal 02/06/2020 pada pukul 08:38:44WIB kepada Rekening Bank BNI
No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.
497. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor: IBNU BINTARTO, tanggal 05/06/2020 kepada
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK
Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 175.250.000,- terbilang seratus tujuh lima
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;

b. Uang sebesar Rp 175.250.000,- (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah ) yang telah disetorkan oleh IBNU BINTARTO
melalui Bank BNI, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI.

498. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor: Ibu Fitri Angdiani, tanggal 05/06/2020 kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita :
Perkara PT DI sebesar Rp 10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah;-

b. Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetorkan
oleh Ibu Fitri Angdiani melalui Bank BNI, tanggal 05/06/2020 kepada
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK
Berita : Perkara PT DI.

499. a. 1 (Satu) lembar print out screen shoot bukti transfer Bank BNI dari No.
Rekening Pengirim 0020867264 (Dani Rusmana) ke Rekening Bank BNI
penampungan KPK - Perkara PT dengan No. Rekening 8844202002510010
dengan nilai Nominal sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta
Rupiah).

b. Uang Sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan dari No. Rekening Pengirim 0020867264 (Dani Rusmana) ke
Rekening Bank BNI penampungan KPK - Perkara PT dengan No. Rekening
8844202002510010.

500. Uang tunai sebanyak USD5000 (Lima Ribu USD) pecahan USD100 (Seratus
USD) sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar dari Sdr. RIZKY FERIANTO

501. a. 1 (Satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana melalui internet
banking klick BCA pada tanggal 25 Juni 2020 jam 10:37:35 dengan no
referensi 00026543608 Berita : Transfer dari Mikael Warsito Nurman Tujuan
transfer Bank BNI Nama penerima Penampung KPK perkara PT.DI No. Rek
8844202002510010 dengan Jumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta
Rupiah)

b. Uang Sejumlah Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang
ditransfer melalui internet banking klick BCA pada tanggal 25 Juni 2020 jam
10:37:35 dengan no referensi 00026543608 dari Mikael Warsito Nurman
Tujuan transfer Bank BNI No. Rek 8844202002510010 dengan Nama
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penerima Penampungan KPK perkara PT.DI

502. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Pemindah Bukuan Bank
BNI dari nomor rekening 0020867236 dengan keterangan penyetor: Ade Yuyu
Wahyuna, tanggal 10/07/2020 pada pukul 09:27:17 WIB kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Keterangan :
untuk setor, jumlah sebesar Rp 399.107.952.,- terbilang Tiga ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah;

b. Uang sejumlah sebesar Rp 399.107.952.,- (terbilang Tiga ratus sembilan
puluh sembilan juta seratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
yang disetorkan oleh Ade Yuyu Wahyuna dari nomor rekening 0020867236
melalui Formulir Pemindah Bukuan Bank BNI pada tanggal 0/07/2020 pada
pukul 09:27:17 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK.

503. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI dengan
keterangan Penyetor : DEDY IRIANDY, tanggal 13/07/2020 pada pukul
11:33:39 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK Berita : Perkara PT DI sebesar Rp 16.500.000,- terbilang
enam belas juta lima ratus ribu rupiah;

b. Uang sebesar Rp 16.500.000,- (terbilang enam belas juta lima ratus ribu
rupiah) yang telah disetorkan oleh DEDY IRIANDY, melalui Bank BNI pada
tanggal 13/07/2020 pukul 11:33:39 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT.DI.

504. a. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ANDI SUKANDI melalui rekening Bank BNI
Norek:0174191700, tanggal 16/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen formulir Pemindahbukuan Bank
BNI dengan keterangan Pengirim: ANDI SUKANDI melalui rekening Bank
BNI Norek:0174191700, tanggal 16/07/2020 kepada Rekening Bank BNI
No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara Dirgantara
sejumlah Rp 25.000.000,- terbilang dua puluh lima juta rupiah dengan
keterangan Pengembalian Uang Perkara Terkait PT DI.

505. a. Uang sejumlah Rp 6.935.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga
puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan oleh NANANG HAMDANI
BASNAWI tanggal 23/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar
Negeri/Kliring (Application For Transfer) Bank BRI tanggal 23 Juli 2020
dituyjukan Kepada REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT
DIRGANTARA INDONESIA Bank BNI Nomor Rekening
8844.20200.251.0010; Nama Pengirim PT. BUMILOKA TEGAR PERKASA;
Jumlah dikirim Rp 6.935.000.000,- terbilang enam milyar sembilan ratus tiga
puluh lima juta rupiah; Disetor secara debet rekening 0261-01-000394-30-6
yang ditandatangani oleh NANANG HAMDANI BASNAWTI.

506. a. Uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ABDUL RACHMAN (yang menandatangani dokumen
setoran) atau ANDRI BUDHI SETIAWAN (keterangan dalam dokumen
setoran), tanggal 20/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Bukti Setoran Tunai Bank BNI
tanggal 20 Juli 2020 dengan keterangan Penyetor: ANDRI BUDHI
SETIAWAN; Berita: 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara PT;
Tujuan Transaksi: Setor Pengembalian 1 dengan jumlah setoran sebesar Rp
200.000.000,- terbilang dua ratus juta rupiah yang ditandatangani oleh
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ABDUL RACHMAN.

507. a. Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh ABDUL RACHMAN yang menandatangani dokumen setoran
atau ANDRI BUDHI SETIAWAN keterangan dalam dokumen setoran, tanggal
21/07/2020 kepada Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK.

b. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Bukti Setoran Tunai Bank BNI
tanggal 21 Juli 2020 dengan keterangan Penyetor: ANDRI BUDHI
SETIAWAN; Berita: 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara PT;
Tujuan Transaksi: Setor Pengembalian 2 dengan jumlah setoran sebesar Rp
300.000.000,- terbilang tiga ratus juta rupiah yang ditandatangani oleh
ABDUL RACHMAN.

508. a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Setoran Tunai Bank BNI kepada
Rekening Bank BNI a.n. Penampungan KPK Perkara PT DI
Norek.8844202002510010 sebesar Rp 7.500.000,- terbilang tujuh juta lima
ratus ribu rupiah, dengan keterangan Penyetor: DINAH ADRIANI, KTP NO.
3273204406600004.

b. Uang sebesar Rp 7.500.000,- (terbilang tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
yang telah disetorkan oleh DINAH ADRIANI, melalui Bank BNI pada
tanggal 20/07/2020 pukul 12:09:18 WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Berita : Perkara PT

509. a. Uang sebesar Rp 6.410.051.000,- (enam miliar empat ratus sepuluh juta
lima puluh satu ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh IR. SUSINTO
ENTONG pada tanggal 19 Agustus 2020 ke Rekening Bank BNI No.
Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK - Perkara PT
Dirgantara Indonesia

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank
tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp 6.410.051.000,- (enam miliar empat ratus
sepuluh juta lima puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh IR. SUSINTO
ENTONG ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK - Perkara

510. a. Uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang
telah disetorkan oleh ALIF PANJI PURNA pada tanggal 25 Agustus 2020 ke
Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan
KPK — Perkara PT Dirgantara Indonesia.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 25
Agustus 2020 dengan jenis transaksi Setor Tunai sebesar Rp 125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilakukan oleh ALIF PANJI PURNA
ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan
KPK — Perkara.

511. a. Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor oleh
Bpk. Aris Supangkat ke rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK — Perkara PT. Pada tanggal 28 Agustus 2020

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindisan slip bukti setor tunai tanggal 28
Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disetor
oleh Bpk. Aris Supangkat ke rekening Bank BNI No. Rekening
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK — Perkara PT.

512. a. Uang sebesar Rp. 1.249.398.590,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus sembilan
puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh ELDY ARDHIA PRATHISTA pada
tanggal 09 September 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara
Indonesia. Berita: Pengembalian AN DEDDY FAUZY ELHAKIM PERKARA
PT. DL
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b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 09
September 2020 dengan jenis transaksi formulir Kiriman Rp.
1.249.398.590,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga
Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus sembilan puluh rupiah) yang
telah disetorkan oleh ELDY ARDHIA PRATHISTA pada tanggal 09
September 2020 ke Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010
a.n. Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia. Berita:
Pengembalian AN DEDDY FAUZY ELHAKIM PERKARA PT. DI.

513. a. Uang sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) yang telah
disetorkan oleh Firdaus Komarno pada tanggal 04 September 2020 ke
Rekening Bank BNI No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan
KPK — Perkara PT Dirgantara Indonesia.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindasan Bukti Setoran Bank BNI tanggal 04
September 2020 dengan jenis transaksi formulir pemindah bukuan sebesar Rp
20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah) yang dilakukan oleh Firdaus Komarno
dengan No. Rekening 0387905146 ke rekening Bank BNI a.n. Penampungan
KPK — Perkara di No. Rekening 8844202002510010.

514. a. Uang sebesar 7.065.000.000,- ( Tujuh miliar enam puluh lima juta rupiah)
yang telah disetorkan dari PT. Bumi Loka Tegar Perkasa (Bpk. Nanang)
kepada rekaning BNI a.n penampungan KPK-Perkara PT. Dirgantara
Indonesia dengan No. Rekening 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-
Perkara.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen tindisan slip pengiriman uang
dalam/luarnegeri/kliring PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar 7.065.000.000,-
(Tujuh miliar enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2020
dari PT Bumi Loka Tegar Perkasa (Bpk. Nanang) ditujukan kepada BNI a.n
penampungan KPK-Perkara PT. Dirgantara Indonesia dengan No. rekening
8844202002510010.

515. a. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen Formulir Aplikasi Setoran Bank
Mandiri dengan keterangan penyetor: Mulhim Asyrof, tanggal 29/09/2020
pada pukul 12:00:27 WIB kepada Rekening Bank BNI No. rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK keterangan: Perkara PT DI untuk
setor, jumlah sebesar Rp 500.000.000,- terbilang lima ratus juta rupiah.

b. Uang sejumlah sebesar Rp 500.000.000.,- terbilang Lima ratus juta rupiah
yang disetorkan oleh Mulhim Asyrof melalui Formulir Aplikasi Setoran Bank
Mandiri pada tanggal 29/09/2020 pada pukul 12:00:27 WIB kepada Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

516. a. 1 (satu) lembar asli tindisan dokumen Formulir Aplikasi Setoran Tunai
Bank BNI dengan keterangan penyetor: Muhammad Imam Setijadi, tanggal
09/10/2020 pada pukul 13:45:09 WIB kepada Rekening Bank BNI No. rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK keterangan: Perkara PT DI untuk
setor, jumlah sebesar Rp 150.000.000,- terbilang seratus lima puluh juta
rupiah.

b. Uang sejumlah sebesar Rp 150.000.000.,- terbilang Seratus lima puluh
juta rupiah yang disetorkan oleh Muhammad Imam Setijadi melalui Formulir
Bukti Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 09/10/2020 pada pukul 13:45:09
WIB kepada Rekening Bank BNI No.rek.  8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK.

517. a. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam/ Luar Negeri/ Kliring Bank
Rakyat Indonesia tanggal 13-11-2020 pukul 08:57:26. Nama pengirim
MUHAMMAD FIKRI ke Rekening Bank BNI No. Rek 8844202002510010
a.n Penampungan KPK, Keterangan : Perkara PT. Dirgantara Indonesia, uang
sejumlah Rp. 100.000.000,- (terbilang Seratus Juta Rupiah).

b. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (terbilang Seratus Juta Rupiah) yang
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disetorkan oleh MUHAMMAD FIKRI melalui Bank Rakyat Indonesia pada
tanggal 13-11-2020 pada pukul 08:57:26 ke Rekening Bank BNI No. Rek
8844202002510010 a.n Penampungan KPK, Keterangan : PT Dirgantara
Indonesia

518. a. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 03-
12-2020  pukul 14:49:34, Nama Penyetor FABIOLA KAUNANG ke
Rekening Bank BNI No. rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK
keterangan: Perkara PT Dirgantara Indonesia, uang sejumlah Rp 12.500.000,-
(terbilang dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

b. Uang sejumlah Rp 12.500.000,- (terbilang Dua Belas Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) yang disetorkan oleh FABIOLA KAUNANG (anak Sdr. WIWI
AYU MOKOGINTA) melalui Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 03-12-
2020 pukul 14:49:34 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK, keterangan: Perkara PT Dirgantara Indonesia.

519. a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip Setoran Tunai Bank BNI Cabang UNDIP
SEMARANG sejumlah Rp 22.500.000,- (terbilang Dua Puluh Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 21-01-2021 pukul 08:40:47, Nama Pengirim
Catur.PS ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK - Perkara;

b. Uang sejumlah Rp 22.500.000,- (terbilang Dua Puluh Dua Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) yang disetorkan oleh Catur. PS melalui rekening Bank
Negara Indonesia Cabang UNDIP SEMARANG pada tanggal 21-01-2021
pukul 08:40:47 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK — Perkara

520. a. 1 (satu) lembar asli tindisan Slip dalam/ luar Negeri/ kliring rekening
Bank Rakyat Indonesia pengiriman uang sejumlah Rp.1000.000.000,-
(terbilang Satu Milyar Rupiah) tanggal 04-01-2021 pukul 14:59:38. Nama
Pengirim PT.Bumiloka Tegar Perkasa ke Rekening Bank BNI No. Rek
8844202002510010 a.n Penampungan KPK, Keterangan : Perkara PT.
Dirgantara Indonesia.

b. Uang sejumlah Rp.1000.000.000,- (terbilang Satu Milyar Rupiah) yang
disetorkan oleh PT.Bumiloka Tegar Perkasa melalui Bank Rakyat Indonesia
pada tanggal 04-01-2021 pukul 14:59:38 ke Rekening Bank BNI No. Rek
8844202002510010 a.n Penampungan KPK, Keterangan : PT Dirgantara
Indonesia.

521. a. 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang melalui Bank BCA,
uang sejumlah Rp 40.000.000,- (terbilang Empat Puluh Juta Rupiah), Nama
pengirim: EKO SANTOSO SOEPARDJO pada tanggal 24-09-20 ke Rekening
Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK.

b. Uang sejumlah Rp 40.000.000,- (terbilang Empat Puluh Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh EKO SANTOSO SOEPARDJO melalui Bank BCA pada
tanggal 24-09-20 ke Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n.
Penampungan KPK.

522, a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang
sejumlah Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 24/09
pukul 09:06:48 dengan No Ref 348938 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) yang
disetorkan melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 348938 pada
tanggal 24/09 pukul 09:06:48 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara

523. a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang
sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 13/10
pukul 17:16:48 dengan No Ref 475287 ke Rekening Bank BNI No.rek.
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8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 475287 pada
tanggal 13/10 pukul 17:16:48 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara

524, a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang
sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 19/10
pukul 11:33:10 dengan No Ref 712911 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara;\

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 712911
pada tanggal 19/10 pukul 11:33:10 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

525. a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang
sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 06/11
pukul 05:00:45 dengan No Ref 435033 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh melalui transfer elektronik M-transfer dengan No. ref 435033
pada tanggal 06/11 pukul 05:00:45 ke Rekening Bank BNI No.rek.
8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-Perkara

526. a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang
sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) pada tanggal 27/11
pukul 07:14:06 dengan No Ref 752270 dari EKO SANTOSO SOEPARDJO ke
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-
Perkara;

b. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (terbilang Lima Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh EKO SANTOSO SOEPARDJO melalui transfer elektronik M-
transfer dengan No. ref 752270 pada tanggal 27/11 pukul 07:14:06 ke
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-
Perkara.

527. a. 1 (satu) lembar print out bukti transfer elektronik M-transfer uang
sejumlah Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 22/01
pukul 12:25:43 dengan No Ref 876138 dari EKO SANTOSO SOEPARDJO ke
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-
Perkara.

b. Uang sejumlah Rp 10.000.000,- (terbilang Sepuluh Juta Rupiah) yang
disetorkan oleh EKO SANTOSO SOEPARDJO melalui transfer elektronik M-
transfer dengan No. ref 876138 pada tanggal 22/01 pukul 12:25:43 ke
Rekening Bank BNI No.rek. 8844202002510010 a.n. Penampungan KPK-
Perkara.

Barang Bukti No0.479 sampai No0.484 dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa
Budi Santosa dan Irzal Rinaldi Zailani berdasarkan putusan PN Bandung No.60/Pid.Sus-
TPK/2020/PN Bdg tanggal 21 April 2021, barang bukti tersebut berupa:

479. Uang sejumlah Rp 789.648.848,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan
rupiah) yang ditempatkan dalam rekening Bank BRI Cabang Bandung AA
Norek.0005-01-051233-50-5 a.n. IRZAL RINALDI. -

480. Uang sejumlah Rp 120.163.967,- (seratus dua puluh juta seratus enam
puluh tiga sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan
dalam rekening simpanan dan investasi Bank HSBC Nomor Nasabah 023-
676273 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI.

481. Uang sejumlah Rp 110.220.709,- (seratus sepuluh juta rupiah dua ratus
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dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang ditempatkan dalam
rekening simpanan Bank BCA KCP Setiabudi Nomor Rekening
2331495176 a.n. IRZAL RINALDI ZAILANI IR.

482. Uang sejumlah Ekuivalen sebesar Rp 698.037.556 (enam ratus sembilan
puluh delapan tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)
yang ditempatkan dalam rekening simpanan dan investasi Citibank a.n
IRZAL RINALDI ZAILANI d.a. Jl. Setrasan Kulon Ill No. 3-B

483. Uang sejumlah USD 98,852.83 (sembilan puluh delapan ribu delapan
ratus lima puluh dua dan delapan puluh tiga sen Dollar Amerika) yang
ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Artha Graha KCP Raya
Sudirman Bandung jenis Rek. Graha FX Penduduk mata uang Dollar US

Nomor Rekening 0362460000 a.n. GRACIANA
SOERIADANOENINGRAT.
484. Uang sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu Dollar Amenka) yang

ditempatkan dalam rekening Deposito Berjangka Bank Artha Graha
Kantor Cabang Asia Afrika Bandung nomor rekening 1073564324 a.n.
GRACIANA SOERIADANOENINGRAT.

1 (satu) buah asli Bilyet Deposito Berjangka Bank Artha Graha Kantor
Cabang Asia Afnika Bandung sejumlah USD 505,000 (lima ratus lima ribu
Dollar Amenka) nomor rekening 1073564324 a.n. GRACIANA
SOERIADANOENINGRAT.

Barang Bukti No. 495 berupa uang sejumlah Rp1.873.109.992,00 (satu miliar delapan
ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua
rupiah) dirampas untuk Negara dan sisa uang barang bukti tersebut sejumlah Rp.
132.516.278,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus tujuh
puluh delapan rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Ferry Santosa Subrata segera
setelah putusaan ini diucapkan, barang bukti tersebut yaitu:

495, a. 1 (satu) lembar asli tindasan dokumen Formulir Kiriman Uang Bank
BNI sebesar Rp.2.005.626.270,- (dua milyar lima juta enam ratus dua puluh
enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) kepada Rekening Bank BNI
Norek.8844202002510010 a.n. Penampungan KPK Perkara yang disetor oleh
FERRY SANTOSA S. SH tanggal 28 Mei 2020;-

b. Uang sebesar Rp.2.005.626.270,- (dua milyar lima juta enam ratus dua
puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang telah disetorkan oleh
FERRY SANTOSA S. SH tanggal 28 Mei 2020 ke rekening Bank BNI a.n.
Penampungan KPK - Perkara PT Dirgantara Indonesia No. Rekening
8844202002510010.

6. Membebankan kepada Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA;
membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu

lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum Komisi
Pemberantasan Korupsi pada tanggal 9 Agustus 2021 telah mengajukan permintaan
banding, yang dinyatakan dalam akta permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK /
2021/PN.Bdg ;
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Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
telah  menyampaikan akta pemberitahuan permintaan  banding kepada

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah
mengajukan memori banding pada tanggal 23 September 2021 dan memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada

tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK /
2021/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara
berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 1
September 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 2 September 2021 sampai
dengan tanggal 10 September 2021.;

Menimbang,bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dalam
memori banding tersebut, Terdakwa sampai berkas ini dikiimkan kemasing-masing

Pengadilan Tinggi, tidak mengirimkan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 26/Pid.Sus.TPK /2021/PN.Bdg
tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum Komisi
Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan banding tertanggal 23 Septeember
2021, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi
Pemberantasan korupsi, pada tanggal 23 September 2021, pada pokoknya sebagai
berikut:.

ad.1l. Tentang ketidaktepatan penerapan hukum terkait kekeliruan
menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur ”"secara
melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun
1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

ad.2. Tentang ketidaktepatan penerapan hukum dimana Judex factie
telah salah dalam menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi.
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Berdasarkan Memori Banding yang telah diuraikan, Penuntut Umum
memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan:

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Penuntut Umum.

2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Bdg tanggal 9 Agustus 2021 dengan amar putusan selengkapnya
berbunyi : menyatakan bahwa Terdakwa FERRY SANTOSA
SUBRATA:

1). Menyatakan Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi“bersama-sama melakukan beberapa perbuatan
yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
merugikan keuangan negara“ sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Rl Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY SANTOSA
SUBRATA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda
sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair
selama 2 (dua) bulan kurungan;

3). Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana penjara yang dijatuhkan;

4). Memerintahkan Terdakwa FERRY SANTOSA SUBRATA tetap
berada dalam tahanan;

5). Menetapkan agar amar Barang Bukti sama dengan amar
putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tanggal 21
Agustus 2021.

Hal di atas adalah sesuai dengan apa yang telah dimintakan dalam
Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan dalam persidangan pada Hari
Rabu tanggal 21 Juli 2021.
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Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang
dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum harus dianggap telah termaktub pula
dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama
memori banding dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata hanya
merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di
persidangan serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan
dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan
Hakim tingkat pertama tersebut patut untuk diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini
dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan berpedoman pada Perma
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak diundangkan
pada tanggal 24 Juli 2020, maka lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada
Terdakwa Ferry Santosa Subrata haruslah selaras dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020
tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan negeri bandung dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan aspek

Kesalahan, Dampak, Keuntungan serta hal-hal yang mempberatkan dan
meringankan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu untuk
mempertimbangkan hal yang meringankan, yaitu Terdakwa telah mengembalikan
kerugian keuangan Negara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Korupsi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang
diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas |.A
Khusus Nomor 26/Pid.Sus/ TPK/2021/ PN.Bdg. tanggal 9 Agustus 2021, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua
dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat
banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
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Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum,
karena itu patut untuk dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Agustus
2021 Nomor 26/Pid. Sus/TPK/2021/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut harus
dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan,
maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah
dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatatan bersalah dan
dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat banding.;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

Mengadi li

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan
Korupsi tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 9 Agustus 2021, Nomor
26/Pid-Sus-TPK/2021/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding

sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada
hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021,0leh kami Elly Endang Dahliani,SH.,MH.
Hakim tidak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim
Ketua Majelis, Chrisno Rampalodji, SH.MH. dan Hj. Lilik Srihartati,S.H.,M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Bambang
Belardaya, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya serta Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS
TTD TTD

(Chrisno Rampalodji, SH.MH, SH.) ( Elly Endang Dahliani,SH.,MH.)
TTD

(Hj. Lilik Srihartati,S.H.,M.H..)
PANITERA PENGGANTI :
TTD

(Bambang Belardaya, S.H.)

Halaman 116 dari 116 halaman putusan No. 32/Pid. TPK /2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 116



